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Kata Pengantar 
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Ringkasan Eksekutif: Jalan Panjang Pemulihan Ekonomi 
 
Pandemi COVID-19 dan tindakan pencegahannya 
memicu resesi global terdalam dalam delapan dekade.  
Karantina wilayah (lockdown) yang dilakukan banyak negara 
dan pembatasan perjalanan menyebabkan permintaan 
global untuk barang dan jasa turun drastis, seiring dengan 
dengan anjloknya arus pariwisata dan harga komoditas; 
rantai pasokan terganggu; dan volatilitas pasar keuangan 
meningkat. Pemerintah Indonesia juga menerapkan 
pembatasan pergerakan (mobility) dari pertengahan bulan  
Maret dan kemudian karantina wilayah sebagian dari bulan  
April hingga Juni, membuat banyak perusahaan dan toko 
berhenti beroperasi, dan konsumen enggan untuk 
berbelanja.  

Terpukul oleh guncangan eksternal dan domestik yang 
parah, aktivitas ekonomi jatuh. Pertumbuhan PDB riil  
melemah dari 5,0 persen yoy di kuartal-4 tahun 2019 
menjadi 3,0 persen pada kuartal-1 tahun 2020, terendah 
sejak tahun 2001 (Gambar ES.1). Konsumsi swasta 
melambat karena adanya pembatasan mobilitas dan 
perilaku konsumen enggan keluar rumah sehingga 
membatasi konsumsi. Pertumbuhan investasi juga 
menurun dengan meningkatnya ketidakpastian dan harga 
komoditas yang lebih rendah. Perlambatan pertumbuhan 
ini juga terlihat hampir diseluruh sektor ekonomi. Sektor 
manufaktur, konstruksi, dan sektor jasa bernilai tambah 
rendah termasuk transportasi, pergudangan, hotel, dan 
restoran, serta sektor yang mempekerjakan tenaga kerja 
dalam jumlah yang lebih besar, semuanya mengalami 
penurunan sebesar hampir separuhnya dibandingkan 
pertumbuhan kuartal-4 tahun 2019. Sebaliknya,  
pertumbuhan sektor jasa yang sarat pengetahuan modern, 
termasuk layanan digital, keuangan, pendidikan dan 
kesehatan mengalami percepatan.  

Melambatnya permintaan dalam negeri dan beberapa 
ekspor barang manufaktur membantu penurunan defisit 
neraca transaksi berjalan (Current Account Deficit, CAD) 
menjadi 2,5 persen dari PDB di Q1 tahun 2020 dari 2,7 
persen dari PDB di Q4 tahun 2019 (rata-rata bergerak 
empat kuartal; Gambar ES.2). Surplus perdagangan 
barang melonjak, karena beberapa pengalihan produksi 
barang manufaktur dari Tiongkok dan harga minyak 
kelapa sawit yang lebih tinggi di awal tahun yang 
menopang nilai ekspor. Sementara itu, impor mengalami 
kontraksi karena konsumsi dan investasi yang lebih 
rendah, serta menurunnya harga minyak. Dengan adanya 
hambatan berpergian (travel restrictions) dan transportasi 
global secara mendadak, ekspor dan impor jasa 
terkontraksi secara signifikan.  
 

Di tengah volatilitas keuangan global, arus keluar 
portofolio yang tajam dan secara mendadak, yang lebih 
besar dibandingkan Krisis Keuangan Global (Global  
Financial Crisis) dan Krisis Keuangan Asia (Asian Financial 
Crisis) mengakibatkan neraca transaksi finansial 
mengalami defisit kuartalan pertama sejak tahun 2011 
(Gambar ES.3). Akibatnya, imbal hasil obligasi 
pemerintah meningkat 57 basis poin dan Rupiah  
terdepresiasi sebesar 17,7 persen di kuartal-1. Meskipun 
CAD lebih kecil, defisit neraca transaksi finansial yang 
lebih besar menyebabkan defisit Neraca Pembayaran  
secara keseluruhan dan cadangan internasional turun 
menjadi USD 121,0 miliar di akhir bulan Maret.  
 
Menyusul pelonggaran secara besar-besaran oleh bank-
bank sentral secara global, kondisi likuiditas eksternal 
membaik secara signifikan di triwulan kedua, yang 
menyebabkan Rupiah menguat dan imbal hasil obligasi 
turun. Pelonggaran global ini, bersamaan dengan tingkat 
inflasi yang rendah (Gambar ES.4), memberikan ruang 
bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga 
kebijakan secara kumulatif sebesar 50 bps di kuartal-1. 
 
Untuk mengurangi dampak ekonomi COVID, 
Pemerintah telah mengumumkan stimulus fiskal sebesar 
Rp 695,2 triliun, dengan dampak keseluruhan terhadap 
anggaran yang diperkirakan sebesar 4,3 persen dari PDB, 
termasuk pengeluaran baru sebesar 3,0 persen dari PDB. 
Seiring dengan penerimaan yang lebih rendah, defisit fiskal 
diperkirakan akan melebar ke 6,3 persen dari PDB. 
Stimulus ini mencakup alokasi yang lebih besar untuk 
sektor kesehatan, peningkatan bantuan sosial, insentif 
pajak yang besar untuk korporasi, dana talangan bagi 
BUMN, program kredit untuk UKM dan suntikan modal 
untuk bank yang melakukan restrukturisasi terhadap 
pinjaman UKM, serta pengeluaran tambahan oleh 
pemerintah daerah dan kementerian terkait. 
 
Dampak COVID-19 sangat terasa di hampir seluruh mata 
pencaharian, seperti misalnya pekerja di sektor-sektor 
transportasi dan konstruksi yang melaporkan terjadinya 
penurunan besar dalam pendapatan. Tanpa adanya 
langkah-langkah untuk mengurangi guncangan ekonomi 
tersebut, pandemi ini akan dapat menyebabkan 
kemiskinan meningkat sebesar 2,0 poin persentase. Oleh 
karena itu peningkatan yang signifikan dalam belanja 
bantuan sosial menjadi sangat penting: jika ditargetkan 
dengan tepat dan sepenuhnya dicairkan dengan kebocoran 
minimal, paket tersebut akan secara signifikan mengurangi 
dampak pandemi terhadap kemiskinan. 
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Tabel ES.1: Pertumbuhan PDB riil diproyeksikan turun 
ke nol persen pada tahun 2020 karena krisis COVID-19 
berdampak pada permintaan dan penawaran domestik 
dan luar negeri 

    2019 2020 2021 2022 

PDB riil 
(Perubahan 
persentae 
tahunan) 

5,0 0,0 4,8 6,0 

Indeks 
harga 
konsumen 

(Perubahan 
persentae 
tahunan) 

2,8 2,6 2,8 3,0 

Neraca 
transaksi 
berjalan 

(Persen dari 
PDB) -2,7 -1,9 -2,0 -2,1 

Neraca 
anggaran 
pemerintah 

(Persen dari 
PDB) -2,2 -6,3 -4,1 -3,1 

 

Sumber: Bank Indonesia; Badan Pusat Statistik (BPS); 
Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia 
Catatan: 2020-2022 merupakan angka perkiraan dan estimasi  

 
Walaupun terdapat kebijakan moneter dan fiskal yang 
ekspansif, guncangan ekonomi ini, baik domestik dan 
eksternal akan bisa hilang secara bertahap. PDB riil  
Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tidak akan 
berubah dari tahun 2019 (Tabel ES.1). Konsumsi swasta 
diperkirakan melambat tajam dan investasi akan 
mengalami kontraksi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah  
akan meningkat, tetapi tidak dapat sepenuhnya 
mengimbangi pelemahan komponen permintaan dalam 
negeri lainnya. Volume ekspor dan impor diproyeksikan 
merosot akibat kondisi eksternal yang buruk, dengan 
impor yang diproyeksikan menyusut dalam oleh karena 
permintaan dalam negeri yang melemah tajam. Oleh 
karena itu, ekspor bersih diharapkan dapat memberikan 
kontribusi positif bagi pertumbuhan riil secara 
keseluruhan. 
 
Proyeksi pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan pulih 
selama dua tahun ke depan, dengan asumsi bahwa 
ekonomi akan dibuka kembali secara bertahap dan stabil. 
Konsumsi swasta diperkirakan pulih lebih cepat, diikuti 
oleh investasi sektor swasta. PDB riil diproyeksikan akan 
tumbuh sebesar 4,8 persen pada tahun 2021 yang 
ditunjang oleh pemulihan konsumsi swasta. PDB 
diperkirakan tumbuh 6,0 persen pada tahun 2022 karena 
pertumbuhan investasi yang tinggi dan rendahnya basis 
PDB (base effect) di tahun-tahun sebelumnya.  
 
Proyeksi dasar ini mengasumsikan bahwa PDB global 
akan mengalami kontraksi sebesar sekitar 5,2 persen tahun 
ini, 1 dan bahwa Pemerintah akan melonggarkan 
pembatasan mobilitas sebagaimana diumumkan dalam 
lima tahap hingga bulan Juni dan Juli, dengan 

 
1 Bank Dunia (2020a). 

perekonomian yang sepenuhnya dibuka pada bulan  
Agustus. Namun terdapat risiko penurunan pertumbuhan 
yang signifikan. Jika terjadi lonjakan kasus positif dan 
gelombang kedua (dari COVID-19), yang mengharuskan 
adanya perpanjangan atau penerapan kembali karantina 
wilayah sebagian, maka konsumsi swasta dan investasi 
akan lebih melambat dan mengalami kontraksi lebih 
dalam. Sementara itu, jika kondisi eksternal juga 
memburuk dan perekonomian global tergelincir ke dalam 
resesi yang lebih parah di mana PDB riil dunia menyusut 
7,8 persen pada tahun 2020,2 maka investasi dan ekspor 
akan semakin terpukul. Dalam skenario seperti itu,  
perekonomian Indonesia diperkirakan akan mengalami 
kontraksi sebesar 2 persen pada tahun 2020. 
 
Krisis ganda antara kesehatan masyarakat dan ekonomi ini 
telah menghadapkan Pemerintah padaa tantangan-
tantangan baru, dan di saat yang sama memperburuk 
tantangan-tantangan yang sudah ada. Di saat Indonesia 
siap melangkah ke depan, ada kebutuhan untuk merawat 
orang sakit dan menahan lonjakan infeksi sambil 
mengurangi dampak dari guncangan ekonomi dan untuk 
pemulihan ekonomi yang cepat dan sepenuhnya.  
 
Oleh karena itu, fokus Prospek Perekonomian Indonesia edisi ini 
adalah mengatasi tantangan-tantangan ini dan menyiapkan  
Indonesia untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan  
inklusif. 
 
Untuk mendukung pembukaan kembali ekonomi yang 
aman (dan berkelanjutan), sistem kesehatan yang baik 
perlu tetap menjadi prioritas. Seperti yang baru-baru ini 
terlihat di negara-negara lain, risiko percepatan tingkat 
infeksi atau munculnya gelombang kedua (dari COVID-
19) sangat nyata, dan kepercayaan konsumen mungkin 
tetap rendah bahkan jika pembatasan mobilitas 
dihilangkan. Pembukaan kembali yang aman dan 
berkelanjutan membutuhkan peningkatan kapasitas dan 
kesiapan sistem kesehatan, termasuk perluasan  
testing/pengujian dan pengawasan yang berkelanjutan. 
 
Banyak usaha akan memerlukan dukungan untuk 
mengatasi krisis ekonomi. Perusahaan akan membutuhkan 
dukungan untuk memulai kembali produksinya secara 
bertahap atau memperluas produksi, dan pada saat yang 
sama masuknya perusahaan-perusahaan baru harus bisa 
difasilitasi; termasuk penanggulangan kendala investasi 
jangka panjang. Pemerintah telah mengambil langkah-
langkah ke arah yang tepat ini, terutama melalui investasi 
dan reformasi perdagangan yang diusulkan melalui RUU 
Cipta Kerja. Namun demikian, RUU tersebut juga 
mengusulkan reformasi yang dapat menyebabkan dampak 
pada kesehatan dan keselamatan masyarakat, lingkungan 

2 Ibid. 
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dan hak-hak tenaga kerja. Terakhir, sistem keuangan yang 
kuat merupakan dasar dari pemulihan yang berkelanjutan ,  
dengan prioritas terhadap kecukupan likuiditas dan 
pengawasan sistem keuangan.  
 
Jutaan pekerjaan hancur selama berlangsungnya krisis ini 
dan ada kemungkinan peningkatan permintaan yang lebih 
banyak terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan  
tinggi. Oleh karena itu, penganggur perlu dibantu dalam 
mencari pekerjaan dan meningkatkan keterampilan  
mereka untuk memenuhi kebutuhan pemberi kerja. Selain  
itu, memperbaiki kesenjangan yang baru diidentifikasi 
dalam cakupan perlindungan sosial Indonesia, 
membangun ekspansi berbasis COVID dalam sistem, dan 
mempercepat penyelesaian perawatan kesehatan universal 
yang didanai secara tepat untuk semua, akan membantu 
membangun, mempekerjakan, dan melindungi modal 
manusia Indonesia. 
 
Pada saat yang sama, pemangkasan belanja modal publik 
dan penundaan proyek infrastruktur yang diakibatkan oleh  

COVID-19 perlu ditingkatkan kembali agar tidak 
menghambat agenda infrastruktur pemerintah yang 
mendukung pertumbuhan. Upaya untuk menyegerakan 
partisipasi sektor swasta dalam infrastruktur juga penting, 
dan akan memerlukan peningkatan belanja. 
 
Mengingat adanya kebutuhan pengeluaran dan pada saat  
yang sama pemerintah harus melandaikan ‘kurva utang’, 
kebijakan stimulus fiskal ini perlu secara bertahap 
dikurangi seiring dengan perlunya peningkatan 
penerimaan. Krisis perekonomian yang membebani 
kondisi fiskal ini dapat menyebabkan utang publik 
Indonesia meningkat pesat, dan memerlukan biaya utang 
yang lebih tinggi. Jika tidak terdapat reformasi dalam 
kebijakan peningkatan penerimaan, pada akhirnya biaya 
utang ini akan dapat berdampak pada belanja prioritas dan 
berisiko pada tingkat peringkat kredit investasi Indonesia 
yang telah diperoleh dengan susah payah. 
 
 

 
 

Gambar ES.1: Pertumbuhan PDB menurun tajam, 
dengan investasi dan konsumsi swasta yang jauh lebih 
lemah 
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase) 

Gambar ES.2: Defisit neraca transaksi berjalan menurun 
di kuartal-1 seiring dengan melambatnya permintaan 
dalam negeri 
(USD miliar) 

  
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS); Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Bank Indonesia (BI); Perhitungan staf Bank Dunia 
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Gambar ES.3: Terdapat arus keluar modal besar-besaran 
negara-negara pasar berkembang di kuartal-1 di tengah 
volatilitas keuangan global 
(USD miliar) 

Gambar ES.4: Guncangan penawaran dan permintaan 
mempengaruhi inflasi umum di Q1 
(perubahan yoy, persen) 

  
Sumber: Bank Indonesia (BI); Perhitungan staf Bank Dunia 
Catatan: Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara 
(SUN) adalah obligasi mata uang lokal 

Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia 

 

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20

Gov global bonds

SUN

SBI

Equities

Main net portfolio inflows -2

-1

1

2

3

4

5

6

7

8

Fe
b-

18

A
pr

-1
8

Ju
n-

18

A
ug

-1
8

O
ct

-1
8

D
ec

-1
8

Fe
b-

19

A
pr

-1
9

Ju
n-

19

A
ug

-1
9

O
ct

-1
9

D
ec

-1
9

Fe
b-

20

A
pr

-2
0

Ju
n-

20

Inflasi umum 

Inflasi harga yang diatur 
oleh Pemerintah

Inflasi 
inti

Inflasi harga bergejolak

Ramadan

Obligasi global pemerintah 

SUN 

SBI 

Ekuitas 

Arus masuk bersih portofolio  



  J a l a n  P a n j a n g  P e m u l i h a n  E k o n o m i  P r o s p e k  P e r e k o n o m i a n  I n d o n e s i a    

 

 
J u l i  2 0 2 0  T H E  W O R L D  B A N K  |  B A N K  D U N I A  

5 

A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini 

 

1. Pertumbuhan ekonomi menurun ke laju yang paling lambat dalam hampir dua dekade 

COVID-19 dan 
respon kebijakan 
untuk mengatasinya 
menyebabkan 
gangguan pada 
permintaan global, 
perdagangan 
internasional, 
investasi, dan 
keuangan  
 

 Kondisi ekonomi global tahun ini 
mengalami penurunan yang belum 
pernah terjadi sebelumnya. 
COVID-19 menyebar secara global 
dengan kecepatan yang 
mengkhawatirkan dan pemerintah 
di berbagai negara mengambil 
langkah-langkah untuk mengatasi 
virus ini termasuk pembatasan 
mobilitas dalam negeri yang ketat 
dan pembatasan perjalanan 
internasional. Di tingkat global, 
tindakan pencegahan ini 
menyebabkan permintaan global 
mengalami kontraksi parah, arus 
pariwisata berhenti secara 
mendadak, harga komoditas 
mengalami penurunan tajam, rantai 
pasokan mengalami gangguan, dan 
gejolak pasar keuangan meningkat 
tajam. Faktor-faktor ini menyebabkan PDB global mengalami penurunan di Triwulan ke-1 (Q1) 
dan kemungkinan di Q2 (Gambar A.1).  

Gambar A.1: Produksi dan perdagangan global menurun 
tajam karena COVID-19 menyebar dengan cepat ke 
seluruh dunia 
(yoy, persen) 

 
Sumber: CPB World Trade Monitor; Perhitungan staf Bank Dunia 

 
Ekonomi Indonesia 
melambat di Q1 oleh 

 Pertumbuhan PDB riil Indonesia melambat dari 5,0 persen tahun-ke-tahun (yoy) pada Q4 tahun 
2019 menjadi 3,0 persen pada Q1 tahun 2020 (Q1 tahun 2019: 5,1 persen), pertumbuhan 
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karena adanya 
penutupan 
perjalanan, 
melemahnya harga 
komoditas, dan 
pembatasan 
mobilitas domestik 

triwulanan yang terendah sejak tahun 2001 (Gambar A.2), oleh karena goncangan COVID- 19 
yang menghantam perekonomian baik domestik dan eksternal. Kondisi global yang buruk 
diperparah oleh penurunan tajam dalam kegiatan ekonomi dalam negeri, oleh karena 
pembatasan mobilitas oleh pemerintah dari pertengahan Maret dan kemudian karantina wilayah 
(lockdown) sebagian dari bulan April hingga Juni. Banyak perusahaan dan toko dilarang untuk 
beroperasi, sementara banyak konsumen yang tidak mampu atau tidak mau berbelanja 
mengingat tingginya ketidakpastian mengenai prospek pendapatan dan risiko terkena infeksi 
penyakit.  

 
Gambar A.2: Pertumbuhan PDB melambat tajam, dengan 
investasi dan konsumsi swasta yang jauh lebih lemah 
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)  

Gambar A.3: Konsumsi transportasi mengalami kontraksi 
karena mobilitas masyarakat Indonesia dibatasi 
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)  

  
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia 

 
Pembatasan 
mobilitas yang 
dimulai pada 
pertengahan Maret 
mengakibatkan 
perlambatan 
signifikan dalam 
konsumsi rumah 
tangga di Q1 yang 
kemungkinan akan 
semakin lemah pada 
triwulan kedua 

 Pertumbuhan konsumsi turun dari 4,2 persen yoy di Q4 menjadi 2,8 persen di Q1, juga yang 
terendah sejak tahun 2001. Pertumbuhan konsumsi swasta turun dari 4,9 persen yoy di Q4 
menjadi 2,7 persen di Q1. Konsumsi jasa transportasi yang lebih rendah karena adanya 
pembatasan mobilitas adalah penyebab utama dari perlambatan ini (Gambar A.3). Pertumbuhan 
konsumsi restoran dan hotel lebih lemah, sementara beberapa kategori konsumsi mengalami 
kontraksi. Sebaliknya, peningkatan permintaan untuk produk dan layanan kesehatan 
menyebabkan pengeluaran yang lebih tinggi untuk kesehatan & pendidikan. Ada penurunan 
dalam pengeluaran oleh lembaga-lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga, yang mencakup 
pengeluaran oleh partai-partai politik, sebagian karena adanya efek dasar (base effect) yang tinggi 
karena adanya tingkat belanja yang tinggi sebelum pemilihan umum pada Q1 tahun 2019. 
Indikator berfrekuensi tinggi (high-frequency indicators) untuk konsumsi swasta pada bulan April 
dan Mei menandakan semakin memburuknya kegiatan ekonomi di Q2. Penjualan ritel, sepeda 
motor, dan mobil penumpang semuanya mencatat kontraksi sebesar dua digit, dengan penjualan 
mobil penumpang yang menurun sebesar 97 persen yoy di bulan Mei. Sebaliknya, konsumsi 
pemerintah naik 3,7 persen yoy di Q1 dibandingkan dengan kenaikan 0,5 persen di triwulan 
sebelumnya, yang didukung oleh langkah-langkah fiskal yang mencatatkan beberapa 
pengeluaran di depan. 

 
Pertumbuhan 
investasi menurun 
lebih dari 
setengahnya, oleh 

 Pertumbuhan investasi terus turun dari 4,1 persen yoy di Q4 tahun 2019 menjadi 1,7 persen di 
Q1 tahun 2020 (Q1 tahun 2019: 5,0 persen), karena merosotnya harga barang-barang 
komoditas,3 permintaan dalam negeri, dan kepercayaan investor. Sub-sektor bangunan dan  

 
3 Harga barang-barang komoditas ekspor utama Indonesia, yang meliputi batubara, minyak mentah, minyak kelapa sawit, karet, gas alam cair, 
dan logam tidak mulia, rata-rata mengalami kontraksi sebesar 8,9 persen yoy di Q1 tahun 2020. 
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karena 
meningkatnya 
ketidakpastian, 
pembatasan 
perjalanan, dan 
harga barang-barang 
komoditas yang 
lebih rendah 
membuat para 
investor enggan 
untuk berinvestasi 
dan menyebabkan 
penundaan proyek 

struktur, yang menyumbang tiga 
perempat dari total investasi tetap, 
mengalami penurunan 
pertumbuhan dari 5,5 persen yoy di 
Q4 tahun 2019 menjadi 2,8 persen 
di Q1 tahun 2020, konsisten 
dengan penurunan sebesar 50 
persen dalam pertumbuhan sektor 
konstruksi, karena investor 
menunda proyek (Gambar A.4).4,5 
Investasi mesin dan peralatan 
menurun pada triwulan kedua, 
sejalan dengan pelemahan di 
sektor manufaktur dan 
pertambangan dan galian, yang 
terganggu oleh hambatan di rantai 
pasokan dan harga barang-barang 
komoditas yang lebih rendah. 
Bersamaan dengan hal tersebut, 
impor barang modal nominal turun 13,4 persen yoy di Q1 dari -8,3 persen di Q4.6  
Indikator investasi utama menunjukkan penurunan lebih lanjut di Q2. Sentimen bisnis, 
sebagaimana tertangkap oleh Purchasing Managers' Index untuk manufaktur, anjlok ke rekor 
terendah 27,5 pada bulan April tetapi meningkat pada bulan Juni ketika langkah-langkah 
pengendalian (Covid-19) dalam negeri mereda, yang mengakibatkan rata-rata PMI di Q2 sebesar 
31,7, jauh di bawah ambang batas sebesar 50.7 Sementara itu, impor barang modal nominal terus 
berkontraksi, turun 40,0 persen yoy di bulan Mei.8 

Gambar A.4: Pertumbuhan investasi melambat tajam 
karena investasi pada bangunan dan struktur melambat 
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)  

 
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia 

 
Ekspor meningkat, 
didukung oleh 
adanya lonjakan 
dalam ekspor 
barang-barang 
manufaktur yang 
lebih dari cukup 
untuk mengimbangi 
merosotnya 
pariwisata 

 Sesuai dengan perkiraan, ekspor jasa berkontraksi dari transportasi global dan pembekuan 
pariwisata, tetapi ekspor barang secara mengejutkan meningkat di tengah guncangan permintaan 
global, sebagian karena adanya gangguan produksi di Tiongkok.9 Secara keseluruhan, volume 
ekspor barang dan jasa bertumbuh secara moderat sebesar 0,2 persen yoy di Q1, setelah 
mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen di Q4 (Q1 tahun 2019: -1,6 persen). Ekspor jasa 
mengalami kontraksi sebesar 18,3 persen yoy di Q1, dengan sektor transportasi dan pariwisata 
yang sangat terpukul oleh pembatasan penerbangan dari negara-negara asing, meningkatnya 
kehati-hatian para pelancong, dan penangguhan operasi dari banyak operator asing ke 
Indonesia.10 Kedatangan pengunjung manca negara turun 64,9 persen yoy pada bulan Maret dan 
31,1 persen untuk triwulan tersebut. Di sisi lain, ekspor barang nonmigas, yang mewakili 
mayoritas kelompok barang-barang ekspor Indonesia, bertumbuh sebesar 4,7 persen dan 
mengimbangi penurunan ekspor jasa (Gambar A.5). Pertumbuhan ekspor sebagian besar 
didorong oleh produk-produk manufaktur (besi dan baja, alas kaki, kertas, kendaraan bermotor 
dan mesin listrik). Penurunan ekspor minyak dan gas yang telah berjalan lama11 berlanjut, seiring 

 
4 Reuters (April 20, 2020). UPDATE 1-Indonesia warns of investment delays as Q1 FDI shrinks on virus hit.  
5 Mongabay (31 Maret 2020). Mining activity in Indonesia takes a hit from COVID-19 pandemic 
6 Berdasarkan data Neraca Pembayaran dari Bank Indonesia. 
7 Nilai indeks sebesar 50 mewakili keseimbangan yang merata antara responden survei yang melaporkan kondisi yang lebih baik dan yang 
melaporkan kondisi yang lebih buruk. Hasil dari bulan April menunjukkan bahwa lebih banyak responden survei melaporkan kondisi yang lebih 
buruk. Ini adalah hasil terendah pada catatan untuk rangkaian, jauh di bawah rekor terendah sebelumnya sebesar 45,3 yang dilaporkan sebulan 
sebelumnya.  
8 Berdasarkan data perdagangan luar negeri dari BPS. 
9 Lihat pembahasan terperinci di Bagian A.2  
10 The Jakarta Post (9 Maret 2020). More than 12,000 flights canceled in two months over virus fears, says Angkasa Pura I.   
11 Ekspor minyak dan gas telah menurun secara yoy sejak Q3 tahun 2018.  
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https://www.reuters.com/article/indonesia-economy-fdi/update-1-indonesia-warns-of-investment-delays-as-q1-fdi-shrinks-on-virus-hit-idUSL4N2C81FP
https://news.mongabay.com/2020/03/covid19-mining-indonesia-pandemic-coal-nickel-tin-china/
https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/09/more-than-12000-flights-canceled-in-two-months-over-virus-fears-says-angkasa-pura-i.html
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jatuhnya permintaan global,12 kelebihan pasokan LNG global,13 perang harga minyak mentah 
antara Rusia-Arab Saudi,14 dan menipisnya ladang gas dalam negeri 15 yang membebani harga 
barang-barang komoditas dan produksi dalam negeri.  

 
Gambar A.5: Pertumbuhan ekspor menuju ke wilayah 
positif dengan kontribusi yang besar dari ekspor 
nonmigas 
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)  

Gambar A.6: Kontraksi impor mengecil karena impor 
minyak dan gas yang lebih tinggi untuk membangun 
persediaan 
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase) 

  
Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia 

 
Impor mengalami 
kontraksi yang lebih 
kecil dari Q4 tahun 
2019 

 Volume impor Indonesia menyusut sebesar 2,2 persen di Q1 tahun 2020, setelah turun sebesar 
8,0 persen di Q4 tahun 2019 (Q1 tahun 2019: -7,5 persen). Perlambatan kontraksi impor ini 
terutama didorong oleh impor minyak dan gas yang lebih tinggi karena importir mengambil 
keuntungan dari jatuhnya harga minyak untuk meningkatkan persediaan (Gambar A.6). Selain 
itu, impor nonmigas mengalami kontraksi yang lebih kecil dari impor di Q4 tahun 2019, sebagian 
karena peningkatan pertumbuhan ekspor yang membutuhkan masukan bahan baku impor, yang 
mengimbangi laju impor bahan baku yang lebih lambat untuk konsumsi dalam negeri. Sementara 
itu, impor jasa menurun tajam, karena lebih sedikit penduduk Indonesia yang bepergian ke luar 
negeri.  

 
Pertumbuhan 
melambat di sektor 
yang padat karya 
dan yang memiliki 
nilai tambah yang 
rendah seperti sektor 
manufaktur, 
konstruksi, dan ritel; 
sektor-sektor padat 
pengetahuan seperti 
keuangan dan 
kesehatan mampu 
bertahan 

 Pertumbuhan melambat di sebagian besar sektor-sektor utama (Gambar A.7). Sektor pertanian 
merupakan sector terlemah dan mencatat pertumbuhan nol, oleh karena penurunan sebesar 10,3 
persen pada hasil panen tanaman pangan karena adanya keterlambatan musim panen pada 
berbagai tanaman pangan, termasuk padi.16 Sektor manufaktur melambat menjadi 2,1 persen, 
sebagian besar karena pertumbuhan yang lebih lambat dalam makanan dan minuman olahan, 
oleh karena kombinasi antara kinerja yang lemah dalam produksi tanaman pangan dan 
pembatasan mobilitas. Beberapa subsektor manufaktur relatif mampu bertahan (kertas, logam 
dasar dan peralatan transportasi semuanya bertumbuh paling sedikit 4 persen yoy), sejalan dengan 
pertumbuhan ekspor yang tidak terduga di sektor-sektor tersebut. Jasa tradisional (perdagangan, 
transportasi, dan perhotelan), yang mempekerjakan banyak tenaga kerja informal dan sangat 
terpengaruhi oleh pembatasan mobilitas, mengalami pelambatan signifikan dari 5,7 persen di Q4 
tahun 2019 menjadi 2,0 persen di Q1. Di sisi lain, sektor kesehatan, pendidikan dan administrasi 
publik - yang terkait erat dengan pemberian layanan publik inti - mengalami peningkatan dalam 
pertumbuhan, sementara sektor informasi, komunikasi, jasa keuangan dan bisnis juga berkinerja 

 
12 Bank Dunia (2020e). 
13 Natural Gas Intel (29 April 2020). LNG Supply Glut Likely to Outlast Demand for Years, Says IGU.  
14 CNBC (1 April 2020).  5 charts that explain the Saudi Arabia-Russia oil price war so far.  
15 Asia Times (4 Februari 2020). Time winds down on Indonesia’s oil and gas future.  
16 Republika (5 Mei 2020). Panen raya bergeser, sektor pertanian tumbuh melambat.  
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https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/23/most-commodity-prices-to-drop-in-2020-as-coronavirus-depresses-demand-and-disrupts-supply
https://www.naturalgasintel.com/articles/121826-lng-supply-glut-likely-to-outlast-demand-for-years-says-igu
https://www.cnbc.com/2020/04/01/5-charts-that-explain-the-saudi-arabia-russia-oil-price-war-so-far.html
https://asiatimes.com/2020/02/time-winds-down-on-indonesias-oil-and-gas-future/
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baik, didukung oleh aktivitas keuangan & asuransi dan informasi & komunikasi, di saat beberapa 
usaha bisnis mulai menerapkan peraturan bekerja-dari-rumah (work from home).  
 
Gambar A.7: Perlambatan pertumbuhan terjadi hampir di seluruh sector, termasuk sektor 
pertanian yang tidak menunjukkan pertumbuhan sama sekali 
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)  

 

Sumber: BPS; Perhitungan staf Bank Dunia 
 

2. Defisit neraca transaksi berjalan menyempit, sementara investasi portofolio mencatat arus keluar 
yang besar 

Defisit neraca 
transaksi berjalan 
menyempit ke 
tingkat yang 
terendah dalam tiga 
tahun karena adanya 
surplus perdagangan 
barang yang lebih 
tinggi 

 Defisit neraca transaksi berjalan 
(current account deficit, CAD) 
menyempit menjadi USD 3,9 
miliar di Q1 tahun 2020 dari 
USD 8,1 miliar di Q4 tahun 
2019 (Q1 tahun 2019: USD 6,6 
miliar) (Tabel A.1 dan Gambar 
A.8) sebagian besar karena 
kinerja ekspor manufaktur yang 
kuat. Jika dilihat dalam rata-rata 
bergerak empat kuartal per 
PDB, CAD terus membaik 
menjadi 2,5 persen dari PDB di 
Q1 dari 2,7 persen di Q4 (Q1 
tahun 2019: 3,1 persen). Surplus 
perdagangan barang yang lebih 
tinggi (USD 4,4 miliar dari USD 
0,3 miliar di Q4 tahun 2019) 
adalah pendorong utama 
penurunan CAD. Defisit neraca 
perdagangan jasa sedikit mengecil (dari USD 2,0 menjadi USD 1,9 miliar), sementara defisit 
neraca penerimaan relatif datar sebesar USD 6,4 miliar. 

Gambar A.8: Defisit neraca transaksi berjalan menyempit 
di Q1 seiring dengan melambatnya permintaan dalam 
negeri 
(USD miliar)  

 
Sumber: BI dan perhitungan staf Bank Dunia 

 
Selain peningkatan 
sementara dalam 
volume ekspor 
barang manufaktur, 

 Nilai ekspor barang meningkat sebesar 1,3 persen yoy dibandingkan dengan penurunan sebesar 
3,4 persen di Q4 tahun 2019 (Q1 tahun 2019: -7,1 persen) (Gambar A.9), sejalan dengan volume 
ekspor yang lebih tinggi. Peningkatan sementara ekspor tersebut terutama berasal dari produk-
produk manufaktur (besi dan baja, alas kaki, kertas, kendaraan bermotor dan mesin listrik) dan 
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harga minyak kelapa 
sawit yang lebih 
tinggi di sebagian 
besar Q1 
berkontribusi pada 
pertumbuhan nilai 
ekspor 

komoditas olahan. Karena terhentinya sebagian besar produksi barang manufaktur Tiongkok di 
sebagian besar Q1 karena adanya karantina wilayah di Tiongkok, beberapa produksi dari 
Tiongkok berpindah ke Indonesia dan menyebabkan pertumbuhan ekspor Indonesia.17 Di 
antara komoditas olahan, minyak kelapa sawit mentah dan logam dasar adalah pendorong yang 
utama. Pertumbuhan logam dasar didukung oleh harga dan volume yang lebih tinggi (masing-
masing di Q1: +3,9 dan +29,7 persen); dan pertumbuhan kelapa sawit mentah didukung oleh 
harga yang lebih kuat (Q1: +32,8 persen yoy) yang mengimbangi kontraksi volume (Q1: -17,1 
persen yoy)18. Sebaliknya, nilai ekspor minyak dan gas dan komoditas bahan mentah lainnya, 
seperti batu bara, sebagian besar mengalami kontraksi, terutama karena harga yang lebih 
rendah.19 

 
Meskipun 
permintaan domestik 
melambat, ekspor ke 
Tiongkok menurun, 
dan nilai tukar 
Rupiah melemah, 
kontraksi impor 
barang mengecil 

 Mirip dengan tren dalam volume, nilai impor barang mengalami kontraksi yang lebih rendah 
dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Q1 tahun 2020: -6,5 persen; Q4 tahun 2019: -9,2 
persen yoy) (Gambar A.10). Impor bahan baku20 mengalami kontraksi yang lebih rendah 
dibandingkan dengan Q4, mungkin karena adanya peningkatan ekspor, tetapi masih 
memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan total impor; khususnya karena 
melemahnya bahan baku untuk industri makanan dan minuman21. Nilai impor bahan bakar juga 
mengalami kontraksi yang lebih rendah daripada di Q4, dengan impor minyak mentah yang 
meningkat di Q1 karena importir mengambil keuntungan dari harga rendah untuk meningkatkan 
persediaan.22 Sejalan dengan pertumbuhan investasi yang lambat, impor barang modal 
mengalami kontraksi sebesar 13,4 persen yoy, penurunan yang terbesar sejak Maret tahun 2016, 
dan merupakan kontributor terbesar kedua terhadap kontraksi impor.  

 
Gambar A.9: Ekspor barang dari komoditas olahan 
meningkat sementara ekspor minyak dan gas menurun 
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)  

Gambar A.10: Impor barang mengalami kontraksi yang 
lebih rendah daripada impor di Q4 karena impor bahan 
baku dan bahan bakar tetap tinggi 
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, poin persentase)  

  
Sumber: BI dan perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BI dan perhitungan staf Bank Dunia 

 
17 Kategori ekspor barang Indonesia yang mencatat pertumbuhan nominal lebih tinggi ke negara-negara tujuan di Q1 yang secara bersamaan 
mengalami kontraksi yang besar dalam impor dari Tiongkok dalam kategori barang yang sama termasuk “Logam Dasar dan Barang-Barang dari 
Logam Dasar” ke Malaysia, Singapura, dan Taiwan, Tiongkok; dan “Mesin & Peralatan Listrik” ke Hong Kong SAR, Inggris, Jerman, dan 
Amerika Serikat.    
18 Harga batubara turun 28,9 persen yoy di Q1. Sumber: Tabel 3, di laporan Bank Indonesia (2020). Laporan Neraca Pembayaran, Q1 tahun 
2020. 
19 Harga minyak mentah turun sebesar 18,8 persen yoy di Q1. Demikian pula, harga batubara anjlok sebesar 28,9 persen di Q1. 
20 Ini adalah bahan baku bersih dan tidak termasuk bahan bakar, namun termasuk bahan baku primer dan olahan. 
21 Bank Indonesia (2020). Laporan Neraca Pembayaran, Q1 2020. Ini sebagian disebabkan oleh melambatnya sektor manufaktur makanan dan 
minuman, yang turun menjadi 3,9 persen yoy di Q1, turun dari 8,0 persen yoy di Q4 tahun 2019. 
22 Nilai impor minyak mentah naik 22,3 persen yoy di Q1, dibandingkan dengan penurunan 2,6 persen di Q4 tahun 2019, meskipun harga 
minyak Brent turun 20,1 persen yoy dibandingkan dengan Q1. 
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Dengan terhentinya 
perjalanan global 
secara mendadak, 
ekspor dan impor 
jasa anjlok 

 Karena pembatasan penerbangan dan izin masuk yang diberlakukan secara global, para 
pelancong yang masuk ke Indonesia (inbound) dan pelancong Indonesia yang ke luar negeri 
(outbound) di Q1 masing-masing turun 30,6 persen dan 32,7 persen yoy.23 Dengan demikian, 
ekspor jasa mengalami kontraksi sebesar 18,8 persen yoy dari pertumbuhan 5,2 persen di Q4 
tahun 2019 (Q1 tahun 2019: -6,5 persen), sedangkan impor jasa turun sebesar 12,1 persen dari 
peningkatan 8,1 persen pada Q4 (Q1 2019: -3,1 persen). Pembatasan mendadak pada mobilitas 
global memiliki dampak dua kali lipat pada defisit perdagangan jasa. Sementara defisit dalam jasa 
transportasi24 menurun sebesar USD 596 juta relatif terhadap Q4 tahun 2019, surplus dalam jasa 
perjalanan25 juga menurun sebesar USD 191 juta dari Q4 tahun 2019. Oleh karena itu, secara 
keseluruhan defisit jasa sedikit menyempit. 

 
Neraca perdagangan 
barang bulanan 
mencatat surplus di 
bulan Mei, dengan 
impor berkontraksi 
lebih tinggi dari pada 
ekspor 

 Dengan produksi di Tiongkok 
yang kembali berjalan dan 
permintaan global anjlok, 
ekspor barang Indonesia turun 
kembali ke wilayah negatif di 
bulan Mei, berkontraksi sebesar 
28,9 persen yoy. Impor barang 
turun lebih tajam dibandingkan 
ekspor sebesar 42,2 persen, 
karena pembatasan mobilitas 
membebani permintaan 
domestik. Sebagai akibatnya, 
neraca perdagangan barang 
bulanan mencatat surplus 
sebesar USD 2,1 miliar di bulan 
Mei, menjadikan neraca 
perdagangan kumulatif tahun-
ke-Mei menjadi surplus sebesar 
USD 4,3 miliar (Gambar A.11). 

Gambar A.11: Impor dan ekspor anjlok di bulan Mei 
(USD miliar) 

 
Sumber: BPS dan perhitungan staf Bank Dunia 

 

 
23 Menggunakan data Neraca Pembayaran Bank Indonesia. Data kedatangan pengunjung luar negeri dari BPS juga memberikan informasi yang 
serupa, di mana jumlah pengunjung internasional menurun 31,1 persen yoy di Q1 tahun 2020.  
24  Transportasi, termasuk penumpang, barang (pergerakan barang), dan jasa transportasi lainnya. Jasa penerbangan internasional diperlakukan 
sebagai jasa transportasi penumpang, sedangkan jasa penerbangan dalam negeri diperlakukan sebagai jasa perjalanan. Rincian lebih lanjut ada di 
IMF’s BoP Manual (BPM6). Jasa pengangkutan barang merupakan bagian terbesar dari impor jasa transportasi di Indonesia dan rata-rata hampir 
80 persen pada tahun 2019. 
25 Ekspor jasa perjalanan mencakup pengeluaran dari non-penduduk di saat bepergian, seperti akomodasi, transportasi lokal, jasa makanan, dan 
lainnya. Ini tidak termasuk pengeluaran untuk transportasi penumpang internasional, sebagaimana disebutkan di atas. Rincian lebih lanjut ada di 
IMF’s BoP Manual (BPM6). 
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FDI relatif stabil di 
Q1 

 Meskipun ketidakpastian ekonomi 
global meningkat, penanaman modal 
asing langsung (foreign direct investment, 
FDI) hanya sedikit menurun menjadi 
USD 4,5 miliar (1,6 persen dari PDB), 
dari USD 4,6 miliar di Q4 tahun 2019 
(Q1 tahun 2019: USD 6,7 miliar). 
Sejalan dengan tren positif dalam 
ekspor barang-barang manufaktur, 
terdapat arus masuk FDI yang sehat 
ke sektor manufaktur, didorong oleh 
penarikan utang yang dilakukan oleh 
beberapa perusahaan manufaktur,26 
dan mengimbangi FDI yang lebih 
rendah di sektor-sektor lain. 
Manufaktur tetap menjadi tujuan 
utama untuk penanaman modal 
langsung, diikuti oleh pertambangan 
dan galian, yang secara bersama-sama 
menyumbang 60,2 persen dari total FDI (Gambar A.12). Karena penurunan penanaman modal 
langsung Indonesia di luar negeri lebih besar dibandingkan dengan penurunan yang kecil dalam 
aliran FDI, penanaman modal langsung bersih (penanaman modal langsung di Indonesia 
dikurangi penanaman modal langsung Indonesia di luar negeri) naik sebesar USD 0,3 miliar 
menjadi USD 3,5 miliar di Q1, untuk membiayai 90 persen dari CAD. 

Gambar A.12: FDI sangat stabil di tengah 
ketidakpastian global 
(USD miliar)  

 
Sumber: BI dan perhitungan staf Bank Dunia 

 
Gambar A.13: Gejolak keuangan global memuncak di 
akhir Q1 seiring dengan penyebaran infeksi COVID-19… 
( Seb. Kiri: jumlah negara; Seb. Kanan: indeks )  

Gambar A.14: …yang menyebabkan arus keluar portofolio 
secara besar-besaran dari Indonesia di Q1, yang 
kemudian pulih kembali 
(USD miliar) 

  
Sumber: Deutsche Bank Global Research, Johns Hopkins University, 
Bloomberg, dan perhitungan staf Bank Dunia 
Catatan: Indeks VIX mengukur volatilitas di pasar ekuitas Amerika 
Serikat, sedangkan indeks MOVE mengukur volatilitas di pasar obligasi 
Amerika Serikat 

Sumber: BI dan perhitungan staf Bank Dunia  
Catatan: Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara 
(SUN) adalah obligasi dengan mata uang lokal 

 

Gejolak keuangan 
global yang 
meningkat 

 Lonjakan volatilitas keuangan global yang diakibatkan oleh COVID (Gambar A.13) 
menyebabkan terhentinya arus modal secara mendadak ke semua negara berkembang, yang 
menyebabkan investasi portofolio bergerak ke rekor arus keluar bersih sebesar USD 5,8 miliar 

 
26 Bank Indonesia (2020). Laporan Neraca Pembayaran, Q1 2020. 
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  J a l a n  P a n j a n g  P e m u l i h a n  E k o n o m i  P r o s p e k  P e r e k o n o m i a n  I n d o n e s i a    

 

 
J u l i  2 0 2 0  T H E  W O R L D  B A N K  |  B A N K  D U N I A  

13 

mengakibatkan arus 
keluar portofolio 
secara besar-besaran 
dari Indonesia di Q1, 
dan menyebabkan 
defisit yang besar 
pada neraca 
transaksi finansial di 
Q1 

di Q1 dari arus masuk bersih sebesar USD 7,1 miliar di Q4 tahun 2019 (Q1 tahun 2019: + USD 
5,2 miliar). Arus keluar portofolio selama triwulan tersebut lebih besar daripada yang terjadi 
selama puncak krisis keuangan global dan Asia, dengan obligasi pemerintah senilai USD 9,0 
miliar (3,3 persen dari PDB) terjual hanya dalam beberapa minggu (Gambar A.14). Hal ini 
mengakibatkan imbal hasil obligasi pemerintah 10-tahunan melonjak sebesar 57 basis poin 
(bps)27 (Gambar A.15), Rupiah terdepresiasi sebesar 17,7 persen secara nominal,28 dan sebesar 
5,7 persen secara riil29 di Q1 (Gambar A .16), relatif terhadap Q4 tahun 2019. Arus keluar 
sebagian diimbangi oleh arus masuk sebesar USD 2,2 miliar melalui obligasi global yang 
diterbitkan baik oleh Pemerintah30 maupun perusahaan publik.31 Ketika bank sentral di berbagai 
negara secara agresif melonggarkan kebijakan moneter, termasuk the Fed di AS yang 
memangkas suku bunga acuannya sebanyak dua kali mendekati nol dan ECB menerapkan 
Program Pembelian Darurat Pandemi sebesar EUR 750 miliar di bulan Maret, BI bergerak 
mengikuti tren yang sama dan menurunkan suku bunga kebijakan sebanyak dua kali di Q1.32 

Arus keluar portofolio yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menyebabkan defisit sebesar 
USD 2,9 miliar dalam neraca transaksi finansial, dari surplus sebesar USD 12,6 miliar di Q4 
tahun 2019 (Q1 tahun 2019: + USD 9,9 miliar). Investasi lain mencatat defisit sebesar USD 0,5 
miliar di Q1 tahun 2020, sebagian besar didorong oleh peningkatan simpanan sektor swasta di 
bank-bank luar negeri. 

 
Gambar A.15: Imbal hasil obligasi melonjak karena 
investor asing menjual obligasi pemerintah… 
(Seb. Kiri: IDN 10-thn dan EMBI+, persen; Seb. Kanan: U.S. 10-
thn, persen) 

Gambar A.16: …dan Rupiah terdepresiasi paling besar 
secara efektif riil di antara negara-negara setara di 
kawasan 
(perubahan persentase) 

  
Sumber: JP Morgan dan CEIC 
Catatan: EMBI+ adalah indeks imbal hasil obligasi negara-negara pasar 
berkembang hingga jatuh tempo dari JP Morgan 

Sumber: Nilai Tukar Riil Efektif dari JP Morgan, berdasarkan CPI 
(2010=100), dan perhitungan staf Bank Dunia 
Catatan: Pergerakan ke bawah mewakili depresiasi 

 
 

27 Sebagai perbandingan, Indeks Obligasi Negara-Negara Pasar Berkembang Plus (EMBI+) meningkat 121 bps di sepanjang Q1, karena 
beberapa negara pasar berkembang lainnya mengalami peningkatan imbal hasil obligasi yang lebih tajam. Misalnya, imbal hasil obligasi 10-tahun 
Turki naik 226 bps, Meksiko naik 96 bps, dan Filipina naik 76 bps. 
28 Sebagai tanggapan atas melemahnya nilai tukar Rupiah, sejak bulan Maret, Bank Indonesia secara aktif menstabilkan mata uang dengan 
mengintensifkan tiga intervensi: di pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF - Instrumen lindung nilai dengan transaksi di mana 
penyelesaian transaksi dilakukan dalam mata uang Rupiah – pent.), dan membeli obligasi pemerintah di pasar sekunder.  Sampai dengan tanggal 
20 Maret, BI telah membeli obligasi pemerintah senilai Rp 163 triliun di pasar sekunder. Namun demikian, terlepas dari adanya intervensi 
berskala besar ini, nilai tukar Rupiah menjadi lebih buruk di Q1 dibandingkan dengan mata uang negara-negara pasar berkembang (emerging 
market, EM) lainnya, dengan EMCI JP Morgan yang terdepresiasi sebesar 12,9 persen di Q1. 
29 Nilai tukar efektif riil didasarkan pada rata-rata tertimbang perdagangan nilai tukar bilateral dan disesuaikan dengan harga konsumen. 
30 Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.  Kemenkeu (14 Januari 2020).  Pemerintah menerbitkan obligasi dengan mata uang 
ganda di bulan Januari 2020, dengan nilai total sebesar USD 2 miliar dan EUR 1 miliar.  
31 Dengan separuhnya berasal dari Pertamina. Investor (16 Februari 2020). Pertamina menjual obligasi global senilai USD 1,5 miliar untuk 
membiayai belanja barang modalnya.  
32 Instrumen BI 7-day Reverse Repo Rate diturunkan di bulan Februari dan Maret sebesar 25 bps setiap kalinya, mencapai 4,5 persen, dan sejak saat 
itu tetap dipertahankan. 
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https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/20/bi-injects-10-1b-to-stabilize-bond-markets-as-investors-dump-indonesian-assets.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/20/bi-injects-10-1b-to-stabilize-bond-markets-as-investors-dump-indonesian-assets.html
https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2681/transaksi-penjualan-surat-utang-negara-dalam-denominasi-us-dollar-sebesar-usd2-miliar-dan-euro-sebesar-eur1-miliar-melalui-sec-registered-shelf-take-down
https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2681/transaksi-penjualan-surat-utang-negara-dalam-denominasi-us-dollar-sebesar-usd2-miliar-dan-euro-sebesar-eur1-miliar-melalui-sec-registered-shelf-take-down
https://investor.id/market-and-corporate/pertamina-rilis-surat-utang-global-us-145-miliar
https://investor.id/market-and-corporate/pertamina-rilis-surat-utang-global-us-145-miliar
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Dengan defisit 
neraca transaksi 
finansial yang lebih 
lebar tidak dapat 
diimbangi oleh CAD 
yang lebih kecil, 
maka cadangan 
devisa menurun 

 Neraca pembayaran (BoP) secara 
keseluruhan mencatat defisit 
sebesar USD 8,5 miliar di Q1 
(Gambar A.17 dan Tabel A.1), 
setelah surplus sebesar USD 4,3 
miliar di Q4 (Q1 tahun 2019: + 
USD 2,4 miliar). Akibatnya, 
cadangan internasional turun 
menjadi USD 121,0 miliar di akhir 
Maret 2020, dari USD 129,2 miliar 
di akhir Desember 2019 (Q1 
tahun 2019: USD 124,5 miliar). 
Terlepas dari adanya penurunan 
ini, cadangan devisa cukup untuk 
membiayai 7,0 bulan impor dan 
pembayaran utang luar negeri, 
jauh di atas cakupan impor 4,0 
bulan di akhir tahun 2008 selama 
terjadinya Krisis Keuangan 
Global. 

Gambar A.17: Neraca pembayaran bergerak ke defisit 
karena arus keluar portofolio lebih besar sehingga tidak 
dapat diimbangi oleh CAD yang lebih kecil 
(USD miliar)  

 
Sumber: BI dan perhitungan staf Bank Dunia 
Catatan: Neraca Dasar (Basic Balance) adalah jumlah dari neraca 
transaksi berjalan dan penanaman modal langsung 

 
Tabel A.1: Neraca Pembayaran Indonesia 
(USD miliar, kecuali dinyatakan lain) 

  2018 2019 Q1-2019 Q4-2019 Q1-2020 
Nominal PDB 1.042,2 1.119,2 267,7 285,7 275,6 
Neraca Pembayaran Secara Keseluruhan -7,1 4,7 2,4 4,3 -8,5 
  Sebagai persen dari PDB -0,7 0,4 0,9 1,5 -3,1 
 Sebagai persen dari PDB, rata-rata bergerak empat 
kuartal -0,7 0,4 -0,1 0,4 -0,6 

Neraca Transaksi Berjalan -30,6 -30,4 -6,6 -8,1 -3,9 
 Sebagai persen dari PDB -2,9 -2,7 -2,5 -2,8 -1,4 
 Sebagai persen dari PDB, rata-rata bergerak empat 
kuartal -2,9 -2,7 -3,1 -2,7 -2,5 

Neraca perdagangan barang -0,2 3,5 1,3 0,3 4,4 
Neraca perdagangan jasa -6,5 -7,8 -1,6 -2,0 -1,9 
Penerimaan -23,9 -26,1 -6,3 -6,4 -6,4 
Neraca Transaksi Modal dan Finansial 25,2 36,7 9,9 12,6 -2,9 
 Sebagai persen dari PDB 2,4 3,3 3,7 4,4 -1,1 
 Sebagai persen dari PDB, rata-rata bergerak empat 
kuartal 2,4 3,3 3,1 3,3 2,1 

Penanaman Modal Langsung 12,5 20,1 6,0 3,2 3,5 
Penanaman Modal Portofolio 9,3 21,7 5,2 7,1 -5,8 
Penanaman Modal Lainnya 3,3 -5,4 -1,4 2,4 -0,5 

 

Sumber: BI, perhitungan staf Bank Dunia 

 
Volatilitas keuangan 
global mereda sejak 
bulan April, 
mendukung 

 Goncangan COVID-19 telah menyebabkan banyak bank sentral menerapkan pelonggaran 
kuantitatif (quantitative easing) pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya33, yang 
menstabilkan aliran modal ke negara-negara berkembang. Intervensi ini menurunkan gejolak 
keuangan global, membantu pemerintah34 dan BUMN35 menerbitkan obligasi global senilai 

 
33 Ini dimulai oleh bank sentral Amerika Serikat (the Fed), yang pembelian obligasi pemerintah-nya setiap tahun mencapai USD 2,5 triliun. Institute 
of International Finance (14 Mei 2020). Pandangan Global Secara Makro – Pelonggaran Kuantitatif di Negara-Negara Pasar Berkembang 
34 Reuters (7 April 2020). Indonesia menghimpun dana sebesar USD 4,3 miliar dalam ‘obligasi pandemi’ yang baru pertama kali dilakukan. 
35 CNBC (19 Mei 2020). Obligasi global membanjiri pasar. Setidaknya ada obligasi global senilai USD 5,6 miliar yang diterbitkan oleh BUMN: 
Inalum (USD 2,5 miliar), BNI (USD 2 miliar), Hutama Karya (USD 600 juta), dan Bank Mandiri (USD 500 juta). 
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https://www.iif.com/Portals/0/Files/content/1_IIF051420_GMV.pdf
https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-indonesia-bonds/indonesia-raises-4-3-bln-in-first-pandemic-bond-idUSL4N2BV0HR
https://www.cnbcindonesia.com/market/20200519115937-17-159506/banjir-global-bond-dari-boeing-hingga-bumn-apa-efeknya
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pemulihan Rupiah 
dan imbal hasil 
obligasi  

hampir USD 10 miliar pada bulan April dan Mei, dan di Indonesia, mendukung pemulihan nilai 
tukar Rupiah dan harga obligasi. Oleh karena itu, pada Q2 dibandingkan dengan Q1, aliran 
modal senilai USD 6,8 miliar kembali masuk ke Indonesia, nilai tukar Rupiah menguat sebesar 
12,6 persen, dan imbal hasil obligasi 10-tahun turun sekitar 62 bps. 

3. Inflasi umum sedikit meningkat di Q1 karena harga makanan yang lebih tinggi36 

Produksi tanaman 
pangan yang lebih 
rendah 
menyebabkan 
peningkatan inflasi 
bahan makanan 

 Pada Q1 tahun 2020, inflasi umum naik 
tipis menjadi rata-rata 2,9 persen yoy 
dari 2,7 persen di Q4 tahun 2019 (rata-
rata Q1 tahun 2019: 2,7 persen; 
Gambar A.18), terjaga dengan baik 
dalam rentang inflasi yang ditargetkan 
BI sebesar 2,0 hingga 4,0 persen. 
Kenaikan inflasi umum ini didorong 
oleh inflasi bahan makanan yang lebih 
tinggi. Harga bahan makanan naik rata-
rata 5,8 persen yoy di Q1, hampir dua 
kali lipat dari rata-rata 3,1 persen di Q4, 
karena adanya keterlambatan impor37 
dan gangguan pasokan dalam negeri 
akibat kondisi cuaca buruk38 dan 
rusaknya hasil panen tanaman 
pangan39 di pusat-pusat produksi. 
Pasca Q1 serta kondisi guncangan 
permintaan dan penawaran, 
menyebabkan inflasi umum turun ke 
tingkat yang terendah dalam dua puluh tahun menjadi sebesar 2,0 persen pada bulan Juni dengan 
rata-rata pada Q2 sebesar 2,3 persen, terlepas dari berlangsungnya Ramadhan dan hari raya Idul 
Fitri. 

Gambar A.18: Inflasi umum naik di Q1 didorong 
oleh naiknya tingkat inflasi bahan makanan yang 
harganya bergejolak 
(perubahan yoy, persen) 

 
Catatan: Dihitung dengan menggunakan basis IHK tahun 2018 
Sumber: Haver Analytics; perhitungan staf Bank Dunia 

 
Inflasi inti dan inflasi 
harga barang-barang 
yang harganya diatur 
oleh Pemerintah 
(administered) 
menurun di Q1 

 Di tengah harga energi yang rendah, inflasi inti,40 yang tidak termasuk harga barang-barang yang 
harganya bergejolak dan barang-barang yang harganya diatur oleh Pemerintah (administered), 
bergerak turun ke rata-rata 2,8 persen yoy di Q1 dari rata-rata 2,9 persen di triwulan sebelumnya 
(rata-rata Q1 tahun 2019: 2,9 persen) meskipun Rupiah melemah, harga untuk layanan kesehatan 
dan perawatan pribadi yang tinggi, dan naiknya harga emas.41 Sementara itu, inflasi harga barang-
barang yang harganya diatur oleh Pemerintah turun sebesar 0,4 persen yoy, turun dari rata-rata 
1,6 persen di triwulan sebelumnya, sebagian didorong oleh efek dasar (base effect) yang tinggi yang 

 
36 Data dan analisis di bagian inflasi ini didasarkan pada seri dasar IHK tahun 2018 yang baru (lihat Kotak A.1). 
37 Ada keterlambatan dalam penerbitan izin impor untuk gula pasir dan bawang putih. Ketua Asosiasi Importir Bawang Putih mengklaim 
keterlambatan dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura dan Surat Persetujuan Impor oleh Kementerian Pertanian dan 
Kementerian Perdagangan adalah faktor utama di balik kenaikan harga komoditas tersebut karena Indonesia mengimpor 95 persen pasokan 
bawang putih dalam negerinya dari Tiongkok. Tirto (5 Februari 2020). 
38 Penyebab kenaikan harga cabai adalah musim hujan pada akhir 2019 yang menyebabkan keterlambatan musim tanam cabai. Kompas (2 April 
2020). 
39 Harga bawang merah meningkat karena terjadi penurunan produksi sebesar 10 persen pada pusat produksi di Brebes, Jawa Tengah karena 
musim hujan yang panjang, sementara hama menurunkan hasil panen dan merusak stok panen sebelumnya. Kompas (30 April 2020). 
40 Mengikuti definisi Bank Indonesia, harga energi termasuk di dalam inflasi inti, yang terdiri dari semuanya kecuali harga makanan dan harga 
barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah. Termasuk di dalam inflasi inti adalah harga komoditas internasional. 
https://www.bi.go.id/en/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Disagregasi.aspx. 
41 Harga emas telah meningkat dengan pertumbuhan dua digit sejak Q3 tahun 2013, didukung oleh suku bunga yang rendah dan permintaan untuk 
tujuan pengamanan aset (safe-haven demand). 
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berasal dari kenaikan tarif penerbangan dalam negeri setahun yang lalu42 serta promosi tiket 
pesawat untuk mendukung menurunnya permintaan.43 Inflasi inti turun menjadi 2,6 persen di 
Q2 karena lemahnya tekanan harga dari permintaan dalam negeri yang menurun melebihi 
tekanan ke atas dari kurangnya pasokan yang disebabkan oleh terjadinya penutupan pabrik, 
kekurangan masukan (input), dan melemahnya Rupiah.44 

4. Pihak berwenang menanggapi volatilitas pasar keuangan dengan langkah-langkah pelonggaran 

BI menurunkan 
tingkat suku bunga 
acuan dan 
menerapkan 
langkah-langkah 
pelonggaran 
likuiditas 

 Di saat bank sentral global secara agresif melonggarkan kebijakan moneter sebagai tanggapan 
terhadap lonjakan volatilitas keuangan yang dipicu oleh COVID (Bagian A.2), BI juga bergerak 
bersama-sama dengan menurunkan tingkat suku bunga acuan sebanyak dua kali di Q1, terlepas 
dari arus keluar modal yang kuat. 7-day Reverse Repo Rate diturunkan di bulan Februari dan Maret, 
serta di bulan Juni sebesar 25 bps setiap kalinya, dan mencapai 4,25 persen. Sejalan dengan itu, 
suku bunga simpanan dan fasilitas pinjaman juga diturunkan di bulan Februari, Maret, dan Juni, 
masing-masing sebesar 25 bps. Sejak bulan Maret, BI pun telah mengambil beberapa langkah 
pelonggaran likuiditas: memperpanjang durasi maksimum untuk operasi repo dan reverse repo 
menjadi dua belas bulan; melakukan lelang repo secara harian; meningkatkan frekuensi lelang 
pertukaran valuta asing; serta menurunkan rasio persyaratan cadangan bagi bank.45 

 
Gambar A.19: Meskipun mengalami depresiasi mata 
uang, Bank Indonesia melonggarkan suku bunga acuan 
sebanyak dua kali di Q1  
(persen) 

Gambar A.20: Pertumbuhan kredit menunjukkan 
kenaikan di bulan Maret, setelah OJK mengumumkan 
langkah-langkah relaksasi 
(pertumbuhan yoy, persen) 

    
Sumber: BI, CEIC, dan perhitungan staf Bank Dunia Sumber: BI, CEIC, dan perhitungan staf Bank Dunia 

 
Pertumbuhan kredit 
meningkat setelah 
dilakukan 

 Sejalan dengan penurunan suku bunga acuan, suku bunga kredit dalam negeri juga cenderung 
terus menurun, meskipun tidak proporsional. Tingkat suku bunga pinjaman rata-rata46 turun 
menjadi 10,3 persen di Q1, dari 10,5 di Q4 tahun 2019 (Gambar A.19). Biaya pinjaman yang 

 
42 Di awal tahun 2019, industri penerbangan Indonesia dikejutkan dengan langkah penyesuaian ke atas plafon tarif penerbangan yang diprakarsai 
oleh Garuda. Kompas (6 Januari 2020). Penyesuaian di awal tahun 2019 ini mengikuti tarif yang sebelumnya sudah mahal di akhir tahun 2018, dan 
mengakibatkan peningkatan sebesar 40 hingga 120 persen untuk banyak rute dalam negeri. CNN Indonesia (15 Januari 2020).  
43 Industri penerbangan telah menawarkan promo tiket pesawat untuk 10 tujuan nasional pada bulan Februari untuk mempertahankan permintaan, 
meskipun stimulus ini hanya efektif pada bulan Maret. CNN Indonesia (26 Februari 2020). 
44 Menurut laporan Indeks PMI (Purchasing Managers’ Index) Manufaktur Indonesia dari IHS Markit bulan April 2020, harga masukan yang lebih 
tinggi karena kekurangan masukan tidak dipasangkan dengan harga keluaran yang lebih tinggi, sebagian karena permintaan keluaran yang lebih 
rendah.  
45 Lihat siaran pers Rapat Dewan Gubernur BI di bulan Maret dan April 2020 untuk informasi lebih lanjut.   
46 Rata-rata ini termasuk suku bunga pinjaman untuk konsumsi, modal kerja, dan kredit investasi. 
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penurunan suku 
bunga kredit dan 
langkah-langkah 
relaksasi kredit 

lebih rendah, sekaligus langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
yang untuk sementara memberikan perlakuan khusus untuk pinjaman kepada UMKM dan 
debitur lainnya yang terkena dampak COVID47 turut berkontribusi pada pertumbuhan kredit 
yang meningkat menjadi 7,1 persen yoy di Q1, dari 5,9 persen yoy di Q4 2019 (Gambar A.20). 
Peningkatan pertumbuhan kredit ini sebagian besar disebabkan oleh lebih tingginya 
pertumbuhan kredit modal kerja dan kredit investasi.48 Sementara tingkat pinjaman rata-rata 
terus menurun di bulan Mei menjadi 10,0 persen, pertumbuhan kredit turun menjadi 5,1 persen 
di bulan April dari tingkat yang tertinggi selama enam bulan sebesar 7,2 persen di bulan Maret. 

 
Sektor perbankan 
secara umum tetap 
sehat, dengan 
langkah-langkah 
yang diambil oleh 
pihak berwenang 
untuk 
mengantisipasi 
masalah likuiditas 

 Indikator stabilitas perbankan 
mengisyaratkan bahwa pada Q1 
tahun 2020 sistem perbankan  
secara keseluruhan masih sehat. 
Meskipun rasio kecukupan 
modal (capital adequacy ratio, CAR) 
turun menjadi 21,7 persen di Q1 
dari 23,4 persen di Q4, namun 
masih jauh di atas regulasi CAR 
minimum  sebesar 12 persen. 
Pertumbuhan yang lebih tinggi 
pada kredit modal kerja turut 
tercermin pada kredit bermasalah 
(non-performing loans, NPL) untuk 
kredit modal kerja yang 
mengalami pertumbuhan 
tertingginya,49 sehingga 
mengakibatkan rasio NPL naik menjadi 2,8 persen di Q1, dari 2,5 persen di Q4 tahun 2019 
(Gambar A.21). Dalam menghadapi kemungkinan tekanan likuiditas, di mana kapasitas 
pinjaman bank dan arus kas akan terimbas secara negatif oleh pandemi, Pemerintah juga telah 
memberlakukan beberapa langkah untuk melindungi portofolio pinjaman dan memastikan 
ketersediaan kredit.50   

Gambar A.21: Sistem perbankan tetap sehat  
(persen) 

 
Sumber: BI dan CEIC 

5. Kebijakan fiskal bereaksi cepat terhadap goncangan ekonomi dengan memperbesar belanja 
kesehatan dan penghidupan 

Paket fiskal 
diumumkan 
berturut-turut untuk 
meningkatkan 
layanan kesehatan 

 Ketika pemahaman mengenai ruang lingkup dan dampak pandemi ini berkembang, Pemerintah 
memperluas respon fiskalnya. Dari paket kecil yang terbatas untuk mengurangi dampak 
terhadap pariwisata yang diumumkan pada bulan Februari, APBN tahun 202051 baru-baru ini 
direvisi untuk memasukkan paket yang diperluas sebesar Rp 695,2 triliun, dengan perkiraan 
dampak secara keseluruhan terhadap anggaran sebesar Rp 711 triliun atau 4,3 persen dari PDB 

 
47 Pada tanggal 16 Maret, OJK memberlakukan paket relaksasi pinjaman untuk membantu UMKM dan debitur yang terkena dampak COVID 
dalam mengatasi masalah likuiditas yang timbul akibat dari kontraksi dalam kegiatan ekonomi. Paket ini termasuk penundaan pembayaran kredit 
atau pembayaran leasing selama satu tahun untuk pinjaman hingga Rp10 miliar untuk UMKM dan pekerja informal; dan penundaan pembayaran 
kredit atau sewa guna usaha tanpa batas maksimum sesuai dengan kemampuan debitur untuk membayar kredit. 
48 Kredit investasi adalah kredit jangka menengah dan jangka panjang untuk membeli barang modal, sedangkan kredit modal kerja adalah kredit 
jangka pendek untuk membiayai modal kerja. Selama Q1, kredit modal kerja naik mencapai 5,1 persen yoy (Q4: 2,3 persen), sementara kredit 
investasi naik hingga 13,0 persen yoy (Q4: 12,8 persen). 
49 NPL dalam kredit modal kerja meningkat sebesar 24,0 persen yoy di Q1 (Q4: 17,4 persen), diikuti oleh peningkatan NPL dalam kredit 
konsumsi sebesar 14,5 persen yoy, dan kredit investasi sebesar 11,1 persen yoy. Secara historis, lebih dari setengah NPL berasal dari kredit modal 
kerja. 
50 Analisis rinci dari langkah-langkah tersebut tersedia pada Bagian B.4. 
51 Pada tanggal 31 Maret, Pemerintah mengumumkan revisi pertama pada APBN tahun 2020 untuk mengakomodasi langkah-langkah fiskal 
senilai Rp 434 triliun atau 2,7 persen dari PDB. 
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dan untuk meredam 
dampak ekonomi 
yang merugikan 
akibat dari penyakit 
menular ini   

baik berupa belanja di anggaran maupun di pembiayaan (perkiraan Bank Dunia)52, yang 
mendorong defisit anggaran menjadi 6,3 persen dari PDB. Prioritas utama termasuk 
meningkatkan layanan kesehatan, memperluas perlindungan sosial, dan membantu mencegah 
usaha bisnis Indonesia gulung tikar dan menghindarkan para pekerja dari PHK. Aturan yang 
menetapkan bahwa defisit fiskal tidak melebihi 3 persen dari PDB dilonggarkan hingga tahun 
2020-22 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu No. 
1/2020),53 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 Maret tahun ini.  

 
Stimulus belanja 
termasuk tambahan 
pendanaan untuk 
layanan kesehatan, 
perlindungan sosial 
dan dukungan bagi 
industri 

 Paket fiskal tersebut akan dilaksanakan melalui kombinasi stimulus penerimaan, belanja, dan di 
bagian pembiayaan, dimana belanja mengambil bagian yang terbesar, sebesar Rp 506,1 triliun 
untuk meningkatkan layanan kesehatan, memperluas perlindungan sosial, dan menyediakan 
dukungan bagi industri. Oleh karenanya, total pengeluaran untuk tahun 2020 diproyeksikan naik 
menjadi 16,7 persen dari PDB dari sebelumnya 14,6 persen di dalam APBN awal (Tabel A.2). 
Pengeluaran tambahan ini akan didanai sebagian melalui realokasi anggaran di tingkat 
pemerintah pusat dan melalui komposisi transfer ke pemerintah daerah, yang terutama 
berdampak pada berkurangnya belanja infrastruktur.54 

 
Tabel A.2: Perkiraan Bank Dunia mengenai dampak fiskal dari stimulus fiskal yang diumumkan dalam revisi APBN 
tahun 2020 

Langkah Fiskal (1) Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan (2) Total Biaya 
Sebagai 

persen dari 
PDB(3) 

Kesehatan  84,6  84,6 0,5 
Perlindungan sosial  139,7  139,7 0,9 
UMKM  40,3 80,8 121,1 0,7 
BUMN  76,1 60,2 136,2 0,8 

Diantaranya: kompensasi subsidi   76,1  76,1  
Insentif pajak 55,0 68,1  123,0 0,8 
Lainnya  97,4 3,4 100,8 0,6 

Diantaranya:  
- dukungan bagi program padat karya 

 18,4 3,4 21,8  

- transfer ke Pemda  12,2  12,2  
- cadangan  58,9  58,9  

Sub-total 55,0 506,1 144,3 705,4 4,3 
Program PEN di bagian pembiayaan yang 
belum dialokasikan   5,7 5,7 0,0 

Total 55,0 506,1 150,0 711,1 4,3 
 

Sumber: Kementerian Keuangan dan perkiraan staf Bank Dunia 
 
Defisit fiskal 
diperkirakan akan 
meningkat terutama 
karena penerimaan 
yang lebih rendah  

 Tidak termasuk subsidi pajak yang dimasukkan dalam kategori belanja, langkah-langkah 
keringanan pajak diperkirakan mengurangi penerimaan negara sebesar sekitar Rp 55,0 triliun. 
Penurunan ekonomi sendiri diproyeksikan akan berdampak pada penurunan target penerimaan 
di anggaran awal tahun 2020 sekitar Rp 479 triliun. Oleh karena itu, total penerimaan Pemerintah 
diproyeksikan turun menjadi 10,4 persen dari PDB dari 12,8 persen di dalam APBN awal tahun 

 
52 Dibandingkan dengan paket yang telah diumumkan, Bank Dunia memperkirakan dampak dari langkah-langkah fiskal yang baru ini di dalam 
revisi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang awal, tidak termasuk sebagian dari belanja untuk bantuan sosial (PKH, Kartu Prakerja dan 
Sembako) yang sudah ada di dalam anggaran yang awal ( Rp 62,7 triliun) dan termasuk pembayaran kompensasi kepada Pertamina dan PLN dan 
subsidi energi terbarukan B-30 (total Rp 77,4 triliun) serta tambahan netto transfer DID (Rp 3,5 triliun, bukan Rp 5 triliun sebagaimana yang 
telah diumumkan). 
53 Peraturan Pemerintah (Perppu No. 1/2020) ini kemudian disahkan oleh DPR menjadi UU No. 2 tahun 2020. 
54 Investasi di bidang infrastruktur akan terkena dampak melalui pemotongan anggaran pemerintah pusat untuk Kementerian PUPR serta 
transfer ke Pemda seperti pemotongan DAK Fisik dan pengurangan belanja infrastruktur daerah sebesar 25 persen dari DBH dan DAU agar 
daerah dapat memanfaatkannya, sebagian atau secara penuh, untuk penanganan COVID. Ini mungkin untuk belanja di sektor kesehatan dan 
jaring pengaman sosial dalam bentuk pengadaan dan distribusi logistik dan/atau belanja mendesak lainnya sebagaimana ditetapkan oleh 
Pemerintah. 
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2020.55 Akibatnya, defisit fiskal diperkirakan akan melebar dari 1,8 persen dari PDB di dalam 
APBN awal tahun 2020 menjadi 6,3 persen dari PDB. Termasuk dalam paket COVID ini adalah 
pinjaman sebesar Rp 150 triliun sebagai belanja dalam pembiayaan untuk program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN).56 Sehingga total pembiayaan utang diproyeksikan meningkat dari Rp 
351,8 triliun pada APBN awal tahun 2020 menjadi Rp 1.220,5 triliun.57 

  
 Rincian langkah mitigasi fiskal yang telah diumumkan tersebut meliputi:  

• Layanan kesehatan: Rp 84,6 triliun (0,5 persen dari PDB)58 untuk pengadaan 
peralatan medis (tes cepat, peralatan laboratorium sekali pakai, alat pelindung diri 
(APD)), persiapan fasilitas kesehatan, kenaikan tunjangan bagi para pekerja layanan 
kesehatan, dan langkah-langkah pajak seperti keringanan pajak penghasilan yang 
bersifat sementara untuk para penyedia layanan kesehatan COVID, dan keringanan bea 
masuk dan PPN untuk barang-barang yang terkait dengan pengelolaan penyakit 
menular ini.59  

• Perlindungan sosial: Rp 139,7 triliun (0,9 persen dari PDB)60 untuk mendukung 
peluncuran program-program bantuan sosial yang baru, perluasan program-program 
bantuan sosial yang sudah ada, termasuk program kartu pra-kerja, dan subsidi tambahan 
seperti iuran BPJS-kesehatan dan pembebasan pembayaran tagihan listrik.61 

• Dukungan bagi UMKM: Rp 121,1 triliun (0,7 persen dari PDB)62 mencakup terutama 
subsidi bunga atas pinjaman UMKM selama 3 hingga 6 bulan, penempatan dana untuk 
memberikan dukungan likuiditas kepada bank-bank yang terlibat dalam restrukturisasi 
pinjaman UMKM dan dana jaminan untuk pinjaman modal kerja baru untuk UMKM. 

• Dukungan bagi BUMN: Rp 136,2 triliun (0,8 persen dari PDB), termasuk bagian 
yang terbesar adalah tambahan kompensasi subsidi energi untuk PLN dan Pertamina 
(Rp 76 triliun), yang sebagian besar disebabkan oleh kompensasi subsidi yang belum 
dibayarkan di tahun-tahun sebelumnya, suntikan modal63 dan dana talangan (terutama 
untuk BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur, pembiayaan dan transportasi). 

• Keringanan pajak: Rp 123 triliun (0,8 persen dari PDB)64 Ini sebagian besar 
disebabkan oleh keringanan pajak yang bersifat sementara untuk pajak penghasilan 
pribadi (termasuk pajak penghasilan final yang dibayarkan oleh UMKM), pajak 
penghasilan badan, pajak penghasilan impor, percepatan pengembalian PPN dan 
 

55 Target penerimaan pada APBNP adalah 23,9 persen lebih rendah dari target penerimaan di dalam APBN awal. 
56 Program PEN sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah 23/2020 memiliki empat komponen kebijakan termasuk suntikan modal, 
dana talangan (investasi pemerintah), penyediaan jaminan pinjaman modal kerja dan penempatan dana. Investor (12 Mei 2020). 
57 Total stok utang pemerintah diproyeksikan mencapai 36,4 persen dari PDB, masih di bawah ambang batas sesuai regulasi sebesar 60 persen. 
Sesuai dengan PERPPU No. 1 tahun 2020, Pemerintah diizinkan untuk membiayai anggaran dengan menggunakan Saldo Anggaran Lebih, SAL, 
dari tahun-tahun sebelumnya; akumulasi dana abadi; kas lainnya yang dikendalikan oleh pemerintah; dan dana yang dikelola oleh BLU. Selanjutnya, 
Pemerintah dapat menerbitkan obligasi pemerintah dan/atau obligasi Syariah yang disisihkan untuk COVID-19 yang dapat dibeli oleh Bank 
Indonesia (di pasar primer dan sekunder), BUMN, Investor Korporasi Swasta dan/atau investor ritel. 
58 Tidak termasuk subsidi tambahan untuk iuran BPJS-Kesehatan, yang telah dimasukkan dalam bantuan sosial. 
59 Kontan (22 April 2020). 
60 Termasuk Rp 3 triliun yang disisihkan untuk subsidi iuran BPJS-Kesehatan parsial bagi para pekerja bukan penerima upah dan pengangguran. 
61 Program-program baru termasuk bantuan langsung tunai (BLT) tanpa syarat untuk rumah tangga di luar Jabodetabek, bantuan langsung berupa 
makanan (Sembako) untuk rumah tangga di Jabodetabek dan BLT Desa yang didanai oleh Dana Desa yang mencakup kelompok 50 persen 
penduduk terbawah. Perluasan program yang ada saat ini termasuk perpanjangan 3 bulan untuk durasi manfaat dari program PKH (Program 
Keluarga Harapan) yang ditargetkan pada kelompok 20 persen penduduk terbawah, peningkatan jumlah penerima manfaat untuk Kartu Sembako 
(voucher makanan tunai) serta tambahan tunjangan, melayani kelompok 30 persen penduduk terbawah. Selain itu, anggaran untuk program kartu 
pra-kerja, yang memberikan insentif bagi para pekerja yang menganggur untuk bergabung dengan program keterampilan dan keterampilan 
tambahan, akan digandakan untuk meningkatkan cakupan, atau setara dengan jumlah peserta yang memenuhi syarat. 
62 Tidak termasuk subsidi kepada UMKM untuk pembayaran pajak final, yang termasuk dalam kategori keringanan pajak. 
63 Suntikan modal ke BUMN dalam beberapa kasus adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi. Misalnya, suntikan modal di PT SMI sebagai 
cara untuk memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Daerah, BPUI sebagai holding asuransi yang akan mendukung jaminan pinjaman bagi 
UMKM, ITDC untuk mendukung pariwisata di Mandalika (Nusa Tenggara Barat), HK untuk menyelesaikan Proyek jalan tol Sumatra. 
64 Tidak termasuk insentif pajak layanan kesehatan yang dimasukkan di bawah layanan kesehatan 
 

https://investor.id/business/pemulihan-ekonomi-nasional-dilakukan-lewat-4-kebijakan
https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-menambah-dana-penanganan-covid-19-di-bidang-kesehatan-menjadi-rp-8755-t?page=2
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pengurangan tarif pajak yang permanen dari penghasilan badan dari 25 menjadi 22 
persen.  

• Stimulus belanja lainnya: Rp 100,8 triliun (0,6 persen dari PDB) untuk Program Cash 
for Work di bawah kementerian/Lembaga, dukungan bagi industri padat karya dalam 
bentuk penempatan dana untuk restrukturisasi pinjaman, dana transfer (DAK Fisik dan 
DID), dana hibah kepada Pemda akibat menurunnya pendapatan daerah sehubungan 
dengan perlambatan di sektor pariwisata (untuk memberi kompensasi kepada Pemda 
akibat menurunnya pendapatan pajak hotel dan restoran), subsidi energi terbarukan 
B30, insentif perumahan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah, dan cadangan  
stimulus fiskal lainnya. 

 
Belanja pemerintah 
meningkat di bulan 
Juni diakibatkan 
belanja yang lebih 
tinggi hampir di 
semua jenis 
pengeluaran 

 Sebagian besar karena pelaksanaan program-program fiskal sehubungan dengan COVID-19 dan 
pelonggaran PSBB, belanja pemerintah meningkat dari Rp 220,0 triliun di bulan Mei menjadi 
Rp 225,0 triliun di bulan Juni. Ini karena belanja yang lebih tinggi di semua kategori pengeluaran, 
kecuali belanja pegawai dan pembayaran bunga. Belanja sosial meningkat dibandingkan bulan 
Mei karena realisasi program-program bantuan sosial yang baru dan yang diperluas seperti Kartu 
Sembako dan PKH (Program Keluarga Harapan; Gambar A.22 dan Gambar A.23).65 
Sebaliknya, belanja pegawai lebih kecil dibandingkan dengan di bulan Mei dan mirip dengan 
jumlahnya pada tahun lalu karena penundaan pembayaran bonus satu bulan gaji (gaji ke-13)66 
pegawai negeri.  

 
Gambar A.22: Belanja meningkat di bulan Juni menyusul 
peningkatan di hampir semua jenis pengeluaran 
(realisasi bulanan, Rp triliun)  

Gambar A.23: Hampir semua jenis Belanja tumbuh di 
bulan Juni kecuali belanja pegawai dan subsidi energi   
(realisasi bulanan, kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, persen) 

  
Sumber: Kementerian Keuangan, perhitungan staf Bank Dunia 
Catatan: * Lain-lain termasuk pembayaran tunggakan dari subsidi energi sebelumnya 

 
Defisit menurun dari 
bulan Mei ke Juni 

 Defisit di bulan Juni sebesar Rp 78,1 triliun lebih kecil dari pada bulan Mei, tetapi pembiayaan 
netto67 lebih rendah, sebesar Rp 60,1 triliun untuk periode yang sama. Jika dijumlahkan 
keduanya menghasilkan defisit pembiayaan sebesar Rp 18 triliun yang berarti bahwa Pemerintah 
telah menggunakan sebagian kelebihan pembiayaan yang telah dikumpulkan di bulan-bulan 
sebelumnya untuk membiayai deficit tersebut. Jumlah deficit kumulatif dari awal tahun sampai 
bulan Juni adalah sebesar Rp 416,2 triliun atau 40 persen dari perkiraan defisit tahun ini. 

 
65 Pelaksanaan paket fiskal COVID relatif lambat, sebagian karena masalah operasional dan administrasi. Liputan 6 (6 Juni 2020). 
66 Republika (Juli 2020). 
67 Selisih antara total utang pemerintah bersih yang dikeluarkan dan total investasi pemerintah. 
 

0

50

100

150

200

250

300

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Personnel Material
Capital Interest payment
Energy subsidy Non-energy subsidy
Social Others*
Transfers to SNGs Total expenditures

-15

-5

5

15

25

35

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20

Personnel Material
Capital Interest payment
Energy subsidy Non-energy subsidy
Social Others*
Transfers to SNGs Total expenditures

Lain-lain* 
Subsidi non energi 

Belanja barang modal 
Belanja pegawai Belanja barang 

Subsidi energi 
Sosial 
Transfer ke Pemda 

Pembayaran bunga 

Pengeluaran total 

Subsidi non energi 

Belanja barang 
Pembayaran bunga 

Pengeluaran total 
Lain-lain* 

Belanja pegawai 

Subsidi energi 

Transfer ke Pemda 
Sosial 

Belanja barang modal 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4280488/sri-mulyani-sebut-realisasi-stimulus-fiskal-masih-tersendat
https://www.republika.id/posts/6334/gaji-ke-13-mundur
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Penerbitan bersih68 surat berharga Pemerintah dalam mata uang rupiah (obligasi dan sukuk) dan 
utang obligasi global adalah sebesar Rp 430,4 triliun69 untuk tahun ini hingga bulan Juni. Hingga 
bulan Mei, total utang yang beredar adalah 32,1 persen dari PDB. Meskipun terdapat 
peningkatan kepemilikan obligasi dalam dan luar negeri di bulan Mei, penurunan yang terjadi 
akhir-akhir ini pada rasio antara jumlah penawaran yang masuk dengan jumlah penawaran yang 
dimenangkan (bid-to-cover ratio) dan kenaikan dalam imbal hasil menandakan bahwa kondisi 
pembiayaan lokal dan global telah semakin ketat. Sebagai tanggapan atas kondisi ini, BI telah 
membeli di pasar primer dan sekunder sejumlah Rp 200,3 triliun dari awal tahun sampai bulan 
Mei, dan melonggarkan giro wajib minimum untuk meningkatkan likuiditas di sektor keuangan 
dalam negeri.70 

 
Gambar A.24: Pemungutan penerimaan di bulan Juni 
meningkat terutama karena penerimaan negara bukan 
pajak dari pembagian dividen BUMN dan surplus BI 
(realisasi bulanan, Rp triliun)  

Gambar A.25: Pemungutan penerimaan menurun tajam di 
bulan Juni dibandingkan dengan tahun lalu karena 
adanya penurunan kegiatan ekonomi di tengah langkah-
langkah pengamanan yang lebih ketat 
(monthly realization, contribution to yoy growth, percent)  

  
Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia 
Catatan: Penerimaan terkait migas mengacu pada pajak penghasilan minyak dan gas, dividen dan royalti (penerimaan negara bukan pajak), Non-
Migas adalah singkatan dari pajak penghasilan non-minyak dan gas; PPN/PPnBM adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai / pajak penjualan 
barang mewah; “Lainnya” termasuk: pajak bumi dan bangunan, penerimaan pajak lainnya; penerimaan negara bukan pajak atas migas; penerimaan 
negara bukan pajak lainnya (laba perusahaan publik, penerimaan dari Badan Layanan Umum [BLU], dan penerimaan negara bukan pajak [PNBP] 
lainnya); dan dana hibah. 

 
Pemungutan 
penerimaan di bulan 
Juni turun 
dibandingkan tahun 
lalu karena 
menurunnya 
kegiatan ekonomi, 
jatuhnya harga 

 Di tengah pelonggaran PSBB, pemungutan penerimaan fiskal meningkat menjadi Rp 146,9 
triliun di bulan Juni dari Rp 114,8 triliun di bulan Mei (Gambar A.24), terutama karena 
penerimaan negara bukan pajak yang lebih tinggi dari pembagian dividen BUMN dan surplus 
BI, serta pajak penghasilan non-migas dan PPN non-migas. Pemungutan kumulatif tahun-ke-
Juni mencapai Rp 811,2 triliun, setara dengan 47,7 persen dari revisi target penerimaan.71 
Dibandingkan dengan tahun lalu, penerimaan di bulan Juni anjlok 14,0 persen yoy karena total 
penerimaan pajak penghasilan dan penerimaan negara bukan pajak dari sumber daya alam turun 
karena berkurangnya kegiatan ekonomi, harga ekspor komoditas utama yang lebih rendah, dan 
stimulus fiskal yang berupa keringanan pajak (Gambar A.25). 

 
68 Penerbitan Bersih mengacu pada jumlah absolut dari penerbitan obligasi dikurangi jumlah absolut dari pelunasan obligasi untuk periode yang 
sama. 
69 Kontan (16 Juni 2020). 
70 Peraturan Dewan Gubernur No. 22/2020 secara resmi mendukung upaya BI untuk membantu membiayai Pemerintah selama berlangsungnya 
pandemi COVID-19 yang memungkinkan BI menawarkan inisiatif untuk membeli obligasi melalui sesi lelang tambahan (Green Shoe Option) dan 
sampai batas tertentu, private placement (non-lelang) jika Pemerintah gagal memenuhi target lelang pada hari biasa 
71 Sampai akhir bulan Juni 2020, total penerimaan Pemerintah mencapai 47,7 persen dari revisi target penerimaan (PERPRES No. 72/2020), 
lebih tinggi dari periode yang sama di tahun 2019 (41,5 persen) karena revisi target penerimaan tersebut turun sekitar 21,5 persen dibandingkan 
dengan target tahun 2019. 
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https://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-telah-menerbitkan-sbn-sebesar-rp-369-triliun-hingga-akhir-mei-2020
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komoditas, dan 
penurunan impor 
 
6. Kondisi pasar tenaga kerja memburuk secara tajam 
 
Hingga bulan 
Februari 2020, 
indikator pasar 
tenaga kerja stabil…  

 Sebelum terjadinya penyebaran COVID-19 di tingkat lokal, tingkat ketenagakerjaan Indonesia72 
stabil sebesar 65,7 persen di bulan Februari 2020 (Gambar A.26). Antara Februari tahun 2020 
dan tahun sebelumnya, 1,6 juta lapangan kerja diciptakan, peningkatan tahunan yang terendah 
sejak tahun 2016.73 Kurangnya pertumbuhan lapangan kerja ini kemungkinan disebabkan oleh 
kombinasi dari pertumbuhan penduduk usia kerja yang lebih lambat dan tingkat upah yang 
stagnan74,75  Tingkat pengangguran juga tetap stabil, sebesar 4,9 persen. Pekerja tidak penuh 
mengalami sedikit penurunan di bulan Februari 2020 dari tahun sebelumnya (Gambar A.27), 
dengan penurunan pekerja setengah penganggur sedikit mengimbangi peningkatan pekerja 
paruh waktu.76 

 
Gambar A.26: Tingkat ketenagakerjaan dan tingkat 
pengangguran tetap konstan antara bulan Februari 2019 
dan 2020  
(persen, persen)  

Gambar A.27: Pekerja tidak penuh telah menurun, didorong 
oleh peningkatan pengangguran sukarela 
(persen) 

  
Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), perhitungan staf Bank Dunia 
Catatan: Termasuk data di bulan Februari saja. Data bulan Februari 2020 diperbarui dari Siaran Pers BPS bulan Februari 2020 mengenai Tenaga Kerja.  
 
… tetapi sejak saat 
itu telah memburuk 
dengan cepat  

 Pandemi COVID-19 telah membuat pasar tenaga kerja berantakan, baik secara global maupun 
di Indonesia. Statistik Q1 tahun 2020 sebagian besar gagal menangkap perubahan ini karena 
pembatasan mobilitas sebagian besar mulai berlaku di akhir bulan Maret. Namun demikian, data 

 
72 Tingkat ketenagakerjaan adalah jumlah pekerja yang dipekerjakan dibagi dengan jumlah total penduduk usia kerja. Nilai yang tercatat 
cenderung lebih tinggi di Sakernas bulan Februari daripada Sakernas bulan Agustus. 
73 Sumber: Siaran Pers BPS bulan Februari 2020 mengenai Tenaga Kerja. Antara bulan Februari 2019 dan 2020, kontributor terbesar untuk 
penciptaan lapangan kerja adalah sektor pendidikan dan konstruksi yang masing-masing mencatatkan 400.000 dan 345.000 pekerjaan baru. 
74 Kurangnya upah yang lebih tinggi untuk menarik penduduk usia kerja yang tidak aktif untuk masuk ke dalam angkatan kerja. 
75 Statistik pasar tenaga kerja Indonesia diterbitkan dua kali setahun pada bulan Februari dan Agustus. Namun demikian, perbandingan nilai data 
bulan Februari dan Agustus dihindari karena ada perbedaan musiman, seperti perbedaan musim panen, yang akan memengaruhi statistik 
lapangan kerja, tenaga kerja dan statistik pasar tenaga kerja lainnya. Tren ini telah berlangsung selama 3 tahun terakhir dan dapat diamati secara 
konsisten di tren bulan Agustus dan Februari yoy. 
76 Pertumbuhan pekerja paruh waktu ini sesuai dengan munculnya gig economy (tren di mana perusahaan lebih memilih untuk mempekerjakan pekerja 
lepas dan/atau pekerja kontrak daripada pekerja purna waktu – pent.), di mana orang-orang bekerja dengan kontrak jangka pendek atau sebagai 
pekerjaan lepas. Selama dekade terakhir ini, tren ini telah meningkat, meskipun agak stabil selama dua tahun terakhir ini, baik untuk wanita dan 
pria, dengan 34 dan 17 persen dari mereka masing-masing yang setengah menganggur yang secara sukarela bekerja dalam sistem ini. Pergeseran 
yang tidak terlalu besar yang terjadi di pasar tenaga kerja ini menunjukkan bahwa lebih banyak pekerja, dan khususnya pekerja perempuan, lebih 
menyukai pekerjaan yang lebih pendek dan lebih mandiri terkait dengan pengaturan kerja yang lebih fleksibel atau mungkin beralih untuk 
mengambil pekerjaan yang tersedia. 
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yang lebih baru dari sumber-sumber lain, seperti survei pemantauan melalui telepon (HiFy) dari 
Bank Dunia, memberikan informasi mengenai kedalaman dari masalah di pasar tenaga kerja 
(Kotak A.2).  

 
Hampir seperempat 
dari responden 
survei telah berhenti 
bekerja  
 

 Putaran pertama survei HiFy mengenai dampak sosial-ekonomi dari COVID-19 terhadap 
rumah tangga ini menunjukkan bahwa banyak pekerja yang aktif sebelum pandemi harus 
berhenti bekerja.77 Pada akhir bulan Mei, 24 persen responden survei mengatakan bahwa mereka 
sedang tidak bekerja. Sementara penghentian pekerjaan terjadi di semua sektor dan faktor 
musiman mungkin berperan, sebagian besar responden yang melaporkan bahwa mereka 
berhenti bekerja adalah di sektor-sektor manufaktur, konstruksi dan transportasi, pergudangan 
dan komunikasi yang terdampak pembatasan mobilitas (lihat Bagian A.1, Gambar A.28).78 
Walaupun tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan antara responden miskin dengan yang 
tidak miskin,79 terdapat perbedaan antara pria dan wanita dalam hal kemungkinan harus berhenti 
bekerja (Kotak A.3) 

 
Sekitar dua pertiga 
responden survei 
yang masih bekerja 
mengalami 
penurunan 
penghasilan 

 Di antara mereka yang melaporkan dalam survei bahwa mereka masih bekerja, 64 persen 
mengalami penurunan penghasilan. 90 persen pekerja di sektor transportasi, pergudangan dan 
komunikasi dan 84 persen dari mereka yang bekerja di sektor perdagangan, perhotelan dan 
restoran melaporkan penghasilan yang lebih rendah. Beberapa pekerja cukup fleksibel untuk 
terus bekerja meskipun dalam pekerjaan yang berbeda di sektor yang sama atau pekerjaan yang 
berbeda di sektor lain. Dari mereka yang masih bekerja, 11 persen melaporkan bahwa mereka 
telah berganti pekerjaan. Misalnya, dari 54 persen yang sebelumnya bekerja di industri jasa, 46 
persen beralih bekerja di sektor pertanian, 13 persen beralih ke sektor industri, sementara 41 
persen lainnya beralih pekerjaan di sektor jasa.80 

 
Dampak terhadap 
mata pencaharian 
lebih besar pada 
mereka yang kurang 
berpendidikan dan 
mereka yang tinggal 
di daerah perkotaan 

 Di bulan Februari 2020, tingkat pengangguran yang tertinggi adalah mereka yang merupakan 
lulusan sekolah kejuruan (SMK), sebesar 8,5 persen. Namun demikian, responden survei HiFy 
yang berhenti bekerja di akhir bulan Mei berasal dari semua tingkat pendidikan. Sekitar 
seperempat dari mereka memiliki pendidikan menengah pertama atau di bawahnya atau 
pendidikan menengah atas telah berhenti bekerja, dibandingkan dengan hanya 14 persen dari 
mereka yang memiliki pendidikan tinggi. Sementara itu, mereka yang memiliki pendidikan 
menengah pertama memiliki peluang lebih tinggi untuk menghadapi penurunan penghasilan, 
dibandingkan dengan mereka yang memiliki pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi. 
Pekerja dengan pendidikan rendah lebih sering dipekerjakan di sektor-sektor seperti manufaktur 
dan konstruksi, di mana banyak pekerja melaporkan di dalam survei HiFy telah berhenti bekerja.  

 
  Sementara pandemi COVID-19 berdampak pada pekerja di semua wilayah, mereka yang di 

perkotaan secara signifikan lebih memiliki kecenderungan untuk berhenti bekerja (26 persen) 
dibandingkan dengan mereka yang berada pedesaan (19 persen). Responden yang tinggal di 
Jakarta memiliki kecenderungan yang tertinggi untuk berhenti bekerja, sebesar 29 persen 
dibandingkan dengan 26 persen di luar Jakarta di Jawa, dan 19 persen untuk mereka di luar 
Jawa.81 Namun demikian, berpindahnya pekerja ke sektor pertanian memberi tekanan pada 
pasar tenaga kerja pertanian dan menunjukkan bagaimana guncangan ini dapat meluas ke daerah 
pedesaan. Tidak ditemukan adanya perbedaan gender yang signifikan di antara mereka yang 
berhenti bekerja (Gambar A.29). 

 

 
77 Mereka yang berhenti bekerja dapat didefinisikan sebagai pengangguran, oleh karena itu perbandingan terhadap tingkat pengangguran tidak 
dilakukan. 
78 Meskipun tidak ada pertumbuhan di sektor pertanian yang sebagian disebabkan karena panen yang tertunda, lapangan kerja di sektor pertanian 
didapati sebagai yang paling tangguh, sesuai dengan perkiraan. 
79 Ini berbeda dengan data survei rumah tangga yang secara luas dapat diperbandingkan yang menunjukkan bahwa tingkat ketenagakerjaan 
sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar 64 persen untuk masyarakat miskin dibandingkan dengan 60 persen untuk masyarakat yang tidak miskin. 
80 Ibid.  
81 Bank Dunia (2020), Pemantauan berfrekuensi tinggi Dampak COVID-19 di Indonesia. 
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Gambar A.28: Peningkatan signifikan pada mereka yang 
tidak bekerja terhadap pangsa ketenagakerjaan pada bulan 
Februari 2020 ditemukan di sektor industri dan jasa 
(persen)  

Gambar A.29: Mereka yang tidak bekerja lebih banyak 
tinggal di DKI Jakarta dan daerah-daerah perkotaan serta 
memiliki kredensial pendidikan rendah    
(persen) 

  
Sumber: Untuk perkiraan selama berlangsungnya COVID-19 untuk bulan Mei: Bank Dunia (2020), Pemantauan berfrekuensi tinggi Dampak COVID-
19 Indonesia. Untuk pra-COVID-19: Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS bulan Februari 2020, perhitungan staf Bank Dunia. 
 
Diperkirakan hanya 
21 persen dari 
pekerjaan di 
Indonesia dapat 
dilakukan dari 
rumah 

 
 

Langkah-langkah pembatasan sosial terkait dengan COVID-19 mungkin memiliki dampak 
berkelanjutan pada pasar tenaga kerja dan mereka yang dapat bekerja dari rumah akan lebih 
sedikit terkena dampak. Karena dengan dilanjutkannya pembatasan sosial, banyak pekerjaan 
akan terus dilakukan dari rumah dalam beberapa bulan mendatang atau bahkan secara 
permanen. Diperkirakan bahwa hanya 21 persen dari pekerjaan di Indonesia dapat dilakukan 
dari rumah, dengan pekerjaan di bidang konstruksi, perhotelan dan restoran, atau pekerjaan 
informal atau yang dilakukan di daerah pedesaan, kurang dapat dilakukan dari rumah (Kotak 
A.4).82 

7. Tanpa adanya bantuan sosial darurat, COVID-19 dapat mendorong jutaan orang ke dalam 
kemiskinan 

Jika tidak diatasi, 
hilangnya pekerjaan 
dan penghasilan 
rumah tangga dapat 
menyebabkan 
banyak keluarga 
jatuh miskin 

 Skenario model simulasi tanpa adanya bantuan sosial dari Pemerintah untuk rumah tangga 
(untuk selanjutnya disebut sebagai “bantuan untuk rumah tangga”) memperkirakan bahwa 
jatuhnya ekonomi karena pandemi ini dapat mendorong 5,5 hingga 8 juta penduduk Indonesia 
ke dalam kemiskinan di tahun 2020.83 Hal ini disebabkan oleh turunnya penghasilan rumah 
tangga secara agregat antara 5 hingga 7 persen – terutama karena penghasilan yang lebih rendah 
– serta hilangnya pekerjaan di antara 2,6-3,6 juta penduduk Indonesia yang diperkirakan akan 
kehilangan pekerjaan atau menjadi tidak aktif. Penurunan penghasilan yang paling tajam 
diperkirakan akan terjadi di sektor-sektor jasa tradisional dan pertanian, diikuti oleh manufaktur. 

 
82 Tentu saja ada pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dari rumah tetapi tidak akan banyak terpengaruh jika pekerjaan tersebut ada di bisnis-bisnis 
penting. Demikian juga, ada pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah meskipun pekerja mungkin menderita kerugian (dari sisi upah) atau bahkan 
kehilangan pekerjaan mereka jika permintaan barang dan jasa perusahaan mereka menurun.  
83 Hasil simulasi per tanggal 15 Juni 2020 berdasarkan studi Bank Dunia terkini “Kemiskinan dan dampak distribusi Covid-19 di Indonesia: 
Pendekatan simulasi makro-mikro”. Model untuk mensimulasikan dampak pandemi terhadap kemiskinan ini menggabungkan proyeksi ekonomi 
makro untuk PDB dan pertumbuhan keluaran sektoral dengan data mikro pra-krisis dari survei rumah tangga dan angkatan kerja (SUSENAS dan 
Sakernas tahun 2019) untuk memprediksi penghasilan dan konsumsi di tingkat individu dan rumah tangga dalam tiga skenario: (i) bisnis seperti 
biasa (perkiraan pertumbuhan 5,0 persen); (ii) guncangan ringan (perkiraan pertumbuhan 0 persen yang diperkirakan dengan menggunakan asumsi 
resesi global yang dalam dan pembatasan domestik yang moderat); dan (iii) guncangan kuat (perkiraan pertumbuhan -2,0 persen yang diperkirakan 
dengan menggunakan asumsi resesi global yang dalam dan pembatasan domestik yang ketat). Perkiraan ekonomi makro untuk pertumbuhan PDB 
sektoral adalah sebagai berikut, untuk masing-masing skenario dampak ringan dan berat: Pertanian (-0,6% dan -2,1%), Manufaktur (-2,6% dan -
5,3 persen), Industri Lainnya (-0,8 dan -2,8 ), Jasa Tradisional (-1.1% dan -3.7%), dan Jasa Modern (5.2% dan 4.7%). 
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Seperti yang diamati di lapangan melalui survei HiFy, hilangnya lapangan kerja 84 terkonsentrasi 
di sektor jasa tradisional, diikuti oleh manufaktur dan industri lainnya, sementara lapangan kerja 
di sektor pertanian akan mencatatkan peningkatan bersih, dan menjadi penopang bagi sebagian 
kalangan yang kehilangan pekerjaan di sektor lainnya.  

 
Dampak terhadap 
penghasilan dan 
pekerjaan berbeda-
beda menurut 
lokasinya 

 Rumah tangga yang tinggal di pusat 
metro dan kabupaten metro tunggal 
(pusat kota) akan mengalami 
penurunan penghasilan secara 
keseluruhan yang tertinggi antara 5,5 
hingga 7,5 persen, bergantung pada 
durasi pembatasan pergerakan 
wilayah (Gambar A.30). Di seluruh 
wilayah kepulauan di Indonesia, 
dampak terhadap penghasilan rumah 
tangga relatif sama, kecuali Papua di 
mana kehilangan penghasilan rumah 
tangga relatif lebih tinggi, sebesar 8,7 
persen.85 Secara geografis, dampak 
terhadap lapangan kerja akan 
berbeda-beda di berbagai wilayah, 
bergantung pada ketergantungan 
kawasan tersebut pada kegiatan 
ekonomi yang terkena dampak buruk 
pandemi. Jawa dan Sumatera akan 
mengalami kehilangan pekerjaan 
sebesar setengah dari keseluruhan 
hilangnya pekerjaan yang diperkirakan 
terjadi di seluruh Indonesia.86 Ini 
disebabkan oleh besarnya jumlah 
pekerja di kedua wilayah tersebut yang mengandalkan jasa tradisional. Lebih dari separuh pekerja 
yang menjadi tidak aktif atau kehilangan pekerjaan mereka tinggal di daerah pedesaan non-
metro. 

Gambar A.30: COVID-19 akan berdampak pada 
penghasilan, dengan estimasi penurunan penghasil 
terbesar di antara rumah tangga perkotaan 
(persentase perubahan)  

 

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia. 
Catatan: Perubahan persentase relatif terhadap skenario acuan 
tahun 2020 – yaitu tahun 2020 tanpa adanya dampak COVID-19. 
Skenario ‘tanpa kompensasi’ menunjukkan perkiraan guncangan 
penghasilan tanpa adanya langkah bantuan pemerintah bagi 
rumah tangga. ‘Skenario sedang’ mengasumsikan pertumbuhan 
PDB 0 persen, sementara ‘Skenario berat’ mengasumsikan 
pertumbuhan PDB -2,0 persen. 

 
Sebagai respons 
terhadap krisis, 
Pemerintah telah 
meningkatkan 
bantuan sosial secara 
substansial dan 
menerapkah 
langkah-langkah 
dukungan ekonomi 

 Dari sisi perlindungan sosial, respons Pemerintah terhadap krisis ini sangatlah kuat. Langkah-
langkah untuk mengurangi dampak buruk di antara masyarakat miskin dan rentan mencakup 
perluasan secara vertikal dan horizontal dan penataan ulang beberapa program bantuan sosial 
yang sudah ada, serta penambahan program-program bantuan sosial yang baru (Tabel A.3). 
Sebagian besar langkah-langkah tersebut menargetkan rumah tangga pada kelompok 40 persen 
terbawah dari distribusi pengeluaran atau konsumsi, yang informasinya sudah tersedia di 
database penerima program perlindungan sosial yang telah ada (Data Terpadu Kesejahteraan 
Sosial, DTKS), termasuk di dalamnya adalah mereka yang belum terjangkau oleh program-
program yang sudah ada.87 Program-program tambahan untuk menjaring mereka yang 
berpotensi terkena dampak tetapi yang informasinya belum tersedia di DTKS juga dilaksanakan, 

 
84 “Kehilangan pekerjaan” mengacu pada pengangguran dan mereka yang menjadi tidak aktif karena pandemi ini. Model simulasi ini didasarkan 
pada SUSENAS bulan Maret 2019 yang tidak membedakan kedua hal tersebut. 
85 Ini karena hampir 65 persen pekerja di Papua bergantung pada sektor pertanian, di mana [hilangnya] penghasilan rata-rata diperkirakan 
menjadi yang tertinggi, sebesar 6 persen dalam kasus-kasus yang berat dan yang tidak ditangani. 
86 Jawa akan mengalami kehilangan pekerjaan yang tertinggi, setara dengan 1,1 juta berdasarkan skenario dampak yang berat, diikuti oleh 
Sumatera dengan hilangnya 0,7 juta pekerjaan. 
87 DTKS berisi informasi tentang rumah tangga di kelompok 40 persen penduduk terbawah dan - pra-COVID-19 - digunakan terutama untuk 
menetapkan target dari program-program yang bertujuan untuk mendukung konsumsi kelompok 15 persen (PKH) penduduk terbawah dan 
kelompok 25 persen (Sembako) penduduk terbawah.  
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untuk rumah 
tangga… 
 

termasuk mereka yang tinggal di daerah-daerah dengan tingkat infeksi dan pergerakan yang 
tinggi (Sembako untuk Jabodetabek), mereka yang tinggal di daerah pedesaan (realokasi dana 
Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai, BLT), serta mereka yang kehilangan pekerjaan dan 
ingin mengikuti pelatihan keterampilan (Kartu Prakerja). Sebagian besar program tersebut 
diumumkan di bulan April, dan pada prinsipnya akan dilaksanakan untuk jangka waktu antara 3 
sampai 12 bulan. Langkah bantuan sosial yang ekspansif ini secara efektif melipatgandakan 
belanja Pemerintah untuk bantuan sosial inti dibandingkan dengan realisasi anggarannya di 
tahun 2019, dan jika program-program tersebut mencapai target sasaran penerima bantuan, 
program-program tersebut akan secara signifikan mengantisipasi sebagian besar hilangnya 
penghasilan agregat rumah tangga, menurunkannya menjadi antara 3,4 sampai 5,3 persen. 
Rumah tangga di daerah pedesaan non-metro akan mendapat manfaat yang paling besar dari 
upaya mitigasi ini, dengan perkiraan penurunan penghasilan rata-rata hanya setengah dari yang 
mungkin terjadi tanpa adanya langkah-langkah bantuan tersebut. 

 
Tabel A.3: Paket lengkap bantuan sosial Pemerintah tanggap COVID-19 

Nama 
program 

Jenis manfaat, seleksi 
penerima, dan cakupan 

Peningkatan 
cakupan di atas 

cakupan sebelum 
COVID-19 

Manfaat & durasi Pelaksanaan Anggaran 
(Rp triliun) 

Kartu 
Sembako 

Program bantuan pangan 
yang sudah ada, 
menargetkan 25 persen 
rumah tangga termiskin 
yang termasuk di dalam 
DTKS 
 

Perluasan dari 15,2 
menjadi 20 juta 
rumah tangga, 
didentifikasi di antara 
mereka yg sudah 
ada di dalam DTKS 
 

Peningkatan manfaat 
sebesar Rp 
200.000/bln (untuk 
12 bulan) 
 

Bulanan, untuk 9 
bulan (mulai bulan 
Maret bagi rumah 
tangga yg sudah 
tercatat sbg 
penerima, 
perluasan dimulai 
di bln April) 
 

15,5 

Program 
Keluarga 
Harapan 
(PKH) 

Program yang telah ada--
bantuan langsung tunai 
bersyarat bagi keluarga, 
menargetkan 15 persen 
masyarakat termiskin di 
dalam DTKS 
 

Perluasan dari 9,2 
juta menjadi 10 juta 
rumah tangga, 
diidentifikasi di 
antara mereka yg 
sudah ada di dalam 
DTKS 
 

Peningkatan manfaat 
sebesar 25% untuk 
12 bulan 
 

Bulanan, untuk 9 
bulan (mulai bulan 
April) 
 

8,3 

Kartu Prakerja Kartu pra-kerja yang 
menargetkan para pencari 
kerja, berusia 18 tahun atau 
lebih, yang tidak dalam 
pendidikan formal dan 
bukan menerima PKH atau 
Sembako 
 

Perluasan dari 2 juta 
menjadi 5,6 juta 
individu secara total 
 

Pelatihan: Rp 1 
juta/bln, manfaat 
sebesar Rp 
600.000/bln (4 
bulan), Rp 50.000/bln 
(3 bulan) 
 

Diluncurkan di 
bulan April, 
diluncurkan secara 
progresif 
 

10 

Bansos Tunai 
(di luar 
Jabodetabek) 

Bantuan langsung tunai 
tanpa syarat yang baru 
diluncurkan, menargetkan 
rumah tangga di dalam 
DTKS dan di luar wilayah 
Jabodetabek, yang saat ini 
tidak tercakup di dalam 
program apa pun yang ada 
(Kartu Sembako, PKH, dan 
Kartu Prakerja) 
 

9 juta rumah tangga 
 

Rp 600.000/bln (3 
bulan), kemudian Rp 
300.000/bln (6 bulan) 
 

April-Desember, 
2020 
 

32,4 

Bansos 
Sembako 
(Jabodetabek) 

Bantuan pangan baru untuk 
rumah tangga rentan yang 
terdampak COVID-19 di 
Jakarta dan Kab/Kota di 
sekitar ibukota (Bodetabek)  
 
 

1,2 juta rumah 
tangga di Jakarta, 
600.000 rumah 
tangga di Bodetabek 
 

Paket makanan 
setara dengan Rp 
600.000/bulan (3 
bulan), kemudian Rp 
300.000/bulan (6 
bulan) 
 

April-Desember, 
2020 
 

6,8 

Subsidi 
Listrik 

Pembebasan pembayaran 
biaya listrik dan diskon 

Semua rumah 
tangga yang 

Rumah tangga 
dengan daya listrik 

April-September, 
2020 

6,9 
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parsial yang baru 
diluncurkan 
 

berlangganan listrik 
dengan daya 450VA 
dan 900VA. 88 
 

450 VA – bebas 
pembayaran (6 
bulan) 
Rumah tangga 
dengan daya listrik 
900 VA – 50% 
potongan dari 
tagihan (6 bulan) 
 

BLT Dana 
Desa 

Bantuan langsung tunai 
tanpa syarat yang baru 
diluncurkan, menggunakan 
31 persen dari program 
Dana Desa Indonesia, akan 
dialokasikan ulang untuk 
menargetkan rumah tangga 
pedesaan yang terkena 
dampak COVID-19 namun 
tidak tercakup oleh program 
Sembako, PKH, dan Kartu 
Pra-kerja. 
 

11 juta rumah tangga 
pedesaan, 
memprioritaskan 
mereka yang 
kehilangan sumber 
penghasilan utama 
karena COVID-19 89 

Rp 600.000/bln (3 
bulan), kemudian Rp 
300.000/bln (3 bulan) 

April-September, 
2020 

31,8 

 

Sumber: Kompilasi staf Bank Dunia dari berbagai sumber. 
 
Gambar A.31: Tanpa adanya langkah-langkah bantuan 
sosial Pemerintah, akumulasi tujuh tahun capaian 
pengurangan kemiskinan akan terhapus 
(tingkat kemiskinan dalam persen)  

Gambar A.32: Paket lengkap bantuan Pemerintah dapat 
mengimbangi peningkatan kemiskinan akibat COVID-19 
(tingkat kemiskinan dalam persen)  

 

 

Sumber: BPS, perhitungan staf Bank Dunia. 
Catatan: Tingkat pra-COVID-19 mengacu pada tahun 2019, dan disesuaikan dengan cakupan aktual dari bantuan sosial (bansos); Angka tahun 2020 
mengacu pada angka simulasi kemiskinan. ‘Skenario acuan’ menunjukkan perkiraan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 tanpa adanya dampak 
COVID-19; Skenario ‘Tanpa kompensasi’ menunjukkan estimasi tingkat kemiskinan karena COVID-19 tahun 2020 apabila tidak ada kompensasi dari 
pemerintah; Skenario ‘Dengan kompensasi’ menunjukkan estimasi tingkat kemiskinan tahun 2020, setelah memperhitungkan seluruh program 
bantuan sosial pemerintah sebagai respons terhadap COVID-19. 
 
…yang memiliki 
potensi untuk dapat 
secara signifikan 
mengatasi 
peningkatan angka 
kemiskinan karena 
pandemi ini 

 Tanpa adanya langkah-langkah bantuan Pemerintah bagi rumah tangga, setelah merebaknya 
pandemi ini, Indonesia diproyeksikan menghadapi tingkat kemiskinan antara 10,7 dan 11,6 
persen pada tahun 2020, yang berarti ada 5,5 hingga 8 juta penambahan penduduk miskin 
dibanding tahun sebelumnya, dengan pandemi mengancam capaian penurunan angka 
kemiskinan yang telah diraih pada tujuh tahun terakhir ini (Gambar A.31). Jika langkah-langkah 
bantuan yang direncanakan dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan tepat sasaran dan tanpa 
adanya tumpang tindih antar program, dan jika masyarakat dapat kembali bekerja karena 
pembatasan pergerakan dilonggarkan di triwulan ketiga dan keempat tahun 2020, tingkat 

 
88 Ini mencapai hingga 50 juta rumah tangga pada SUSENAS tahun 2019. 
89 Model simulasi Bank Dunia ini mengasumsikan 11 juta rumah tangga berdasarkan data sebelumnya dari Kemenkeu.  
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kemiskinan diperkirakan dapat turun menjadi antara 8,2 dan 9,0 persen, dengan tingkat 
kemiskinan dalam skenario sedang bahkan turun di bawah tingkat acuan 8,6 persen pada tahun 
2020 tanpa adanya COVID-19 (Gambar A.32). Kondisi ini setara dengan 1,3 juta rumah tangga 
keluar dari kemiskinan di dalam skenario sedang, atau dalam scenario berat, paling banyak 
920.000 rumah tangga diperkirakan jatuh di bawah garis kemiskinan. Keseluruhan program 
bantuan sosial juga diperkirakan dapat mengurangi dampak buruk pandemi pada ketimpangan, 
menurunkan koefisien Gini dari antara 38,5 dan 38,7 menjadi 37,3 dan 37,5 masing-masing 
dalam skenario dampak sedang dan berat, sedikit lebih rendah dari 38,2 tingkat acuan tahun 
2020.90  

 
Respons pandemi 
Pemerintah 
Indonesia dapat 
menjadi sangat 
efektif, khususnya 
dalam mencegah 
meningkatnya 
kemiskinan di 
daerah pedesaan 
 

 Setelah memperhitungkan cakupan 
respons pemerintah terhap pandemi, 
tingkat kemiskinan diperkirakan akan 
berbeda-beda di setiap lokasi. Jika 
langkah-langkah tersebut dilaksanakan 
sepenuhnya sesuai dengan rencana serta 
ditargetkan dengan tepat; dengan 
skenario dampak parah, tingkat 
kemiskinan di daerah pedesaan non-
metro bahkan dapat dipertahankan pada 
tingkat acuan yang diproyeksikan untuk 
tahun 2020 tanpa adanya pandemi,91 
walaupun turun ke tingkat yang sedikit 
lebih rendah dibanding tingkat acuan di 
daerah pedesaan pinggiran (Gambar 
A.33). Sejalan dengan itu, dengan 
asumsi bantuan social 
diimplementasikan sesuai dengan target 
dan sasaran, pada skenario dampak 
berat, kemiskinan di Jawa dan Papua 
dapat dipertahankan pada tingkat acuan. 
Namun, pusat-pusat kota dan daerah-
daerah seperti Bali dengan 
ketergantungan yang relatif lebih besar 
pada sektor-sektor yang terkena dampak (misalnya pariwisata) dapat mengalami tingkat 
kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat acuan tahun 2020. 

Gambar A.33: Respons pemerintah dapat 
mengurangi dampak pada masyarakat miskin, 
terutama di antara rumah tangga pedesaan 
(tingkat kemiskinan, persen jumlah penduduk)  

 

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia. 
Catatan: Persentase perubahan relatif terhadap skenario acuan 
tahun 2020. Skenario ‘Tanpa kompensasi’ menunjukkan 
perkiraan guncangan penghasilan tanpa adanya langkah-
langkah bantuan pemerintah bagi rumah tangga. ‘Skenario 
sedang’ mengasumsikan pertumbuhan PDB 0 persen, 
sementara ‘Skenario berat’ mengasumsikan pertumbuhan PDB 
-2,0 persen. 

 

 
90 Paket bantuan ini juga akan mengurangi dampak buruk pada kedalaman kemiskinan, menurunkan kesenjangan kemiskinan – ukuran seberapa 
jauh penghasilan rata-rata masyarakat miskin berada di bawah garis kemiskinan – dari antara 2,18 dan 2,55 menjadi 1,56 dan 1,87 masing-masing 
pada skenario dampak sedang dan berat, tetapi tidak akan dapat sepenuhnya mengimbanginya mengingat tolok ukur kesenjangan tahun 2020 
adalah sebesar 1,40. 
91 Tingkat tolok ukur atau acuan mengacu pada tingkat kemiskinan pada tahun 2020, tanpa adanya pandemi COVID-19. 
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Gambar A.34: Penduduk miskin baru umumnya adalah 
mereka yang bekerja di sektor jasa tradisional, sebagai 
salah satu sektor yang paling terkena dampak COVID-19 
(persentase penduduk miskin)  

Gambar A.35: Lebih dari setengah penduduk miskin baru 
tinggal di daerah pedesaan di Indonesia 
(persentase penduduk miskin)  

   

Sumber: BPS, perhitungan staf Bank Dunia. 
Catatan: ‘Penduduk miskin struktural’ mengacu pada individu yang akan menjadi miskin pada tahun 2020 (baik dalam skenario acuan maupun kasus 
berat). 'Penduduk Miskin baru' mengacu pada mereka yang akan menjadi miskin dalam scenario kasus berat. Layanan tradisional meliputi grosir dan 
eceran, transportasi dan pergudangan, akomodasi dan restoran, dan layanan lainnya. Layanan modern meliputi TIK (teknologi informasi 
komunikasi), keuangan dan asuransi, riil estat, layanan perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial, layanan pendidikan dan 
kesehatan. 
 
Penduduk miskin 
baru  umumnya 
mereka yang bekerja 
terutama di sektor 
pertanian dan jasa 
tradisional, dan 
tinggal di daerah 
pedesaan non-metro  

 Menggunakan skenario guncangan berat dan mempertimbangkan semua langkah bantuan sosial 
dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan rencana dan ditargetkan dengan tepat, diperkirakan 
masih ada sekitar 920.000 tambahan jumlah penduduk miskin – sebagai akibat dari dampak 
pandemi terhadap pekerjaan dan penghasilan.92 Di antara penduduk miskin baru tersebut pada 
tahun 2020, setelah memperhitungkan respons penuh Pemerintah terhadap COVID-19, 40 
persen di antaranya dapat menganggur atau menjadi tidak aktif, seperempat dari mereka 
mengandalkan sektor pertanian dan 21 persen bergantung pada jasa tradisional (Gambar A.34). 
Sedangkan sebagian besar penduduk miskin struktural (yaitu mereka yang sudah miskin sebelum 
adanya pandemi dan akan tetap demikian pada tahun 2020) akan berada di sektor pertanian, 
diikuti oleh jasa tradisional. Sektor jasa tradisional diperkirakan paling terdampak oleh pandemi, 
dengan perkiraan jumlah kehilangan pekerjaan yang paling tinggi. Sementara itu, lebih dari 
setengah penduduk miskin baru (mereka yang menjadi miskin karena COVID-19) juga tinggal 
di daerah pedesaan non-metro (Gambar A.35). Bahkan jika semua langkah dukungan 
Pemerintah telah sepenuhnya terlaksana, banyak dari penduduk miskin baru tersebut akan 
berada di daerah pedesaan non-metro, mengindikasikan semakin dalamnya kantong kemiskinan 
di daerah pedesaan. 

 
Respons pemerintah 
terhadap pandemi 
yang diberikan 
kepada rumah 
tangga tidak dapat 
sepenuhnya 
mengatasi dampak 

 Program bantuan sosial akan membantu meredam guncangan ekonomi pada desil terendah 
(Gambar A.36), namun tidak akan sepenuhnya mengatasi hilangnya kesejahteraan di antara 
masyarakat yang berada di kelompok 40 persen terbawah, terutama di desil ketiga dan keempat. 
Besaran bantuan pada umumnya setara dengan Rp 600.000 (per bulan, per rumah tangga) untuk 
tiga bulan pertama, dan kemudian diturunkan menjadi Rp 300.000 untuk bulan-bulan 
berikutnya. Ini jauh di bawah garis kemiskinan nasional sebesar Rp 404.398 per orang per bulan, 
dan jauh lebih rendah dari garis kemiskinan di beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan yang 

 
92 Paket bansos lengkap diperkirakan dapat memberikan penyangga ekonomi terutama untuk mengkompensasi hilangnya penghasilan karena 
COVID. Namun, upaya mitigasi pemerintah terhadap hilangnya pekerjaan tetap terbatas. Jika guncangan ekonomi menjadi lebih berat, paket 
bansos lengkap tersebut tidak akan dapat sepenuhnya mengkompensasi berkurangnya kesejahteraan di antara kelompok 40 persen masyarakat 
terbawah (terutama mereka yang berada di desil ketiga dan keempat dari distribusi konsumsi) dan langkah-langkah mitigasi terkait 
ketenegakerjaan yang saat ini masih terbatas pun tidak memberikan perlindungan terhadap hilangnya pekerjaan karena COVID. 
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pada kesejahteraan, 
terutama pada 
masyarakat yang 
berada di desil ke-5 
hingga ke-8 dari 
distribusi 
pengeluaran 

tinggi (misalnya Papua dengan garis kemiskinan sebesar Rp 520.117). Bahkan setelah menerima 
bantuan tunai, masyarakat miskin atau rentan yang kehilangan pekerjaan tidak akan menerima 
cukup dukungan untuk keluar dari kemiskinan jika terjadi guncangan ekonomi yang kuat. Rumah 
tangga yang berada di antara desil kelima dan delapan akan mengalami menurunnya 
kesejahteraan yang lebih dalam hingga sebesar 5 persen dalam skenario dampak berat, bahkan 
setelah memperhitungkan dampak dari paket bantuan, yang sebagian besar telah didesain untuk 
mencakup penduduk paling rentan.93 

 
Gambar A.36: Paket bantuan sosial saat ini belum banyak membantu dalam melindungi rumah tangga yang berada di 
atas kelompok 40 terbawah 
(persentasi perubahan konsumsi per kapita relative terhadap skenario acuan)  

 

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia. 
Catatan: Gambar di atas menyajikan dampak ketenagakerjaan COVID-19, dengan membandingkan skenario acuan (2020 sebagai skenario bisnis 
seperti biasa, jika tidak ada COVID-19) dan skenario COVID-19 yang parah. Perubahan persentase relatif terhadap skenario acuan (2020 tanpa adanya 
guncangan COVID-19). 
 
Untuk memastikan 
pencegahan dampak 
buruk pandemi 
terhadap 
kemiskinan, 
langkah-langkah 
bantuan Pemerintah 
bagi rumah tangga 
perlu diluncurkan 
lebih cepat dalam 
beberapa bulan 
mendatang dan tepat 
sasaran 

 Paket bantuan sosial dan bantuan ekonomi Pemerintah untuk rumah tangga berpotensi 
mengurangi dampak pandemi terhadap tingkat kemiskinan yang telah diperkirakan. Namun, agar 
hal ini dapat berjalan dengan efektif, intervensi harus menjangkau mereka yang ditargetkan, 
dengan kebocoran minimal, dan dilaksanakan tepat waktu. Kondisi saat ini menunjukkan 
realisasi belanja yang tinggi dari beragam program bantuan sosial (lihat Bagian B). Namun 
demikian, temuan dari survei HiFy menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan 
terkait kedua hal tersebut. Di awal bulan Mei 2020, sebagian besar rumah tangga (54 persen) 
yang berada di kelompok 40 persen terbawah telah melaporkan mendapat manfaat dari 
setidaknya satu program bantuan sosial Pemerintah sejak bulan Februari 2020, dan rasionya naik 
menjadi 78 persen setelah memperhitungkan penundaan pinjaman dan program subsidi listrik. 
Namun demikian, masih terdapat lebih dari dua dari lima rumah tangga pada kelompok 40 
persen terbawah yang belum menerima bantuan berdasarkan program PKH, Sembako, BLT, 
Kartu Prakerja, atau program cash-for-work. Presentasenya sebesar 51 persen dari rumah tangga 
yang pencari nafkahnya berhenti bekerja, dan 56 persen di antaranya mengalami penurunan 
penghasilan. 20 persen rumah tangga yang berada di kelompok 40 persen terbawah yang 
melaporkan mengalami kekurangan makanan belum menerima program Sembako, sementara 
program Kartu Prakerja dan BLT yang baru diluncurkan dalam waktu sekitar satu bulan, masing-

 
93 Beberapa program juga dapat diakses oleh mereka yang sebelumnya tidak teridentifikasi sebagai rentan di dalam DTKS, dan karena penetapan 
target yang tidak sempurna, beberapa manfaat yang ditargetkan untuk masyarakat miskin diterima oleh rumah tangga yang berada di atas 
kelompok 40 persen termiskin, tetapi secara keseluruhan paket-paket bansos ini bertujuan terutama untuk melindungi masyarakat miskin dan 
rentan. 
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masing mencapai 13 persen dan 14 persen dari target.94 Untuk mencapai target program yang 
telah dijanjikan oleh Pemerintah, upaya pelaksanaan harus lebih terfokus pada peningkatan 
pemberian bantuan kepada rumah tangga miskin dan rentan yang ditargetkan. 

 
Jutaan rumah tangga 
yang mengandalkan 
pekerjaan informal 
tetap tidak 
terlindungi 

 Hanya sedikit lebih dari setengah rumah tangga yang mengandalkan penghasilan dari pekerjaan 
di sektor informal yang rentan, tetapi yang tidak berada pada kelompok 40 persen terbawah, 
diproyeksikan akan menerima beberapa bentuk bantuan sosial pada tahun 2020 (Gambar A.37). 
Artinya terdapat sekitar 4 juta rumah tangga yang berada di antara desil kelima dan kedelapan 
dan bergantung pada pekerjaan informal, namun tidak akan memiliki akses ke salah satu dari 
tujuh jenis bantuan respons COVID-19 Pemerintah, selain Kartu Prakerja. Lebih dari setengah 
rumah tangga yang mengandalkan sektor informal untuk mendapatkan penghasilan dan yang 
tidak dalam cakupan program bantuan bekerja di sektor tradisional, di mana diperkirakan terjadi 
penurunan paling tajam dalam ketenegakerjan. Hampir 60 persen dari kelompok ini adalah 
wiraswasta (bekerja sendiri), 45 persennya tidak memiliki akses ke asuransi kesehatan, lebih dari 
70 persennya tidak memiliki akses ke kredit, dan lebih dari setengahnya tidak memiliki rekening 
bank. Sekitar setengah dari kelompok ini tinggal di daerah pedesaan. 

 
Gambar A.37: Paket bansos saat ini mencakup lebih dari setengah rumah tangga di desil ke 5-8 yang mengandalkan 
pekerjaan sektor informal, namun banyak dari mereka tetap tidak memiliki akses ke segala jenis bantuan pemerintah 
(persen terhadap total paket bansos)  

 

Sumber: Perhitungan staf Bank Dunia. 
Catatan: Rumah tangga di sini mengacu pada rumah tangga yang mengandalkan pekerjaan informal.  

 
Rancangan 
perlindungan sosial 
untuk menjangkau 
mereka yang berada 
di atas kelompok 40 
persen terbawah 
sangatlah 
dibutuhkan 

 Paket kebijakan Pemerintah dalam merespon pandemi tidak banyak membantu melindungi 
sebagian besar kelas menengah di Indonesia, yaitu rumah tangga yang berada di desil kelima 
hingga delapan dari distribusi konsumsi, yang di antaranya banyak yang terlibat dalam pekerjaan 
di sektor informal – mereka adalah kelompok yang penting untuk memperluas kelas menengah 
dan untuk menggali potensi pembangunan Indonesia serta mendapatkan status sebagai negara 
berpenghasilan tinggi.95 Langkah-langkah untuk memperluas dukungan bagi mereka dibahas di 
Bagian B.5. 

 
94 Per awal bulan Mei 2020, BLT dan Kartu Prakerja telah diterima oleh masing-masing sebesar 4 persen dan 1 persen dari sekitar 71 juta rumah 
tangga Indonesia. Dengan mempertimbangkan target Kartu Prakerja sebesar 5,6 juta dan target BLT sebesar 20 juta, proporsi rumah tangga 
penerima program dapat diterjemahkan masing-masing menjadi sekitar 13 persen dan 14 persen dari target program.       
95 Bank Dunia (2020). ‘Aspiring Indonesia: Expanding the Middle-Class’ 
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8. Prospek dan risiko ekonomi 

 Pertumbuhan 
ekonomi 
diproyeksikan 
melemah secara 
substansial tahun ini 
tetapi diperkirakan 
akan pulih kembali 
pada tahun 2021-2022 

 Dengan adanya serangan dari guncangan di dalam negeri dan eksternal, prospek ekonomi 
Indonesia telah berubah secara signifikan lebih lemah dengan adanya pandemi COVID-19 
terutama untuk tahun 2020, tetapi diproyeksikan untuk pulih kembali pada tahun 2021-2022.  

 
Tabel A.4: Indikator ekonomi yang utama 
(pertumbuhan yoy, persen, kecuali dinyatakan lain) 

  Tahunan Revisi dari IEQ tahun 2019 
  2019 2020e 2021p 2022p 2020 
1. Indikator ekonomi yang utama      
Produk Domestik Bruto (PDB) 5,0 0,0 4,8 6,0 -5,1 
Konsumsi swasta 5,2 1,0 5,0 5,3 -4,1 
Konsumsi pemerintah 3,2 5,0 2,0 4,5 1,3 
Pembentukan modal tetap bruto 4,4 -3,5 4,5 6,5 -8,5 
Volume ekspor barang dan jasa -0,9 -23,0 1,0 12,0 -24,5 
Volume impor barang dan jasa -7,7 -27,0 -1,5 10,3 -27,5 
2. Indikator ekonomi lainnya      
Indeks harga konsumen 2,8 2,6 2,8 3,0 .. 
3. Asumsi Ekonomi      
Nilai tukar (Rp/USD) 14.237 .. .. .. .. 
Harga minyak mentah Indonesia 
(USD/bbl) 

67,5 24,4 26,4 28,0 -2,4 
 

Sumber: BPS; BI; CEIC; Proyeksi staf Bank Dunia 
Catatan: angka di tahun 2019 adalah hasil aktual; p adalah singkatan dari perkiraan. Perbedaan statistik dan perubahan persediaan tidak disajikan 
dalam tabel ini. Semua komponen PDB didasarkan pada data PDB terbaru. Asumsi nilai tukar dan harga minyak mentah adalah data tahunan 
rata-rata. Revisi relatif terhadap proyeksi dalam Laporan Triwulanan Perekonomian Indonesia (Indonesia Economic Quarterly, IEQ) edisi 
Desember 2019. 

 
Pertumbuhan PDB 
riil diperkirakan 
akan turun ke nol 
persen pada tahun 
2020 karena dampak 
COVID-19 

 PDB riil diperkirakan akan datar pada tahun 2020, tidak berubah dari tahun 2019, meskipun 
kebijakan moneter dan fiskal ekspansioner (Tabel A.4).96 Konsumsi swasta diperkirakan 
melambat tajam dan investasi mengalami kontraksi tahun ini seiring dengan adanya pembatasan 
perjalanan dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dengan sebagian besar penduduk 
melakukan pekerjaan dari rumah dan perilaku pencegahan lainnya untuk menghindari penularan 
penyakit, pertumbuhan sektor jasa diperkirakan melemah tajam. Hilangnya pekerjaan dan 
menurunnya kepercayaan konsumen akan memperburuk perlambatan konsumsi swasta. 
Investasi juga diproyeksikan menyusut karena adanya ketidakpastian besar yang terkait dengan 
penularan penyakit dan upaya untuk mengatasinya, kegiatan ekonomi dalam negeri yang lebih 
lemah, harga komoditas yang lebih rendah, dan resesi global. Bahkan ketika PSBB telah 
dilonggarkan, perilaku masyarakat untuk menjaga jarak dan mengindari penularan penyakit 
kemungkinan akan tetap berlangsung sampai vaksin ditemukan dan diberikan secara meluas. 
Meskipun pertumbuhan konsumsi pemerintah diproyeksikan akan dipercepat dengan langkah-
langkah mitigasi fiskal, kemungkinan hal tersebut tetap tidak cukup untuk mengimbangi 
lemahnya permintaan dalam negeri. Baik volume ekspor maupun impor diproyeksikan merosot, 
terkait buruknya kondisi eksternal di mana ekonomi global diperkirakan akan mengalami 

 
96 Skenario paduk/dasar (baseline scenario) mengasumsikan pemberlakuan PSBB saat ini sejak bulan Maret dihapus secara bertahap seperti yang 
diumumkan. Secara khusus, skenario ini mengasumsikan transisi ke pembukaan kembali secara penuh pada bulan Juni dan Juli, tanpa adanya 
pembatasan lebih lanjut mulai dari bulan Agustus. Skenario ini juga mengasumsikan bahwa perekonomian global akan mengalami kontraksi 
sebesar 5,2 persen tahun ini. Lihat Bank Dunia (2020). Global Economic Prospects, Juni 2020. Analisis ekonometrik menunjukkan bahwa setiap 
penurunan poin persentase dalam pertumbuhan global menyebabkan perekonomian Indonesia melambat sebesar 0,2 poin persentase. 
 



  J a l a n  P a n j a n g  P e m u l i h a n  E k o n o m i  P r o s p e k  P e r e k o n o m i a n  I n d o n e s i a    

 

 
J u l i  2 0 2 0  T H E  W O R L D  B A N K  |  B A N K  D U N I A  

33 

kontraksi sebesar 5,2 persen tahun ini.97  Namun demikian, impor diproyeksikan menyusut lebih 
cepat oleh karena permintaan dalam negeri yang melemah tajam.98 Dengan demikian ekspor 
netto diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. 

 
Perkiraan pemulihan 
ekonomi untuk 2021-
2022 didasarkan 
pada penurunan 
penularan COVID di 
dalam dan luar 
negeri 

 Terlepas dari tingkat keparahan dan dalamnya pelemahan ekonomi karena pandemi, penurunan 
tersebut diperkirakan akan bersifat sementara dan pemulihan ekonomi secara bertahap 
diproyeksikan akan terjadi setelah penyakit menular ini dapat diatasi secara lokal dan global. 
Bergantung pada melandainya kurva penularan COVID pada suatu waktu di tahun ini dan tidak 
diikuti oleh gelombang infeksi berikutnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan menguat 
seiring dengan dilonggarkannya pembatasan sosial serta mobilitas di dalam dan luar negeri jika 
tingkat penularan penyakit menurun, kegiatan produksi secara bertahap kembali normal, dan 
permintaan dalam negeri dan global secara perlahan pulih kembali. Diproyeksikan pemulihan 
ekonomi akan berlangsung selama dua tahun ke depan (2021-2022) dengan konsumsi swasta 
yang terlebih dahulu pulih secara bertahap, diikuti oleh investasi swasta. Pemulihan investasi 
diproyeksikan akan lebih lambat karena neraca perusahaan diperkirakan terdampak oleh upaya 
pengendalian penyebaran virus, sehingga perlu beberapa waktu untuk memperbaikinya sebelum 
investasi lebih lanjut dapat dilakukan. Selain itu, dengan tingginya eksposur bank terhadap 
korporasi, sektor perbankan juga akan memerlukan waktu untuk rekapitalisasi dan untuk 
menurunkan rasio kredit bermasalah (non-performing loan), yang akan membebani pembiayaan 
investasi ketika proses pemulihan berlangsung.99 

 
Ketidakpastian 
mengenai prospek 
perekonomian 
sangatlah tinggi 
mengingat masih 
berlangsungnya 
penularan virus di 
dalam dan luar 
negeri 

 Namun demikian, skala dan waktu pemulihan ekonomi akan sangat bergantung pada tingkat 
penerapan pembatasan mobilitas di dalam dan luar negeri, yang pada gilirannya akan bergantung 
pada tingkat penularan, keparahan dan durasi dari penyebaran virus. Ketidakpastian seputar 
prospek pertumbuhan sangatlah tinggi, mengingat bahwa penyakit menular ini masih merebak 
secara lokal dan global dan masih dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri dan 
eksternal. Secara substansial, risiko terhadap prospek perekonomian umumnya masih bersifat 
downside (downside risks, risiko ke arah bawah, yang bisa menyebabkan prospek ekonomi lebih 
rendah dari perkiraan – pent.). Risiko-risiko utama termasuk durasi pandemi yang lebih lama 
dari yang diperkirakan, pemulihan ekonomi yang tertahan, periode tekanan keuangan yang 
berkepanjangan, dan kontraksi yang lebih tajam dan lebih lama dari perkiraan dalam 
perdagangan global yang diperparah dengan peningkatan kembali ketegangan perdagangan 
internasional. 

 

 
97 Perekonomian global diproyeksikan akan mengalami resesi parah, menyusut 5,2 persen pada tahun 2020 (Bank Dunia 2020. Global Economic 
Prospects. Juni 2020. Washington, DC: Bank Dunia). Ini sekitar 223 persen lebih parah dibandingkan dengan kontraksi global selama berlangsungnya 
Krisis Keuangan Global. Sejalan dengan itu, ekspor Indonesia diasumsikan mengalami kontraksi sebesar 223 persen lebih dari penurunan yang 
teramati dalam ekspor selama berlangsungnya Krisis Keuangan Global. Mengingat bahwa ekspor riil Indonesia mengalami kontraksi sebesar sekitar 
10 persen pada tahun 2009, maka ekspor dianggap mengalami kontraksi sebesar sekitar 23 persen pada tahun 2020. 
98 Oleh karena adanya sejumlah faktor, impor Indonesia telah mengikuti kinerja ekspor sepanjang tahun 2019 dan diperkirakan akan tetap demikian 
tahun ini, terutama karena adanya penurunan impor dari Tiongkok pada Q1 tahun ini. Selain itu, seperti yang terjadi pada tahun-tahun krisis 
sebelumnya, permintaan domestik yang turun tajam diperkirakan akan membawa tekanan terhadap impor, yang selanjutnya menyebabkan 
penurunan impor akan melebihi ekspor. 
99 Sementara peraturan valuta asing perusahaan telah membantu perusahaan non-keuangan untuk meningkatkan pangsa pinjaman mata uang asing 
mereka yang dilindung nilainya (hedged foreign currency loans), tingkat utang mata uang asing mereka yang meningkat (hampir 45 persen dari total utang 
perusahaan non-keuangan) juga membuat mereka terpapar pada volatilitas nilai tukar. Risiko pembiayaan ulang (refinancing) dari utang perusahaan 
yang jatuh tempo dan biaya pendanaan yang lebih tinggi di pasar modal kemungkinan akan semakin menekan korporasi Indonesia dan bank-bank 
lokal. 
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Terms-of-trade 
diharapkan 
membaik secara 
substansial karena 
harga minyak 
diproyeksikan akan 
jauh lebih rendah 
dari tahun lalu 

 Harga ekspor komoditas utama 
Indonesia diproyeksikan akan menurun 
pada tahun 2020, kecuali harga logam 
dasar dan minyak sawit. Secara khusus, 
harga minyak mentah diperkirakan rata-
rata hanya sebesar USD 25 per barel di 
tahun 2020, kurang dari setengah rata-
rata tahun 2019 sebesar USD 61,4 per 
barel. Karena Indonesia adalah importir 
netto (net importer) untuk minyak, 
penurunan harga minyak akan lebih dari 
sekedar mengimbangi penurunan harga 
ekspor komoditas utama lainnya yang 
lebih kecil, sehingga terms-of-trade (ToT) 
tahun 2020 akan mengalami perbaikan 
(terms-of-trade adalah rasio antara indeks 
harga ekspor dengan indeks harga impor 
– pent.). ToT yang diukur melalui indeks 
harga perdagangan komoditas bersih (Net 
Trade-commodity price Index, NTI)100 
diperkirakan akan meningkat sekitar 15 
persen pada tahun 2020 dibandingkan 
dengan tahun 2019 (Gambar A.38) dan diharapkan akan memberikan dorongan pada neraca 
perdagangan dan neraca transaksi berjalan tahun ini. Pada tahun 2021, ToT diperkirakan akan 
semakin menguat karena sebagian besar harga komoditas diperkirakan akan membaik. 

Gambar A.38: Nilai tukar perdagangan 
Indonesia diproyeksikan akan menguat pada 
tahun 2020 
(indeks 2019=100) 

 
Sumber: BPS dan Perkiraan Pasar Komoditas Bank Dunia; 
perhitungan staf Bank Dunia. 
Catatan: Indeks harga tertimbang perdagangan bersih 
dibangun di atas enam komoditas ekspor utama Indonesia 
(karet, logam tidak mulia, batu bara, minyak, gas, dan 
minyak kelapa sawit). 

 
Defisit neraca 
transaksi berjalan 
diproyeksikan akan 
menyempit secara 
substansial pada 
2020 karena impor 
mengalami kontraksi 
yang lebih besar dari 
ekspor, ditambah 
adanya perbaikan 
terms-of-trade yang 
signifikan 

 Defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit, CAD) diproyeksikan menyempit tajam 
menjadi 1,9 persen dari PDB pada tahun 2020 dari 2,7 persen dari PDB pada tahun 2019, 
terutama karena adanya perbaikan substansial dalam neraca perdagangan. Sejalan dengan adanya 
kontraksi ekonomi global, gangguan pada rantai pasokan (supply chain), pembatasan perjalanan 
global, harga komoditas yang rendah, dan Kesepakatan Perdagangan Tahap Satu antara AS dan 
Tiongkok, nilai ekspor diperkirakan akan mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020. 
Sementara itu, nilai impor juga diperkirakan menurun secara signifikan karena penurunan ekspor 
dan aktivitas ekonomi dalam negeri yang secara substansial lebih lemah di tengah pembatasan 
mobilitas serta perjalanan, dan langkah-langkah pengendalian COVID di dalam negeri lainnya. 
Selain itu, mengingat bahwa Indonesia adalah net importer untuk minyak, adanya penguatan ToT, 
disertai dengan rendahnya proyeksi harga komoditas ekspor utama Indonesia akan lebih dari 
sekedar mengimbangi dampak dari rendahnya proyeksi harga minyak, yang akhirnya akan 
mendukung perbaikan neraca perdagangan barang. Setelah 2020, CAD diperkirakan akan 
melebar secara moderat ke rata-rata 2,1 persen dari PDB selama tahun 2021-2022 seiring dengan 
pulihnya kegiatan perekonomian dalam negeri yang akan menyebabkan peningkatan impor 
melebihi peningkatan ekspor.  

 
Tingkat inflasi 
diperkirakan lebih 
rendah karena 
kegiatan ekonomi 

 Terlepas dari nilai tukar Rupiah yang melemah dan terjadinya kekurangan pasokan, inflasi harga 
konsumen diperkirakan akan tetap terkendali dalam waktu dekat ini. Pertumbuhan ekonomi 
telah melambat tajam dan diperkirakan akan terjadi negative output gap yang cukup besar tahun ini 
(negative output gap ialah ketika output aktual lebih rendah dari output potensial – pent.), disertai 
dengan harga energi yang mencapai rekor terendah, akan mempengaruhi harga secara umum di 

 
100 Indeks Harga Perdagangan Komoditas Netto (Net Trade-Commodity Price Index, NTI) dinyatakan sebagai berikut: 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑡𝑡 =

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑖𝑖,𝑝𝑝  𝑥𝑥𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 ,𝑡𝑡

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 ,𝑡𝑡
 di 

mana 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑖𝑖 ,𝑝𝑝 =
�𝐸𝐸𝑖𝑖 ,𝑡𝑡�−(𝐼𝐼𝑖𝑖 ,𝑡𝑡)

∑(𝐸𝐸𝑁𝑁,𝑡𝑡)− ∑ 𝐼𝐼𝑁𝑁,𝑡𝑡
 dan i= jenis komoditas; t= bulan; p= periode (mis. rata-rata 5 tahun); N = jumlah komoditas; T= tahun dasar; 

E= nilai ekspor; I= nilai impor 
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masih berada di 
bawah potensinya 

perekonomian. Inflasi umum diperkirakan akan turun ke rata-rata tahunan sebesar 2,6 persen 
tahun ini, lebih rendah dari rata-rata sebesar 2,8 persen pada tahun 2019. Seiring dengan kegiatan 
ekonomi dalam negeri dan global yang secara bertahap pulih kembali bersama dengan harga 
energi, inflasi diperkirakan akan naik hingga 2,8 persen pada tahun 2021 dan hingga 3.0 persen 
pada tahun 2022.  

 
Penerimaan pajak 
diproyeksikan turun 
ke 8,6 persen dari 
PDB pada tahun 
2020, yang terendah 
dalam dua dekade 
terakhir, dan hanya 
akan kembali pulih 
ke level tahun 2018 
pada tahun 2024 
dengan beberapa 
reformasi pajak 

 Sejalan dengan perlambatan 
ekonomi, impor yang mengalami 
kontraksi, harga barang-barang 
komoditas yang lebih rendah, 
stimulus berupa keringanan pajak, 
dan kepatuhan pajak yang lebih 
rendah karena kesulitan uang tunai 
(cash constraints) baik pada badan 
usaha maupun individu, total 
penerimaan pemerintah 
diperkirakan akan turun menjadi 
10,5 persen dari PDB tahun ini, 
lebih rendah dari penerimaan tahun 
2019 lalu sebesar 12,4 persen 
(Gambar A.39). Penerimaan pajak 
akan turun menjadi 8,6 persen dari 
PDB, yang terendah dalam dua 
dekade ini. Selain itu, penerimaan 
diproyeksikan akan pulih lebih 
lambat dibandingkan dengan 
perekonomian, karena cash constraints diasumsikan hanya dapat teratasi setelah beberapa waktu. 
Dengan demikian, pemulihan penerimaan pajak diperkirakan akan berlangsung secara lebih 
bertahap, dengan rasio pajak terhadap PDB dapat kembali pulih ke level tahun 2018 sebesar 
10,2 persen hanya pada tahun 2024, yang bergantung pada pelaksanaan reformasi pajak seperti 
perluasan basis pajak, peningkatan tarif pajak, memberlakukan pajak baru, dan meningkatkan 
kepatuhan.101 

Gambar A.39: Defisit fiskal diperkirakan akan melebar 
ke 6,3 persen dari PDB pada tahun 2020 dengan 
pengeluaran yang lebih tinggi dan penerimaan yang 
lebih rendah 
(persen dari PDB)  

 
Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia 
Catatan: Angka di tahun 2019 adalah angka aktual awal 

 
Defisit fiskal akan 
tetap di atas 3 persen 
PDB hingga tahun 
2023 dan 
diproyeksikan 
tingkat utang secara 
struktural akan lebih 
tinggi dalam jangka 
menengah 

 Sementara itu, total pengeluaran diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 persen dari PDB 
pada tahun 2020, jauh lebih tinggi dari 14,6 persen pada tahun 2019,102 terutama karena langkah-
langkah mitigasi fiskal yang dilakukan. Sebagai akibatnya, defisit fiskal diperkirakan akan melebar 
menjadi 6,3 persen dari PDB pada tahun 2020, 3,5 kali lipat dari defisit yang disetujui di awal 
tahun 2020, yaitu sebesar 1,8 persen dari PDB (Tabel A.5). Selain itu, defisit diperkirakan akan 
tetap di atas 3 persen dari PDB hingga tahun 2023 tetapi bisa melebar lebih jauh lagi ke 3,5 
persen dari PDB, jika reformasi pajak tidak dilaksanakan. Defisit yang lebih luas ini dalam jangka 
menengah sebagian besar akan dibiayai oleh pinjaman, yang mengakibatkan tingkat utang 
pemerintah pusat naik dari 30,2 persen dari PDB pada tahun 2019 menjadi mendekati 40 persen 
dalam jangka menengah, sekali lagi didasarkan pada pelaksanaan beberapa reformasi pajak.103 
Sebagai akibat dari utang yang lebih besar ini, rasio belanja bunga terhadap belanja non-bunga 

 
101 Tarif pajak penghasilan badan diasumsikan sebesar 22 persen pada tahun 2020-2021 dan 20 persen pada tahun 2022-2024. Langkah-langkah 
keringanan pajak COVID-19 lainnya yang diumumkan diasumsikan bersifat sementara dan hanya berlaku untuk tahun 2020. 
102 Diasumsikan bahwa hanya setengah dari peningkatan dalam perlindungan sosial dan pengeluaran material tambahan yang terkait dengan 
COVID-19 akan dilanjutkan setelah tahun 2020. Sementara itu, subsidi tambahan untuk pembayaran bunga pinjaman UMKM diasumsikan hanya 
sebagai tindakan sementara untuk tahun 2020. Dengan adanya pemotongan pada tahun 2020, belanja barang modal diproyeksikan akan mulai 
pulih pada tahun 2021. Selain itu, diasumsikan bahwa transfer pemerintah pusat ke Pemda dalam bentuk DAK Fisik akan ditingkatkan untuk 
menebus penurunan belanja infrastruktur saat ini. 
103 Perkiraan paduk/dasar (baseline forecast) untuk tingkat utang juga mengasumsikan bahwa akan ada penurunan penyertaan modal negara (PMN) 
kepada BUMN di tahun-tahun mendatang. 
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akan meningkat dari 13,5 persen pada tahun 2019 menjadi 17,6 pada tahun 2021, dan menjadi 
21,5 persen pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa pelunasan utang akan bersaing dengan 
dan menekan belanja produktif pemerintah lainnya dalam jangka menengah. 

 

Tabel A.5: Defisit yang lebih lebar dan rasio utang yang lebih tinggi secara struktural diproyeksikan akan terjadi dalam 
jangka menengah 
(Rp triliun, kecuali dinyatakan lain) 

  Aktual 
2019 

Anggaran 
2020 

Revisi 2020 
(Perpres 
72/2020) 

Bank 
Dunia 2020 

Bank 
Dunia 2021 

Bank 
Dunia 2022 

A. Penerimaan 1.961 2.233 1.700 1.681   
1. Penerimaan pajak 1.546 1.866 1.405 1.381   

Pajak penghasilan Migas 59 57 32 20   
Pajak Non-Migas, antara lain: 1.274 1.585 1.167 1.136   

Pajak penghasilan Non-Migas 713 872 639 604   
PPN/PPnBM 532 686 508 503   
Pajak Bumi dan Bangunan 21 19 13 21   
Pajak lainnya 8 8 7 8   

Cukai 172 181 172 189   
Pajak perdagangan internasional 41 43 33 37   

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 409 367 294 297   
Penerimaan sumber daya alam 155 160 79 71   
Migas 121 127 53 37   
Non-Migas 34 33 26 34   
Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya 254 207 215 226   

3. Dana hibah 5 0 1 3   
B. Pengeluaran 2.309 2.540 2.739 2.689   
1. Pemerintah pusat  1.496 1.683 1.975 1.906   

Belanja pegawai 376 416 404 384   
Belanja barang 334 360 273 426   
Belanja modal 178 187 137 151   
Pembayaran bunga 276 295 339 285   
Subsidi 202 188 192 378   

Energi 137 125 96 184   
BBM 84 71 41 86   
Listrik 53 55 54 98   

Non-energi 65 62 96 194   
Dana hibah 6 2 5 10   
Sosial 112 108 175 251   
Lainnya 12 128 451 20   

2. Transfer ke daerah 813 857 764 783   
C. Saldo Keseluruhan -349 -307 -1,039 -1.008   
D. Pembiayaan 402 307 1,039 1.008   
1.  Pembiayaan utang 438 352 1,220 

 
  

2.  Pembiayaan investasi -44 -74 -257 
 

  
3.  Pemberian pinjaman -6 5 6 

 
  

4.  Kewajiban penjaminan 0 -1 -1 
 

  
5.  Pembiayaan lainnya 15 25 71 

 
  

Item memo (sebagai % dari PDB) 
    

  
Total Penerimaan 12,4 12,8 10,4 10,5 11,2 11,8 
Penerimaan Pajak  9,8 10,7 8,6 8,6 9,3 9,8 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 2,6 2,1 1,8 1,8 1,9 1,9 
Total Pengeluaran  14,6 14,6 16,7 16,7 15,3 14,9 
Pengeluaran Pemerintah Pusat  9,5 9,6 12,1 11,8 10,3 10,0 
Transfer ke daerah dan Dana Desa 5,1 4,9 4,7 4,9 4,9 4,9 
Keseimbangan Fiskal -2,2 -1,8 -6,3 -6,3 -4,1 -3,1 
Keseimbangan Primer Fiskal -0,5 -0,1 -4,3 -4,5 -1,8 -0,7 
Utang Pemerintah Pusat 30,2 29,4-30,1* 36,67-37,97* 37,4 38,9 39,3 
Asumsi: 

    
  

Nominal PDB (Rp triliun)  15.834   17.452   16.391   16.088   17.166   18.340  
Tingkat pertumbuhan PDB riil (%)  5,0   5,3   -0,4-2,3   0,0   4,8   6,0  
Deflator IHK/PDB*  2,7   3,1   2,0-4,0   1,9   1,8   0,8  
Nilai tukar (Rp/USD)  14.146   14.400   14.900-15.500   15.000   14.500   14.000  
Harga minyak mentah (USD/barel)  62,4   63,0   30-35   25,0   27,0   28,6  

Sumber: Kementerian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia 
Catatan: * KEM-PPKF pada tahun 2020 dan 2021, Perkiraan Kementerian Keuangan sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Semester I tahun 2020 
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Terdapat downside risks yang  substansial terhadap prospek pertumbuhan ekonomi 
 
Downside risks 
terhadap prospek 
perekonomian masih 
parah 

 Terlepas dari perkiraan pertumbuhan yang secara signifikan menurun untuk tahun 2020, risiko 
terhadap prospek masih didominasi oleh downside risks, mengingat ketidakpastian yang tinggi 
seputar berlanjutnya penyebaran virus di dalam dan luar negeri, serta dampak ekonomi yang 
merugikan yang terkait. 

 
Merebaknya kembali 
penyakit menular ini 
di dalam dan luar 
negeri dapat 
mendorong 
diberlakukannya 
karantina wilayah 
(lockdown) 
tambahan dan 
semakin 
menurunkan 
kegiatan ekonomi 

 Sejak awal bulan Juni, Jakarta dan beberapa daerah lain di Indonesia telah mulai beralih ke 
tatanan normal baru (the new normal) dengan secara bertahap mengurangi pembatasan mobilitas 
(Tabel A.6). Dengan mobilitas yang lebih besar dan penurunan pembatasan sosial, timbulnya 
kembali penyebaran virus atau gelombang penyebaran virus berikutnya dapat terjadi, yang 
berpotensi memaksa Pemerintah untuk memberlakukan serangkaian pembatasan mobilitas 
lainnya. Tindakan pengendalian penyakit menular ini akan kembali membatasi permintaan dan 
penawaran serta membebani kegiatan ekonomi dalam negeri. Demikian pula, merebaknya 
kembali penyakit menular ini juga dapat terjadi di Tiongkok dan negara-negara maju, mendorong 
pemberlakuan karantina wilayah tambahan di negara-negara lain yang dapat lebih mengganggu 
arus perdagangan dan investasi, dan menurunkan harga barang-barang komoditas dan 
permintaan global.   

 
Tabel A.6: Rencana pembukaan kembali secara bertahap di Indonesia  

Periode Modalitas Utama 

Tahap 1 (1 Juni) 
Sektor industri dan jasa dapat beroperasi dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat 
Mal, toko, dan pasar masih ditutup (tidak boleh beroperasi), kecuali toko yang menjual masker dan barang-barang 
yang berhubungan dengan kesehatan 

Tahap 2 (8 Juni) Mal, toko, dan pasar dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. 
Toko atau usaha yang memiliki potensi untuk kontak fisik seperti salon dan spa mungkin belum dapat beroperasi 

Tahap 3 (15 Juni) 
Mal tetap beroperasi seperti pada Tahap 2, tetapi akan ada evaluasi mengenai kemungkinan untuk membuka 
tempat-tempat usaha seperti salon dan spa. Protokol kesehatan COVID-19 tetap diberlakukan. 
Sekolah dibuka dengan sistem rotasi 

Tahap 4 (6 Juli) 
Pembukaan secara bertahap tempat-tempat usaha seperti restoran, kafe, dan pusat kebugaran dengan 
pemberlakuan protokol kesehatan yang ketat 
Kegiatan di luar ruangan dengan lebih dari 10 orang, perjalanan ke luar daerah dengan pengaturan perjalanan udara 
terbatas, dan kegiatan ibadah dengan jumlah jamaah yang terbatas diizinkan 

Tahap 5 (20 dan 27 
Juli) 

Evaluasi terhadap pembukaan kegiatan sosial dalam skala besar 
Diperkirakan semua kegiatan ekonomi telah dibuka pada akhir Juli atau awal Agustus 2020 

Sumber: Pengumuman dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Catatan: Menteri Koordinator terus menekankan bahwa Pemerintah akan mengevaluasi kondisi dalam dua minggu ke depan untuk menetapkan 
arah tindakan yang aktual. 

 
Pemulihan ekonomi 
bisa memakan waktu 
yang lebih lama dari 
perkiraan mengingat 
parahnya krisis 
ekonomi   

 Mengingat tingkat keparahan dan cakupan dampak negatif pandemi terhadap ekonomi yang 
belum pernah terjadi sebelumnya, ada risiko bahwa perekonomian akan butuh waktu lebih lama 
dari yang diperkirakan untuk pulih kembali, membebani prospek pertumbuhan dalam jangka 
menengah. Sebagai contoh, ada risiko bahwa neraca keuangan perusahaan-perusahaan swasta 
Indonesia sangat terdampak dan akan membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Selain 
itu, dengan tingginya eksposur sektor perbankan terhadap korporasi, sehingga memerlukan 
beberapa waktu untuk melakukan rekapitalisasi dan mengurangi rasio kredit bermasalah (non-
performing loan), yang mengganggu pembiayaan investasi ketika proses pemulihan berlangsung. 
Yang terakhir, kepercayaan investor dalam negeri dan asing dapat terguncang karena adanya 
ketidakpastian seputar efektivitas langkah-langkah pemerintah untuk mencegah berlanjutnya 
wabah dan kebijakan untuk memulai pemulihan ekonomi, oleh karena itu permintaan investasi 
dapat menurun dalam jangka menengah.  
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Meningkatnya 
kembali ketegangan 
perdagangan AS-
Tiongkok dapat 
menunda pemulihan 
kegiatan 
perekonomian global 

 Terdapat pula potensi risiko dari meningkatnya kembali ketegangan perdagangan AS-Tiongkok 
yang akan semakin mengganggu global value chains dan perdagangan global, dan semakin 
membebani kegiatan ekonomi global (Kotak A.5). Permintaan global yang lebih lemah dari 
perkiraan atau pemulihan ekonomi yang lebih bertahap dari perkiraan di antara negara-negara 
maju dan Tiongkok juga akan menimbulkan risiko bagi sektor eksternal Indonesia dan dengan 
demikian menimbulkan risiko bagi prospek pertumbuhan Indonesia. 

 
Perekonomian 
Indonesia dapat 
memasuki resesi jika 
langkah-langkah 
pengendalian virus 
diperpanjang ke Q3 
dan Q4 dan/atau 
jika resesi global 
lebih parah dari yang 
diperkirakan 

 Sebagaimana dibahas sebelumnya, ketidakpastian seputar prospek pertumbuhan terutama untuk 
tahun 2020 sangat tinggi, mengingat virus masih mewabah di dalam dan luar negeri, serta masih 
dapat berdampak pada kondisi ekonomi domestik dan eksternal. Prospek ekonomi didasarkan 
pada ekonomi global yang mengalami kontraksi sebesar sekitar 5 persen tahun ini dan 
Pemerintah melonggarkan PSBB dalam lima tahap hingga bulan Juni dan Juli sebagaimana 
diumumkan, dengan perekonomian yang sepenuhnya dibuka pada bulan Agustus.  
 
Skenario dengan perekonomian Indonesia yang memasuki resesi dapat terwujud jika penyebaran 
virus merebak kembali atau wabah gelombang berikutnya memaksa pemerintah untuk 
memberlakukan PSBB kembali di triwulan ketiga dan keempat, sehingga mengakibatkan 
pertumbuhan sektor-sektor yang berorientasi domestik melambat. Skenario pesimis (the low-case 
scenario) mengasumsikan perekonomian global terkontraksi lebih dalam dari, yaitu sebesar 7,8 
persen pada 2020, dan akan semakin menurunkan investasi dan ekspor, yang sekali lagi 
membebani pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan skenario tersebut, perekonomian 
Indonesia dapat mengalami kontraksi sebesar 2 persen pada 2020. Selain itu, dampak tahap 
kedua dari hilangnya penghasilan terhadap konsumsi dan investasi akan lebih terlihat, dan 
pertumbuhan triwulanan tidak akan pulih ke tingkat pra-krisis sampai dengan tahun 2021. 
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B. Dampak COVID-19 dan Respon kebijakan 

 

1. Pendahuluan: Mengatasi COVID-19 

Pandemi COVID-19 
menyebar ke seluruh 
dunia dan juga 
Indonesia 

 Pandemi COVID-19 dan tindakan pengendalian yang terkait terus menyebabkan kerusakan luar 
biasa dan gangguan pada ekonomi global. Sekarang virus ini aktif di lebih dari 200 negara, dan 
telah dilaporkan bertanggung jawab atas lebih dari 13 juta kasus yang terkonfirmasi secara 
kumulatif dan setidaknya setengah juta kematian. Di Indonesia, epidemi ini telah menyebar 
dengan cepat sejak kasus lokal pertama teridentifikasi di awal bulan Maret (Gambar B.1). Pada 
saat dokumen ini disusun, Indonesia memiliki 80.094 kasus yang terkonfirmasi secara kumulatif, 
dengan sekitar 39.000 di antaranya telah pulih dan hampir 3.800 kematian. Sekitar 630.000 uji 
COVID-19104 sekarang ini telah dilakukan dan laju harian saat ini sekitar 10.000-12.000 orang 
yang diuji memunculkan sekitar 1.500 konfirmasi kasus baru setiap harinya. Epidemi ini telah 
menyebar di seluruh negeri, dengan kasus di semua provinsi, dan beban kasus kumulatif terbesar 
dilaporkan berada di Jawa Timur dan Jakarta. 

 
Setelah dilakukannya 
karantina wilayah 
sebagian, 
Pemerintah 
membuka kembali 
ekonomi untuk 
mencegah tekanan 
ekonomi lebih lanjut 
kepada masyarakat 

 Pembatasan sosial dan pembatasan mobilitas yang ketat, seperti Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) yang diberlakukan dari bulan April hingga Juni, dikombinasikan dengan perilaku 
pencegahan oleh rumah tangga untuk menghindari penularan penyakit, dan pukulan balik dari 
permintaan global yang terganggu, perdagangan dan pariwisata internasional, serta pasar 
keuangan yang bergejolak, telah memunculkan perlambatan perekonomian dalam negeri yang 
tajam di Q1 dan kemungkinan di Q2 (Bagian A.1). Dalam upaya untuk memulai kembali 
kegiatan ekonomi untuk mencegah tekanan ekonomi lebih lanjut kepada masyarakat dan 
kerusakan pada perekonomian, Pemerintah pada bulan Juni memulai pelonggaran pembatasan 
mobilitas secara perlahan dan bertahap selama dua bulan untuk membuka kembali 
perekonomian dengan aman. 

 
 

 
104 Total kumulatif dari jumlah orang yang diuji per hari.  
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Gambar B.1: Evolusi merebaknya wabah di Indonesia dan kebijakan tanggapan yang utama  
(data harian kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi, ribuan)  

 

Sumber: Our World in Data 

 
Ketika ekonomi 
dibuka kembali, 
diperlukan adanya 
sistem kesehatan 
yang baik beserta 
dukungan kepada 
perusahaan dan 
keluarga untuk 
membantu 
menghadapi resesi 

 Ketika mempertimbangkan rencana ke depan hingga vaksin telah dikembangkan dan diberikan 
secara luas, Pemerintah perlu menyeimbangkan urgensi untuk segera merawat orang sakit dan 
mengelola epidemi, sambil mengurangi dampak dari penurunan ekonomi serta melakukan 
reposisi ekonomi untuk pemulihan yang cepat dan penuh sehingga perekonomian selama 
beberapa tahun ke depan, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Untuk mendukung pembukaan 
kembali ekonomi yang aman dan berkelanjutan, prioritas tetap ada pada sistem kesehatan yang 
kuat (Bagian B.2). Karena (kemungkinan) merebaknya kembali dan munculnya gelombang 
berikutnya dari merebaknya penyakit menular ini, pembukaan kembali yang aman dan 
berkelanjutan membutuhkan peningkatan berkelanjutan dalam kapasitas dan kesiapan sistem 
kesehatan, termasuk perluasan pengujian dan pengawasan yang berkelanjutan. Banyak usaha 
bisnis akan memerlukan dukungan berkelanjutan untuk mengatasi penurunan ekonomi (Bagian 
B.3) dan rumah tangga akan membutuhkan bantuan sosial agar dapat bertahan (Bagian B.6). 
Sistem keuangan yang baik juga diperlukan untuk memberikan likuiditas ke perusahaan dan 
membantu meningkatkan arus kas mereka (Bagian B.4).  

 
Untuk membangun 
kembali dengan 
lebih baik dalam 
jangka menengah, 
pengeluaran yang 
lebih tinggi untuk 
modal manusia dan 
fisik sangatlah 
penting dan para 
pekerja 
membutuhkan 
dukungan untuk 
memperlengkapi diri 
kembali dan 
meningkatkan 
keterampilan  

 Dalam jangka menengah, “membangun kembali dengan lebih baik” akan memerlukan upaya 
untuk memulihkan kembali sektor swasta untuk memenuhi permintaan pasca-COVID-19, 
memfasilitasi masuknya perusahaan-perusahaan baru dan mengatasi hambatan jangka panjang 
untuk investasi (Bagian B.3). Selain itu, perlu ada belanja publik yang lebih tinggi untuk 
kesehatan dan perlindungan sosial untuk membantu membangun, mempekerjakan, dan 
melindungi sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, pemotongan yang didorong oleh 
COVID-19 terhadap belanja publik untuk barang modal dan penundaan proyek-proyek 
infrastruktur perlu dihentikan agar agenda infrastruktur yang mendukung pertumbuhan 
Pemerintah tidak terpapar risiko (Bagian B.7). Upaya untuk mengkatalisasi partisipasi sektor 
swasta dalam sektor infrastruktur sangat penting, tetapi akan diperlukan adanya belanja 
tambahan pula. Dengan jutaan pekerjaan yang hilang selama berlangsungnya krisis ini, dan 
kemungkinan adanya percepatan tren permintaan tenaga kerja yang memihak pada tenaga kerja 
yang trampil, para penganggur perlu didukung dalam pencarian kerja dan peningkatan 
keterampilan mereka untuk memenuhi kebutuhan para pemberi kerja di pasar tenaga kerja 
pasca-COVID-19 (Bagian B.5). 
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Menurunkan kurva 
utang juga sangat 
penting 

 Mengingat kebutuhan pengeluaran tersebut serta keharusan untuk menurunkan kurva utang, 
langkah-langkah fiskal sementara perlu secara bertahap dilonggarkan, dan penerimaan 
ditingkatkan (Bagian B.8). Krisis fiskal yang membebani ekonomi ini telah membuat utang 
pemerintah meningkat, menyebabkan biaya pelayanan utang yang lebih tinggi, yang jika tidak 
diturunkan melalui reformasi peningkatan penerimaan, pada akhirnya akan memaksa 
ditangguhkannya belanja prioritas atau berisiko untuk membahayakan peringkat kredit 
Indonesia sebagai peringkat investasi (investment-grade) yang diperoleh dengan susah payah. 

2. Kesehatan: Menyesuaikan diri dengan Tatanan Normal Baru dengan aman 

Kebijakan kesehatan 
masyarakat telah 
berfokus pada 
penurunan tingkat 
penyebaran penyakit 
dan meningkatkan 
kapasitas sistem 
kesehatan 

 Sejak awal merebaknya epidemi ini, kebijakan kesehatan masyarakat telah difokuskan pada 
intervensi non-farmasi yang bertujuan untuk mengelola penyebaran epidemi sambil 
meningkatkan kapasitas sistem kesehatan. Kebijakan ini mensyaratkan pelaksanaan langkah-
langkah perubahan perilaku, seperti mendorong masyarakat untuk mencuci tangan dan 
mewajibkan pemakaian masker di tempat umum, bersama dengan langkah-langkah pembatasan 
sosial seperti amanat untuk pekerjaan berbasis rumah, ditambah dengan penutupan sementara 
usaha bisnis dan pembatasan perjalanan. Pemerintah daerah juga telah diizinkan untuk 
memberlakukan berbagai tingkat pembatasan sosial tergantung pada kondisi epidemi setempat, 
sehingga meningkatkan fleksibilitas tanggapan lokal terhadap wabah. Selain itu, realokasi belanja 
dalam anggaran telah menyebabkan adanya sumber daya keuangan tambahan yang tersedia 
untuk meningkatkan kapasitas perawatan kesehatan. 

 
Ada tarik ulur antara 
memperlambat 
penyebaran COVID-
19 dan 
mempertahankan 
kegiatan ekonomi 

 Dampak kesehatan masyarakat yang 
paling parah dari pandemi muncul 
ketika beban kasus meningkat dengan 
cepat dan melampaui kapasitas 
perawatan sistem kesehatan, yang 
berujung pada kekurangan layanan 
kesehatan yang diikuti dengan tingkat 
kematian yang lebih tinggi. Mengingat 
ketidaktahuan yang signifikan dan 
kemampuan yang terbatas untuk 
menguji dan mengisolasi mereka yang 
terjangkit COVID-19, langkah-
langkah pengendalian yang ketat 
tampaknya menjadi satu-satunya 
pilihan bagi sebagian besar negara 
untuk “menurunkan kurva penyebaran 
penyakit menular ini”. Dengan 
mengurangi jarak fisik dan interaksi 
manusia, pembatasan sosial cenderung 
memperlambat penyebaran penyakit menular ini, yang mengurangi dan menunda puncaknya, 
dan memberi kesempatan bagi Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan 
melalui intervensi kebijakan dan sumber daya tambahan sebelum sistem kesehatan ini kewalahan 
(Gambar B.2). Selanjutnya, dengan meningkatkan kapasitas sistem kesehatan dan protokol 
tanggapan COVID-19 lainnya ketika beban kasus masih dapat dikelola, Pemerintah dapat mulai 
melonggarkan beberapa pembatasan tersebut lebih awal sementara secara berkelanjutan 
menangani beban kasus yang lebih besar. Langkah-langkah pengendalian (Covid-19), sementara 
diperlukan, memerlukan biaya ekonomi yang tinggi. Semakin luas dan ketat ditegakkan, serta 
semakin lama pembatasan mobilitas diberlakukan, semakin lambat penyebaran virus, tetapi 
dengan biaya ekonomi yang lebih tinggi. Keseimbangan yang tepat tergantung pada tingkat 
keparahan wabah virus ini, kapasitas sistem kesehatan, serta kemampuan ekonomi dan 

Gambar B.2: Menurunkan kurva penularan 

 

Sumber: Direproduksi dari Bank Dunia (2020). Economic Update: 
East Asia  and Pacific in the time of COVID-19. April. Washington 
D.C.: Bank Dunia 
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penduduk untuk menghadapi penurunan ekonomi. Tarik ulur ini menyoroti pentingnya 
mengumpulkan data yang tepat waktu dan memadai untuk mengkalibrasi pembuatan kebijakan. 
 

 
Kemampuan sistem 
kesehatan Indonesia 
untuk menyediakan 
infrastruktur yang 
diperlukan untuk 
tanggapan yang 
terkalibrasi terhadap 
COVID-19 akan 
sangat penting untuk 
pembukaan kembali 
ekonomi dengan 
cara-cara yang 
terkelola 

 Dengan kebijakan dan pengaturan yang tepat, ada peluang untuk melakukan transisi dengan 
aman menuju “Tatanan Normal Baru”, yaitu, untuk melonggarkan pembatasan sosial, dengan 
memfasilitasi kegiatan ekonomi sambil menjaga agar penyebaran penyakit menular ini tetap 
terkendali. Setelah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Jakarta dan kota-kota satelit 
di sekitarnya, Pemerintah Indonesia telah mulai menerapkan pembukaan kembali secara 
perlahan dan bertahap. Kemampuan sistem kesehatan Indonesia untuk menyediakan 
infrastruktur yang diperlukan untuk tanggapan yang terkalibrasi terhadap COVID-19 akan 
sangat penting untuk pembukaan kembali ekonomi dengan cara-cara yang terkelola. Langkah-
langkah kesehatan masyarakat yang diperlukan tersebut antara lain: 
i. memahami epidemi ini dan memantau tingkat penularan dan perkembangan penyakit 

menular ini dengan peningkatan kapasitas untuk pengujian konfirmasi,  
ii. melakukan pelacakan kontak dan isolasi kasus yang terkonfirmasi dan kontak mereka untuk 

membatasi penyebarannya, dan  
iii. meningkatkan ketersediaan dan kesiapan layanan kesehatan untuk memenuhi semua 

kebutuhan pasien setiap saat – terutama kasus gangguan pernapasan yang parah yang 
membutuhkan perawatan kritis.   

 
Pengawasan 
pandemi yang 
ditingkatkan dan 
sistem manajemen 
informasi kesehatan 
akan sangat penting 
untuk mengelola 
pembukaan kembali 
ekonomi 

 Untuk memberikan peluang terbaik agar berhasil dalam mengarahkan pembukaan kembali ini, 
diperlukan adanya upaya yang terfokus dalam pengawasan pandemi, sistem manajemen 
informasi kesehatan, pengujian, dan kesiapan sistem kesehatan untuk lonjakan kasus penyakit 
menular ini. Karena tidak adanya data yang dapat diandalkan mengenai indikator pandemi dan 
sistem kesehatan, seperti tingkat reproduksi virus, sulit bagi para pembuat kebijakan untuk 
menilai biaya dan manfaat dari perubahan intensitas tindakan pengendalian. Sistem informasi 
terpadu antara laboratorium, pengawasan (untuk memungkinkan pelacakan kontak), dan fasilitas 
kesehatan dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan ini, seperti dapat memperluas 
pengujian untuk data yang lebih representatif, dan dukungan lebih lanjut untuk ketersediaan dan 
kesiapan sistem kesehatan untuk potensi lonjakan penularan baru. Hal ini mensyaratkan adanya 
sejumlah langkah yang dapat segera dipertimbangkan oleh Pemerintah: 

 
Meningkatkan 
kapasitas 
laboratorium dalam 
pengujian konfirmasi 
di seluruh negeri 
dikarenakan makin 
cepatnya penyebaran 
penyakit di luar 
Jakarta  

 i. Meningkatkan kapasitas laboratorium dalam pengujian konfirmasi di seluruh negeri. Terlepas dari 
adanya peningkatan signifikan baru-baru ini 105 dalam kapasitas pengujian COVID-19, 
tingkat pengujian harian Indonesia tetap rendah relatif terhadap skala epidemi dan juga 
relatif terhadap negara-negara tetangganya setelah memperhitungkan jumlah penduduk 
yang besar (Gambar B.3). Karena tingkat penyebaran penyakit menular ini telah 
meningkat secara signifikan di luar Jakarta, fasilitas laboratorium di luar jaringan 
Kementerian Kesehatan telah didorong untuk meningkatkan keterlibatan mereka, 
meskipun jaminan kualitas perlu ditegakkan selayaknya. Akan diperlukan perbaikan dalam 
pengelolaan rantai pasokan regional dan distribusi pasokan pengujian. Pelatihan staf di 
laboratorium perlu ditingkatkan dan dijamin kualitasnya, khususnya dalam penggunaan 
teknologi yang diluncurkan selama berlangsungnya pandemi ini. Berbagi informasi yang 
lebih baik dari laboratorium ke penyedia layanan kesehatan dan pembuat keputusan di 
tingkat lokal akan mendukung pelacakan kontak dan perencanaan fasilitas, dan pada 
akhirnya memastikan bahwa pengujian yang diperluas dapat membuahkan hasil-hasil 
kebijakan dan kesehatan yang lebih baik.  

 
105 Jumlah rata-rata harian orang yang diuji meningkat hampir empat kali lipat dari sekitar 2.200 orang pada bulan April menjadi sekitar 8.500 
orang pada bulan Juni. 
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Gambar B.3: Tingkat pengujian yang rendah dapat menghambat kalibrasi tanggapan 
terhadap krisis dari Pemerintah  
(total orang yang diuji per seribu penduduk; total kasus yang terkonfirmasi, ribuan)  

 
Sumber: Our World In Data 
Catatan: Data berdasarkan laporan terbaru untuk semua negara pada tanggal 4 Juli 

 
Integrasi sistem 
informasi adalah 
kegiatan inti dalam 
meningkatkan 
sistem pengawasan 

 ii. Mengintegrasikan sistem informasi adalah penting untuk meningkatkan sistem pengawasan. 
Hubungan yang lebih baik antara laboratorium, pengawasan penyakit, dan sistem 
informasi fasilitas kesehatan akan meningkatkan deteksi dini kasus dan mendukung 
kalibrasi kebijakan. Integrasi ini akan memerlukan definisi kasus dan indikator yang 
seragam di seluruh lokasi pelaporan, serta mekanisme pengawasan yang memadai untuk 
memastikan ketepatan waktu dan kualitas pelaporan. Meningkatkan pengawasan sentinel106 
dan pelaporan berbasis masyarakat akan memerlukan adanya koordinasi yang baik dengan 
pemerintah daerah. 

 
Data rawat inap 
dapat memberikan 
informasi lebih 
lanjut mengenai 
tingkat penularan 
penyakit 

 iii. Mengumpulkan data rawat inap untuk mengukur epidemi dengan lebih baik. Karena pengujian 
yang tidak memadai, serta keterlambatan waktu dalam pelaporan, pelaporan kasus 
COVID-19 resmi dapat memberikan informasi yang tidak akurat mengenai penularan 
penyakit dan perkembangannya. Di sisi lain, data tambahan mengenai pasien di rumah 
sakit yang rawat jalan, rawat inap, dan data klaim penyakit gangguan pernapasan dari 
sistem informasi Jaminan Kesehatan Sosial Nasional dapat digunakan untuk melengkapi 
informasi yang sudah ada. Misalnya, tingkat rawat inap untuk penyakit gangguan 
pernapasan, yang saat ini tidak diambil datanya dan tidak dianalisis, mungkin dapat 
menunjukkan sifat dari evolusi epidemi ini di masa lalu, dan dapat digunakan dalam sistem 
peringatan dini (Early Warning, Alert and Response System, EWARS107) dan untuk 
memprediksi peningkatan epidemi ini. 

 
Kapasitas sistem 
perawatan kesehatan 
perlu ditingkatkan 
untuk memenuhi 
kemungkinan 
terjadinya lonjakan 
kasus COVID-19 dan 

 iv. Memastikan ketersediaan dan kesiapan layanan kesehatan untuk kemungkinan terjadinya lonjakan 
kasus baru yang akan datang, dan untuk dapat berfungsi secara optimal dalam “tatanan normal baru”. 
Diperlukan adanya upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan 
dapat memenuhi peningkatan beban, dan lonjakan dalam kasus COVID-19. 
Meningkatkan dan memperluas jaringan rumah sakit dan laboratorium tetaplah penting 
dan harus diinformasikan oleh sistem pengawasan penyakit terintegrasi. Stok peralatan 
pelindung diri harus tetap memadai dan dapat memenuhi kebutuhan jika terjadi lonjakan 

 
106 Pengawasan sentinel mengacu pada “Pemantauan tingkat terjadinya kondisi tertentu untuk menilai stabilitas atau perubahan tingkat kesehatan 
suatu kelompok masyarakat. Pengawasan ini juga merupakan studi tingkat penyakit di dalam kelompok tertentu seperti di wilayah geografis atau 
atau sub-kelompok masyarakat tertentu untuk memperkirakan tren di dalam kelompok masyarakat yang lebih besar.”(Last, J., 1988. Kamus 
Epidemiologi, Cetakan ke-2). 
107 Early Warning, Alert and Response System (EWARS) dari WHO ini dirancang untuk meningkatkan pendeteksian wabah penyakit dalam keadaan 
darurat, seperti di negara-negara yang mengalami konflik atau setelah terjadinya bencana alam disaster 
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pada saat yang sama 
tetap dapat 
memberikan layanan 
kesehatan dasar 

kasus bagi para tenaga kesehatan garis depan, dan juga peralatan medis serta perlengkapan 
yang diperlukan untuk mengelola penyakit gangguan pernapasan sedang hingga berat. 
Layanan inovatif seperti telemedicine (layanan kesehatan berbasis teknologi informasi yang 
memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter tanpa bertemu langsung – pent.) dan 
e-learning (suatu cara dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik 
dan menggunakan internet sebagai perantara dalam proses belajar mengajar tersebut – 
pent.) yang telah berhasil diperkenalkan selama pandemi ini perlu dipertahankan dan 
dikembangkan lebih lanjut. Pada saat yang sama, tantangan dalam pemberian layanan 
kesehatan dasar utama seperti imunisasi, gizi, kesehatan ibu, dan penyakit kronis harus 
terus ditangani. 

 
Teknologi pengujian 
baru berbasis 
antibodi sangat 
penting untuk 
memberi informasi 
bagi strategi 
pengendalian dan 
penekanan penyakit 
ini 

 v. Menggunakan teknologi pengujian berbasis antibodi untuk menilai tingkat paparan COVID-19 di 
antara masyarakat umum. Menilai sejauh mana masyarakat telah terpapar, dan telah 
mengembangkan antibodi sebagai akibat dari tertular penyakit ini yang sebelumnya tidak 
terdeteksi, sangatlah penting untuk memberi informasi bagi strategi pengendalian dan 
penekanan penyakit ini. Pembatasan mobilitas dapat dilonggarkan jika langkah-langkah 
dasar (seperti mencuci tangan, menggunakan masker wajah, pelindung wajah, dan 
menjaga jarak sosial / fisik) dilaksanakan dengan benar, dan pengujian secara luas tersedia 
untuk dapat secara handal mengarantina mereka yang mengidap COVID-19 atau mereka 
yang memiliki risiko tinggi tertular penyakit ini.108 Ini akan memerlukan penggunaan 
teknologi pengujian antibodi yang baru dikembangkan untuk menguji sampel penduduk 
yang representatif, dimulai dengan daerah yang telah terkonfirmasi terkena wabah.109,110 

 
Komunikasi risiko 
kepada masyarakat 
sangat penting untuk 
mendapatkan kerja 
sama masyarakat 
dengan langkah-
langkah 
pengendalian 

 vi. Meningkatkan komunikasi risiko kepada masyarakat. Mengkomunikasikan informasi dengan 
jelas mengenai tanggapan Pemerintah terhadap epidemi ini bertujuan untuk mendidik 
masyarakat mengenai sifat dan tingkat risiko yang mereka hadapi dan untuk melibatkan 
mereka dalam tanggapan tersebut. Mencapai keseimbangan yang tepat antara 
meningkatkan keterbukaan informasi mengenai perkembangan epidemi dan melindungi 
privasi pasien, dan pada saat yang sama melakukan destigmatisasi terhadap individu yang 
terkena dampak, adalah tugas yang sangat menuntut tetapi masih sesuatu yang dapat 
dicapai dengan komunikasi publik dan strategi pendidikan yang baik. 

 
Persiapan untuk 
produksi dan 
distribusi vaksin di 
seluruh negeri harus 
dimulai sekarang 

 vii. Memastikan kesiapan negara untuk produksi dan distribusi vaksin COVID-19. Ada kebutuhan 
kritis untuk mulai mempersiapkan peluncuran vaksinasi meskipun vaksin COVID-19 
hanya mungkin tersedia setelah periode menunggu yang cukup lama. Ketika vaksin 
tersebut tersedia, Pemerintah mungkin perlu memastikan bahwa negara memiliki 
kapasitas untuk mengemas dan mendistribusikannya dengan cepat di seluruh negeri, dan 
juga siap untuk mengelola program vaksinasi COVID-19 secara nasional. Yang terakhir, 
peluncuran vaksinasi perlu mengidentifikasi kelompok-kelompok prioritas untuk 
menerima vaksin serta definisi kelayakan operasionalnya, mengingat ketersediaan awal 
vaksin ini hanya untuk jumlah yang sangat terbatas. 

 

 
108 Mereka yang memiliki risiko tinggi tertular penyakit ini yang mungkin perlu dikarantina antara lain petugas kesehatan, perawat dan anggota 
keluarga mereka yang berada di bawah karantina, dan orang-orang yang memiliki riwayat kontak baru-baru ini dengan mereka yang mengidap 
COVID-19.  
109 Lihat Laurenço et al. (2020) dan Bendavid dan Bhattacharya (2020) untuk argumentasi yang mendukung pendekatan ini. 
110 Namun demikian, perhatikan bahwa beberapa masalah yang terkait dengan keakuratan tes antibodi telah disampaikan. 
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3. Memulihkan kembali sektor swasta: Membantu perusahaan untuk tetap bertahan dan 
memfasilitasi penciptaan perusahaan-perusahaan baru 

Gambar B.4: Krisis COVID telah memukul perusahaan 
Indonesia dengan keras… 
(pangsa perusahaan yang mengalami kesulitan pada bulan Mei atau Juni 
2020, persen)  

Gambar B.5: …di hampir setiap sektor ekonomi 
(perubahan rata-rata dalam penjualan bulanan yoy, Mei-Juni 2020, 
persen)  

 

 

Sumber: Survei COVID-19 Business Pu lse  Bank Dunia, perhitungan staf 
Bank  Dunia 

Sumber: Survei COVID-19 Business Pu lse  Bank Dunia, perhitungan staf 
Bank  Dunia 

 
Dampak terhadap 
perekonomian dari 
epidemi ini telah 
bergaung di sektor 
swasta 

 Epidemi COVID-19 telah 
mempengaruhi semua sektor ekonomi 
Indonesia. Dengan beberapa 
pengecualian, seperti usaha bisnis yang 
terkait dengan ekonomi digital, 
perusahaan-perusahaan di sebagian 
besar sektor ekonomi mengalami 
guncangan negatif yang parah 
(Gambar B.4 dan Gambar B.5, Bagian 
A.1). Sementara bagian yang terburuk 
dari krisis ini mungkin terjadi di Q2, 
pemulihan diperkirakan akan berjalan 
lambat di beberapa sektor, terutama 
yang melibatkan interaksi tatap muka 
(seperti ritel atau perawatan pribadi), 
pertemuan (seperti hiburan), dan/atau 
perjalanan (seperti transportasi dan 
perhotelan). Sementara perusahaan-
perusahaan dari semua ukuran telah terkena dampaknya, perusahaan-perusahaan mikro 
cenderung memiliki kapasitas yang lebih kecil untuk menghadapi resesi ekonomi karena akses 
yang lebih rendah ke pembiayaan dan dukungan uang tunai (Gambar B.6). Bahkan dengan 
pengembangan vaksin yang dapat menormalkan kegiatan di sebagian perekonomian, tren dalam 
pekerjaan yang dilakukan dari jarak jauh dan peningkatan pentingnya masalah kesehatan akan 
berarti bahwa sektor swasta yang muncul dari pandemi ini kemungkinan akan berbeda secara 
struktural. Membangun sektor swasta yang lebih baik pasca pandemi membutuhkan strategi dua 
cabang. 

Gambar B.6: Banyak perusahaan di Indonesia 
berjuang untuk memenuhi kebutuhan mereka, 
terutama perusahaan-perusahaan mikro 
(pangsa perusahaan menurut ukuran yang mengalami kesulitan 
pada bulan Mei atau Juni 2020, persen)  

 
Sumber: Survei COVID-19 Business Pu lse  Bank Dunia, 
perhitungan staf Bank  Dunia 
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Ada dua strategi 
umum untuk 
membantu 
perusahaan 

 Pemerintah dapat mengikuti dua strategi umum untuk membantu usaha bisnis selama krisis: 

1. Membantu perusahaan agar “lampunya tetap menyala” dengan memastikan bahwa mereka 
memiliki cukup uang tunai untuk membayar biaya minimum yang mendasar bahkan jika 
mereka memiliki kegiatan penjualan yang terbatas atau tidak sama sekali. 

2. Membantu perusahaan-perusahaan yang sudah ada untuk memulai kembali berusaha atau 
memperluas produksi, dan perusahaan-perusahaan baru untuk memasuki pasar, untuk 
mengambil keuntungan dari meningkatnya permintaan atau berubahnya pola permintaan.111 

 
Serangkaian langkah 
tindakan yang 
pertama bertujuan 
untuk membatasi 
rusaknya nilai yang 
sulit untuk diganti di 
perusahaan-
perusahaan yang 
sehat 

 Strategi pertama ini termasuk intervensi likuiditas jangka pendek yang membantu perusahaan-
perusahaan yang sehat untuk mengatasi badai sambil menghindari memperpanjang usia 
perusahaan zombie.112 yang tidak produktif. Meskipun dibuka kembali secara bertahap, kegiatan 
ekonomi tidak mungkin sepenuhnya pulih dalam waktu dekat karena perilaku pribadi untuk 
menghindari tertular penyakit akan bertahan sampai vaksin tersedia dan diberikan secara meluas, 
tercapainya kekebalan kawanan (herd immunity) melalui cara-cara lain atau sampai penyembuhan 
terhadap penyakit ini ditemukan. Sementara itu, ada peran bagi Pemerintah untuk membantu 
melunakkan dampak krisis terhadap usaha bisnis. Sementara proses kehancuran dan penciptaan 
perusahaan adalah karakteristik dari lingkungan bisnis yang sehat, penutupan perusahaan secara 
meluas karena guncangan eksternal sementara dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang 
pada kapasitas produktif perekonomian.113 Hal ini terjadi terutama apabila perusahaan yang 
sehat ditutup disebabkan oleh adanya krisis. Perusahaan memiliki modal tidak berwujud yang 
penting termasuk pengetahuan, pengalaman, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan 
seperti karyawan, klien, dan jaringan pasokan, yang mahal dan memakan waktu untuk 
membangunnya tetapi dapat dengan cepat hancur ketika perusahaan runtuh.114 Sementara 
menjaga modal tidak berwujud ini penting untuk pemulihan, hal ini juga memperhadapkan 
Pemerintah pada tantangan yang sulit mengenai bagaimana menghindari agar perusahaan-
perusahaan yang tidak memiliki kelayakan untuk hidup tetap hidup secara artifisial. 

 
  Langkah tindakan tersebut, yang sudah mulai diterapkan, akan diperlukan selama permintaan 

ekonomi tetap tertekan. Unsur yang penting dari strategi pertama ini adalah:  
- Langkah-langkah likuiditas yang ditargetkan yang membantu meringankan tekanan pada 

arus kas perusahaan, seperti penangguhan kewajiban pajak dan jaminan sosial, pemrosesan 
yang dipercepat dari hutang pemerintah kepada perusahaan, subsidi bunga pinjaman dan 
pembebasan pembayaran untuk kewajiban layanan hutang, dan dukungan untuk akses ke 
kredit yang dapat dilunasi nanti; 

- perubahan sementara terhadap kerangka kerja insolvensi dan restrukturisasi, termasuk 
kerangka hukum untuk restrukturisasi hutang perusahaan dan langkah-langkah rekonsiliasi 
di luar pengadilan, untuk menghindari mendorong perusahaan untuk di-likuidasi 
berdasarkan kriteria keras yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi yang normal; 

- dukungan untuk biaya operasi seperti pembayaran untuk menutup pembayaran upah, sewa 
dan utilitas; dan keringanan biaya untuk lisensi, registrasi, dan perizinan pemerintah. 

 

 
111 Bank Dunia (2020). Assessing the impact and policy responses in support of private-sector firms in the context of the COVID-19 pandemic; and COVID-19 
Notes, 26 Maret 2020, makalah akademis yang tidak diterbitkan (mimeo).  
112 Perusahaan zombie adalah perusahaan yang memperoleh cukup uang untuk melanjutkan operasi dan membayar hutang tetapi tidak mampu 
melunasi utangnya, dan pada gilirannya, tidak dapat berinvestasi atau bertumbuh, sehingga mengalihkan sumber daya dari perusahaan yang sehat 
dan dapat bertahan. 
113 Fernandes dan Silva (2020), dikutip di dalam Bank Dunia (2020g) menemukan bahwa dampak negatif Krisis Keuangan Global (Global Financial 
Crisis, GFC) pada pekerjaan dan produktivitas di Brasil, Chili, Ekuador dan Meksiko tetap ada bahkan setelah pendapatan dan pengangguran pulih 
kembali. 
114 Didier Brandao, Tatiana; Huneeus, Federico; Larrain, Mauricio; Schmukler, Sergio L. (2020). 

http://documents.worldbank.org/curated/en/228811586799856319/Financing-Firms-in-Hibernation-During-the-COVID-19-Pandemic
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Langkah-langkah 
yang diumumkan 
sebagian besar 
adalah untuk 
menyediakan 
likuiditas ke sektor 
swasta 

 Menu bantuan Pemerintah saat ini untuk perusahaan sebagian besar diselaraskan dengan strategi 
pertama ini yang sebagian besar memerlukan tindakan sementara untuk menurunkan kebutuhan 
arus kas. Bantuan tersebut antara lain:  
1. Menurunkan pembayaran pajak, yang dapat mengurangi tekanan pada arus kas perusahaan. 

Pemerintah telah memberikan pengembalian pajak pertambahan nilai yang dipercepat 
kepada perusahaan, pembebasan dari pengaturan pemotongan pajak penghasilan saat 
mengimpor, meskipun tanpa perubahan terhadap total kewajiban pajak tahunan, dan 
pengurangan 30 persen angsuran pajak penghasilan bulanan, lagi-lagi tanpa perubahan pada 
total kewajiban tahunan. Langkah-langkah yang mengurangi kewajiban pajak tahunan 
perusahaan meliputi: pembebasan penuh selama 6 bulan atas pajak penghasilan akhir 
bulanan UMKM dan pembayaran pajak penghasilan pribadi karyawan yang akan dikenai 
pemotongan pajak. 

2. Menurunkan biaya listrik untuk perusahaan kecil yang mengandalkan sambungan daya 450 VA 
dan 900 VA dengan sepenuhnya membebaskan yang pertama dan memberikan diskon 50 
persen untuk yang terakhir, berlaku selama 6 bulan. 

3. Memfasilitasi restrukturisasi kredit, terutama bagi UMKM. Pemerintah mengizinkan bank dan 
LKNB untuk mengambil langkah toleransi pengawasan terhadap persyaratan tertentu 
(regulatory forbearance) untuk melonggarkan persyaratan kredit dan menyediakan akses yang 
lebih mudah ke restrukturisasi pinjaman.115 

4. Memberikan subsidi tingkat bunga dan fasilitas untuk pinjaman modal kerja baru, terutama bagi 
UMKM dan industri padat karya. Pemerintah telah mengalokasikan Rp 34,2 triliun untuk 
subsidi tingkat bunga bagi 60,6 juta rekening UMKM dengan total pinjaman sebesar Rp 
1.602 triliun. Anggaran yang diperuntukkan bagi skema tersebut didistribusikan melalui 
berbagai saluran pendanaan UMKM, seperti bank, perusahaan pembiayaan, platform daring 
(online), dan berlaku untuk pinjaman di bawah program pinjaman UMKM bersubsidi 
Pemerintah serta di bawah produk-produk non-subsidi lainnya.116 Pemerintah juga telah 
menyisihkan Rp 6 triliun untuk badan usaha milik negara PT Jaminan Kredit Indonesia 
(Jamkrindo) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)117 untuk memberikan jaminan 
kredit atas pinjaman modal kerja kepada UKM untuk menopang dan mendukung 
penyaluran pinjaman modal kerja ke perekonomian. Selain itu, dukungan untuk industri 
padat karya dalam bentuk skema penjaminan dan penempatan dana untuk restrukturisasi 
pinjaman telah diumumkan. 

 
Strategi kedua 
adalah membantu 
perusahaan untuk 
menyesuaikan diri 
dan meningkatkan 
usaha selama 
pemulihan 

 Serangkaian langkah tindakan yang kedua mencakup memfasilitasi upaya pengembangan 
kembali (repurposing) dan peningkatan produksi perusahaan-perusahaan yang sudah ada dan 
memfasilitasi masuknya perusahaan-perusahaan baru di pasar, untuk mengambil keuntungan 
dari meningkatnya permintaan dan perubahan pola permintaan.118 Strategi ini mencakup 
langkah-langkah stimulus sementara tetapi juga reformasi struktural, dengan tujuan untuk 
memfasilitasi munculnya sektor swasta yang lebih bersemangat yang akan lebih produktif dan 
menciptakan lebih banyak pekerjaan bagi kelas menengah; ini juga akan menjadi sektor swasta 
yang semakin memanfaatkan lingkungan Indonesia daripada memberikan tekanan yang tidak 
berkelanjutan. Langkah-langkah untuk memfasilitasi perusahaan untuk mendapatkan sumber 
daya yang diperlukan (modal, karyawan, dan masukan fisik dan layanan) untuk memenuhi 
permintaan yang meningkat dan beradaptasi dengan perubahan dalam pola permintaan. Di saat 
pemulihan sedang berlangsung, perusahaan kemudian perlu mengaktifkan kembali operasi, 

 
115 Langkah tindakan di sektor keuangan untuk mendukung restrukturisasi pinjaman dirinci di Bagian B.4. 
116 Skema ini mendanai pemberi pinjaman dengan memberikan kepada peminjam yang memenuhi syarat dengan opsi seperti penangguhan 
pembayaran pokok pinjaman dan pembayaran bunga selama 6 bulan atau penangguhan pembayaran pokok pinjaman selama 6 bulan dengan 
pengurangan suku bunga 2 hingga 6 poin persentase. 
117 PT Askrindo (Persero) bertindak sebagai lembaga penjamin yang membantu UMKM yang memenuhi syarat dan memiliki jaminan yang cukup 
untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, baik bank maupun bukan bank. 
118 Bank Dunia (2020). Assessing the impact and policy responses in support of private-sector firms in the context of the COVID-19 pandemic; and COVID-19 
Notes, 26 Maret 2020. 
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menyelesaikan gangguan pada rantai pasokan baru-baru ini, dan meningkatkan produksi. Tahap 
pemulihan ini juga kemungkinan akan melihat adanya perubahan sistematis dalam preferensi 
konsumsi, seperti lebih banyak belanja daring (online) dan pengiriman barang ke rumah, lebih 
banyak layanan digital, lebih banyak pekerjaan berbasis rumah, dan lebih banyak menggunakan 
produk anti-COVID-19, seperti alat pelindung diri dan pembersih tangan. Sebagai hasilnya, 
unsur kunci dari strategi yang kedua ini dapat berupa, antara lain: 
- memastikan akses ke kredit untuk meningkatkan produksi atau memulai kegiatan produksi 

atau jasa yang baru atau yang disesuaikan; 
- menawarkan akumulasi rugi pajak yang belum dimanfaatkan (loss carryback) dan fasilitas 

penyusutan yang dipercepat untuk usaha bisnis yang berinvestasi di pabrik dan mesin, 
renovasi, dan perbaikan; 

- membebaskan pekerja terampil asing dari persyaratan perizinan (kecuali untuk pengujian 
COVID-19); 

- menurunkan biaya masukan dengan menghilangkan pemeriksaan yang tidak penting dan 
pembatasan masukan yang diimpor (mis. pemeriksaan pra-pengiriman, verifikasi pihak 
ketiga mengenai kepatuhan terhadap SNI, pembatasan pelabuhan masuk, monopoli impor 
negara), pemeriksaan pelacakan cepat lainnya, dan pembebasan bea masuk. 

 
Langkah utama yang 
diumumkan untuk 
tahap pemulihan 
adalah pemotongan 
pajak penghasilan 
badan 

 Sementara dapat dipahami pelaksanaan dari dukungan pemerintah berfokus pada strategi 
pertama dan, di dalamnya, terutama pada bantuan likuiditas, terdapat paket tanggapan terhadap 
COVID-19 yang diprediksi akan menjadi langkah tindakan jangka panjang juga. Yang paling 
menonjol adalah pemotongan tarif pajak penghasilan badan standar menjadi 22 persen pada 
tahun 2020, dengan tarif yang turun menjadi 20 persen pada tahun 2022.119 Sementara niat untuk 
menyamakan tarif pajak dengan negara-negara lain di ASEAN dapat dipahami, tidak ada bukti 
bahwa tarif pajak badan merupakan kendala bagi investasi di Indonesia, sementara hasil pajak 
yang lebih rendah secara struktural menimbulkan tantangan dalam mengatasi hambatan daya 
saing yang sudah ada terkait dengan infrastruktur dan sumber daya manusia. Saluran lain yang 
masuk akal untuk mengurangi biaya operasi di perusahaan adalah subsidi upah, yang telah 
digunakan secara efektif di negara-negara lain untuk menjaga hubungan majikan-pekerja yang 
berharga. Namun demikian, ini mungkin perlu ditargetkan dengan hati-hati, karena subsidi upah 
yang meluas mungkin terlalu berat untuk anggaran fiskal. Selain itu, mungkin sulit untuk 
menerapkannya dalam konteks informalitas bisnis dan pekerja Indonesia yang tinggi.  

 
Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional 
(PEN) diperkirakan 
menelan biaya Rp 
150 triliun untuk 
langkah tindakan 
yang berfokus pada 
pemulihan 

 Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan 
Pemerintah No. 23/2020 menetapkan kebijakan stimulus terbaru untuk melunakkan dampak 
ekonomi dari pandemi. Program ini, yang diperkirakan menelan biaya Rp 150 triliun terdiri dari, 
antara lain, keringanan pajak, suntikan modal untuk badan usaha milik negara (BUMN), subsidi 
bunga pinjaman untuk UMKM, dukungan likuiditas untuk industri perbankan, serta bantuan 
keuangan untuk rumah tangga yang rentan. 

 

 
119 Perusahaan publik yang setidak-tidaknya 40 persen sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan yang memenuhi persyaratan tertentu 
lainnya akan terus menerima diskon 3 poin persentase pada tarif standar pajak penghasilan badan.  
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Gambar B.7: Hanya 7 persen perusahaan yang menerima 
bantuan dari pemerintah  
(pangsa perusahaan yang menerima bantuan pada bulan Mei atau Juni 
2020, persen)  

Gambar B.8: Sebagian besar perusahaan tidak menyadari 
bahwa mungkin tersedia bantuan  
(pangsa perusahaan menurut alasan mengapa belum menerima bantuan, 
Mei-Juni 2020, persen) 

  

Sumber: Survei COVID-19 Business Pulse Bank Dunia, perhitungan staf 
Bank  Dunia 

Sumber: Survei COVID-19 Business Pulse Bank Dunia, perhitungan staf 
Bank  Dunia 

 
Langkah tindakan 
yang ada saat ini 
mungkin tidak 
cukup bagi 
perusahaan untuk 
dapat sepenuhnya 
mengatasi 
penurunan ekonomi 
dan mempersiapkan 
diri untuk pemulihan 

 Meskipun masih terlalu dini untuk mengukur kecukupan langkah tindakan tersebut karena 
penurunan ekonomi masih berlangsung, kemungkinan besar bantuan akan berkurang, 
mengingat skala dari penurunan ekonomi. Survei Denyut Bisnis COVID-19 (COVID-19 Business 
Pulse Survey) Bank Dunia120 menunjukkan bahwa hanya 7 persen perusahaan yang menerima 
bantuan, sementara sebagian besar perusahaan tidak mengetahui akan adanya bantuan (Gambar 
B.7 dan Gambar B.8). Selain itu, meskipun ada penekanan relatif pada upaya untuk membantu 
UMKM – karena kerentanan tinggi terhadap guncangan negatif yang tajam dan jejak ekonomi 
yang besar – beberapa langkah di atas akan mengalami kesulitan untuk menjangkau perusahaan-
perusahaan mikro. Perusahaan mikro mewakili sekitar 89 persen jumlah perusahaan di negara 
ini, yang mendapatkan pendapatan yang serupa dengan pekerja lepas, dan menggunakan modal 
yang terbatas. Seringkali mereka sangat informal, dengan sedikit hubungan dengan perantara 
keuangan dan sistem perpajakan. Dalam banyak kasus, badan usaha tersebut akan menerima 
dukungan tidak langsung melalui bantuan sosial Pemerintah yang diperluas, tetapi banyak juga 
yang tidak mendapat perhatian atau tidak ditangani. Akhirnya, perhatian Pemerintah yang 
terbatas pada aspek-aspek strategi kedua yang penting ini, meninggalkan banyak kerja keras yang 
harus dilakukan untuk memastikan rebound sektor swasta yang sukses ketika ekonomi dibuka 
kembali. Berita baiknya adalah bahwa berbagai tindakan yang dapat membantu pemulihan ini 
hanya memerlukan pengeluaran fiskal yang sangat sedikit, seperti reformasi impor dan revisi 
terhadap perizinan bagi para profesional terampil asing. 

 
RUU Omnibus 
untuk Penciptaan 
Lapangan Kerja 
menawarkan 
kesempatan untuk 
melaksanakan 
reformasi struktural 
yang mendalam 

 Konteks yang tidak pasti yang akan mendominasi prospek perekonomian menggarisbawahi 
pentingnya untuk mendorong lingkungan yang kondusif secara permanen untuk investasi, 
perdagangan, dan inovasi. RUU Omnibus untuk Penciptaan Lapangan Kerja adalah langkah 
potensial ke arah yang benar. RUU tersebut, yang saat ini sedang dibahas di DPR, bertujuan 
untuk merevisi 79 undang-undang dengan tujuan menarik investasi dan merangsang daya saing 
perusahaan di Indonesia. RUU ini memiliki potensi untuk mendukung pemulihan pasca-
COVID-19 dalam waktu dekat, seraya menetapkan fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang 
yang lebih cepat. Sejumlah langkah tindakan berikut ini sangat disambut: 

 
 

120 Survei Denyut Bisnis COVID-19 (COVID-19 Business Pulse Survey) Bank Dunia ini dilakukan pada bulan Mei dan Juni 2020. Survei ini 
meminta sampel dari 850 perusahaan dari seluruh Indonesia mengenai dampak COVID-19 terhadap mereka melalui saluran-saluran seperti 
permintaan, pasokan, arus kas, dan ketidakpastian. 
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Dengan 
menghilangkan 
batasan investasi, 
RUU ini akan 
memberi isyarat 
bahwa Indonesia 
terbuka untuk bisnis 

 i. RUU ini akan memberi isyarat kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia terbuka 
untuk bisnis dengan menghapus pembatasan investasi, termasuk praktik diskriminatif 
terhadap investor asing dalam undang-undang sektoral. Penghapusan batasan bagi modal 
asing dapat memicu tambahan investasi sebesar USD 6,8 miliar.121 

 
RUU ini akan 
meningkatkan 
lingkungan 
perdagangan dan 
membantu 
perusahaan-
perusahaan lokal 
untuk berpartisipasi 
dalam rantai nilai 
global 

 ii. RUU ini akan meningkatkan lingkungan perdagangan dan meningkatkan partisipasi 
perusahaan-perusahaan lokal dalam rantai nilai global yang bergantung pada impor dan 
ekspor. Memberlakukan pendekatan berbasis risiko untuk perizinan impor dan ekspor dapat 
mengurangi biaya dan ketidakpastian perdagangan. Analisis Bank Dunia menunjukkan 
bahwa surat rekomendasi untuk mendapatkan setiap perizinan impor menelan biaya sebesar 
6 sen untuk setiap dolar nilai impor. Memindahkan otoritas untuk perizinan terkait 
perdagangan dari kementerian sektoral ke Pemerintah Pusat akan mengurangi diskresi 
kementerian dan peluang korupsi. 

 
Reformasi proses 
sertifikasi SNI akan 
mempersingkat dan 
mengurangi 
ketidakpastian 
dengan proses 
tersebut 

 iii. Menghilangkan proses penunjukan dari Menteri kepada lembaga-lembaga terakreditasi 
untuk melakukan penilaian kesesuaian dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat 
mempercepat dan mengurangi ketidakpastian proses sertifikasi SNI. Proses sertifikasi SNI 
diperkirakan akan meningkatkan biaya masukan untuk bisnis sebesar 21 persen. 

 
RUU ini mencakup 
reformasi yang dapat 
berdampak buruk 
bagi kesehatan dan 
keselamatan 
manusia, kekayaan 
sumber daya alam, 
dan hak-hak pekerja 

 Namun demikian, RUU ini juga mengusulkan reformasi yang dapat mengakibatkan dampak 
buruk, terutama dalam lingkungan ekonomi saat ini. Misalnya, usulan di salam RUU ini 
mengenai relaksasi persyaratan untuk perlindungan lingkungan hidup akan merusak kekayaan 
sumber daya alam yang sangat penting bagi mata pencaharian banyak orang dan dapat 
berdampak negatif terhadap investasi. Upaya Pemerintah di bidang ini ditargetkan untuk 
mengurangi penundaan. Namun demikian, penyebab keterlambatan dan ketidakpastian untuk 
mendapatkan izin lingkungan hidup adalah proses yang rumit dan pelaksanaannya yang 
sewenang-wenang dan korup, daripada perlindungan yang termaktub di dalam Undang-Undang 
Lingkungan hidup (2009). Selain itu, RUU ini menghapus prinsip keselamatan dari beberapa 
undang-undang yang mengatur perizinan kegiatan dan produk-produk yang berisiko tinggi, 
seperti obat-obatan, rumah sakit, dan konstruksi bangunan, dan tidak lagi menganggapnya 
sebagai risiko yang tinggi. Selanjutnya, beberapa revisi di dalam RUU ini yang diusulkan untuk 
UU Ketenagakerjaan dapat mengurangi perlindungan bagi para pekerja. Usulan pembebasan 
dari kepatuhan terhadap upah minimum yang meluas dan reformasi untuk menghapuskan 
pembayaran pesangon tanpa adanya usulan yang sepenuhnya disempurnakan untuk tunjangan 
pengangguran yang efektif dan skema asuransi, dapat melemahkan perlindungan bagi para 
pekerja dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Ini khususnya bermasalah pada saat 
pengangguran meningkat karena krisis COVID-19. Pada saat yang sama, reformasi undang-
undang ketenagakerjaan kurang penting dibandingkan reformasi perdagangan dan investasi 
untuk merangsang investasi baru.122  

 
121 Perkiraan staf Bank Dunia berdasarkan arus investasi di masa lalu dan perubahan batasan bagi modal asing lintas sektoral dan dari waktu ke 
waktu di Indonesia. 
122 Bank Dunia (2012).  

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11843
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Peraturan perundang-undangan dan kebijakan terbaru lainnya, dari pertambangan hingga 
pertanian, juga berisiko menimbulkan dampak negatif limpahan aktivitas ekonomi (spillover) 
bagi masyarakat (Kotak B.1) 

4. Sektor Keuangan: Meningkatkan likuiditas ke sektor swasta dan melindungi portofolio pinjaman 
untuk menjaga stabilitas keuangan 

Langkah tindakan 
pemerintah telah 
difokuskan untuk 
memastikan 
ketersediaan kredit 
dan melindungi 
portofolio pinjaman 
untuk mendukung 
stabilitas sistem 
keuangan 

 Ketika penurunan ekonomi terjadi dan semakin banyak perusahaan dan rumah tangga yang 
terkena dampak yang parah, terdapat potensi kerentanan sektor keuangan untuk muncul di 
seluruh ekonomi karena kualitas aset dan neraca memburuk. Menyadari akan risiko stabilitas 
sistem keuangan ini, Pemerintah telah menanggapinya – yang sejauh ini telah berhasil – dengan 
langkah tindakan yang bertujuan untuk menopang pasokan likuiditas dan kualitas portofolio 
pinjaman bank. Intervensi BI meliputi penurunan tingkat suku bunga kebijakan dan persyaratan 
cadangan, perluasan fasilitas repo dan buffer makroprudensial, dan pembelian surat berharga 
pemerintah di pasar primer dan sekunder (Bagian A.4). Dalam jangka pendek, langkah-langkah 
ini memiliki dampak yang diinginkan untuk membendung arus keluar modal yang cukup besar 
yang terjadi dari pertengahan Februari hingga pertengahan Maret, menstabilkan nilai tukar, 
membendung tekanan ke atas pada imbal hasil pada sekuritas Pemerintah, dan mempertahankan 
level kredit yang diperantarai oleh bank. Kenaikan awal dalam imbal hasil obligasi pemerintah 
acuan (benchmark), dari 200 bp antara akhir bulan Februari dan pertengahan Maret untuk tenor 
10 tahun acuan, telah menurun sebagian. Demikian pula, depresiasi nilai tukar Rp/USD selama 
periode yang sama sekitar 15 persen hampir sepenuhnya menurun. Pada bulan Juni, kebijakan 
sektor keuangan inti Pemerintah lainnya bagi bank dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) 
dapat dikelompokkan dalam tiga kategori: 

 
  i. Kebijakan restrukturisasi pinjaman 

untuk bank dan LKBB.123 Bank 
dan LKBB diizinkan untuk 
mengambil langkah 
pelonggaran pengawasan 
terhadap persyaratan tertentu 
(regulatory forbearance) untuk 
melonggarkan persyaratan 
kredit dan menyediakan akses 
yang lebih mudah ke 
restrukturisasi pinjaman. 
Langkah tindakan ini untuk 
debitur sasaran dengan kredit di 
bawah Rp 10 miliar yang 
terkena dampak COVID-19 
dan akan tersedia hingga 31 
Maret 2021. Metode 
restrukturisasi kredit dapat 
mencakup: penurunan suku 
bunga; perpanjangan jangka waktu pinjaman; pengurangan tunggakan pokok; pengurangan 
tunggakan bunga; penambahan fasilitas kredit; dan konversi kredit ke ekuitas. Pada akhir 
bulan Juni 2020, 100 dari 110 bank telah mulai menerapkan program restrukturisasi tersebut. 
Sebanyak 6,4 juta debitur, yang merupakan 13,5 persen dari total peminjam bank, telah 
memperoleh manfaat dari restrukturisasi, dengan nilai total Rp 695,3 triliun, setara dengan 
12,5 persen dari total jumlah pinjaman di dalam sistem. Dari semua debitur yang 

Gambar B.9: Rasio pinjaman terhadap simpanan (loan-
to-deposit ratio, LDR) telah jatuh sejak Desember 2019 
(persen)  

 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK); perhitungan staf Bank 
Dunia 

 
123 Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 dan 14/POJK.05/2020. 
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direstrukturisasi, 5,0 juta di antaranya adalah debitur UMKM dengan total nilai 
restrukturisasi sebesar Rp 282,6 triliun. 

ii. Kebijakan bantuan likuiditas bagi bank yang menyediakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan 
tambahan. Program Pemulihan Ekonomi Nasional terdiri dari beberapa langkah tindakan, 
termasuk Kebijakan Bantuan Likuiditas bagi Bank.124 Di bawah program ini, Pemerintah 
dapat memberikan dukungan likuiditas kepada bank-bank yang melakukan restrukturisasi 
kredit atau memberikan pinjaman tambahan.125 Kebijakan ini tepat waktu mengingat 
likuiditas bank-bank tersebut yang diukur dengan rasio pinjaman terhadap simpanan telah 
jatuh tahun ini, mencapai level terendah dalam dua tahun pada bulan April (Gambar B.9). 

iii. Kebijakan subsidi tingkat suku bunga dan kebijakan penjaminan kredit. Sebagaimana disebutkan di 
bagian sebelumnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi tingkat suku bunga 
bagi UMKM.126 

 
Sementara 
kecukupan dari 
langkah tindakan 
yang diambil saat ini 
belum jelas, 
kemungkinan akan 
diperlukan langkah 
tindakan lebih lanjut 

 Mirip dengan langkah tindakan untuk sektor swasta, masih terlalu dini untuk menilai kecukupan 
langkah tindakan pemerintah ini, karena langkah ini baru saja diluncurkan dan dampak krisis 
pada sektor keuangan melalui sektor swasta masih sedang berlangsung. Sementara keringanan 
persyaratan pinjaman yang disetujui oleh OJK akan memungkinkan usaha bisnis untuk 
mendapat peluang yang lebih besar untuk restrukturisasi pinjaman, timbul kekhawatiran apakah 
restrukturisasi pinjaman itu sendiri akan mencukupi, atau hanya mengakibatkan bank menunda 
tindakan untuk mengatasi kendala pendanaan yang dihadapi oleh klien mereka, dengan demikian 
mendorong masalah ini ke masa yang akan datang. Selain itu, langkah-langkah bantuan likuiditas 
untuk bank tidak memberikan jaminan bahwa manfaat akan sepenuhnya diteruskan kepada 
usaha bisnis yang menjadi debitur mereka. Bank-bank dengan pendapatan yang menurun tajan 
mungkin tergoda untuk menggunakan suntikan likuiditas pemerintah untuk memperkuat neraca 
mereka sendiri daripada memberikan manfaat kepada para debitur mereka yang berisiko. 
Kebijakan tambahan mungkin diperlukan untuk mendukung perusahaan-perusahaan yang 
berorientasi pada pertumbuhan, mendorong dilakukannya realokasi sumber daya ke perusahaan-
perusahaan yang lebih efisien, dan menghindari langkah-langkah yang berisiko menopang 
perusahaan-perusahaan “zombie”. 

 
Pelemahan lebih 
lanjut di sektor 
swasta dan 
keuangan mungkin 
dapat terjadi... 
 

 Meskipun berbagai bantuan diberikan kepada sektor swasta dan keuangan, tidaklah mungkin 
untuk dapat sepenuhnya mengimbangi dampak penurunan yang tajam. Bulan-bulan terakhir ini 
terlihat penjualan anjlok, yang kemungkinan telah secara signifikan memperburuk neraca sektor 
swasta, arus kas yang terbatas, dan meningkatkan risiko kepailitan. Pinjaman bermasalah 
diperkirakan akan meningkat dan kualitas aset secara keseluruhan memburuk, sementara risiko 
kredit klien tetap tinggi dan pinjaman baru berkurang, meskipun ada langkah-langkah untuk 
meningkatkan ketersediaan kredit. Selain itu, langkah-langkah kebijakan luar biasa yang untuk 
sementara melonggarkan standar kehati-hatian dan standar pemberian pinjaman untuk 
mendukung sektor swasta perlu dipantau dan dikalibrasi untuk mengelola risiko dan berpotensi 
meningkatkan beban pada sistem keuangan. 

 
…tetapi mekanisme 
pemantauan dan 
perluasan resolusi 

 Pemantauan ketat atas risiko di seluruh sistem dan risiko sistemik akan sangat penting untuk 
mengidentifikasi kerentanan yang muncul, dan perangkat mekanisme penyelesaian harus 
didukung. Bank diharapkan untuk menghasilkan dan mengungkapkan informasi yang dapat 

 
124 Peraturan Pemerintah No. 23/2020 diterbitkan pada tanggal 11 Mei 2020 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 2/2020. 
125 Skema ini menetapkan dua jenis bank: bank yang berpartisipasi dan bank pelaksana. Bank yang berpartisipasi adalah bank umum besar dan 
milik lokal yang menerima penempatan dana pemerintah dan menyediakan dana penyangga likuiditas kepada bank pelaksana. Bank pelaksana 
mengacu pada bank umum yang melakukan kebijakan restrukturisasi kredit atau memberikan pembiayaan tambahan, secara langsung atau tidak 
langsung, melalui Bank Perkreditan Rakyat atau perusahaan pembiayaan. Sebelum mengajukan permintaan bantuan likuiditas dari Pemerintah, 
bank-bank pelaksana diharuskan untuk menggunakan cara-cara lain untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mereka secara internal dan dengan 
mencari dana dari pasar uang antar bank, repo, atau pinjaman likuiditas jangka pendek Bank Indonesia. 
126 Lihat pembahasan di Bagian B.3. 
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yang lebih baik akan 
membantu pihak 
berwenang 
mengelola risiko 
yang muncul 

diandalkan, sering, dan dapat diperbandingkan mengenai pinjaman yang telah mendapatkan 
manfaat dari langkah-langkah bantuan bagi peminjam, untuk mendukung penilaian kualitas aset, 
provisi, dan kecukupan modal secara terus menerus.127 Perencanaan pemulihan dan resolusi 
untuk bank mungkin perlu diperbarui, dan kerangka kerja pengelolaan kredit bermasalah (NPL) 
diberlakukan berikut dengan proses kepailitan yang komprehensif dan proses di luar 
pengadilan.128 Pengaturan koordinasi antara OJK, sebagai badan pengawas, dan Lembaga 
Penjamin Simpanan (LPS), sebagai otoritas resolusi, harus lebih diperkuat untuk memastikan 
bahwa LPS mendapat informasi mengenai tekanan yang muncul di tahap awal dan dipersiapkan 
untuk mengambil langkah-langkah resolusi yang mungkin jika situasinya memburuk. Hal ini 
dapat difasilitasi, sampai batas tertentu, melalui pembentukan fungsi resolusi yang efektif, 
termasuk perencanaan resolusi dan program restrukturisasi bank dalam situasi krisis. 
Pengembangan mekanisme pendanaan resolusi yang didanai industri juga dibutuhkan, meskipun 
mekanisme pendanaan publik masih diperlukan, yang tunduk pada pengamananan yang baik. 

5. Meningkatkan keterampilan masyarakat Indonesia agar mereka dapat kembali bekerja 

Tren pasar tenaga 
kerja yang mengarah 
kepada persyaratan 
keterampilan yang 
lebih tinggi akan 
lebih cepat terjadi 
pasca COVID-19 

 Pandemi ini tidak hanya menyebabkan hilangnya pekerjaan secara substansial, tetapi juga 
mempercepat tren menuju otomatisasi pekerjaan berketerampilan rendah yang memerlukan 
kehadiran fisik, dan pekerjaan bergilir (shift) yang dapat dilakukan dari jarak jauh di mana 
konektivitas dan keterampilan digital sangat diperlukan. Beberapa sektor padat karya seperti 
yang terkait dengan pariwisata sangat terpukul dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk 
pulih sepenuhnya. Sektor-sektor yang terkait dengan ekonomi digital, yang banyak di antaranya 
dapat dikerjakan jarak jauh, akan cenderung bertumbuh lebih cepat. Secara keseluruhan, para 
pencari kerja akan lebih membutuhkan keterampilan yang berbeda dan yang lebih tinggi pasca-
COVID-19, di mana menunjukkan peran penting bagi kebijakan dan program yang mendukung 
pendidikan, pelatihan, pelatihan ulang, pemberian keterampilan baru, dan penempatan kembali 
para pekerja. 

 
Penutupan lembaga-
lembaga pendidikan 
dapat menggerus 
keterampilan banyak 
pekerja muda yang 
akan memasuki 
pasar tenaga kerja, 
khususnya siswa 
yang berasal dari 
keluarga 
berpenghasilan 
rendah 

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyarankan pemerintah 
daerah agar menutup sekolah untuk sementara dan membatalkan ujian nasional bagi sekitar 8 
juta siswa. Universitas dan sekolah-sekolah tinggi kejuruan ditutup secara nasional, yang 
berdampak pada 8 juta siswa lainnya. Di sekolah menengah dan perguruan tinggi, penutupan 
sekolah yang berlarut-larut meningkatkan risiko putus sekolah, khususnya di kalangan siswa yang 
berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, yang cenderung akan memasuki angkatan kerja 
daripada kembali ke sistem pendidikan begitu situasinya telah kembali normal, terutama karena 
kebutuhan untuk menutup kehilangan penghasilan rumah tangga yang disebabkan oleh 
pandemi.  
 
Mengingat kebutuhan keterampilan yang berbeda dari pasar tenaga kerja pasca-COVID-19, 
risiko putus sekolah dan erosi keterampilan yang terjadi khususnya di keluarga berpenghasilan 
rendah sangat memprihatinkan. Panduan perencanaan jangka pendek dan menengah akan 
sangat bermanfaat bagi sekolah menengah, sekolah tinggi, dan lembaga pelatihan kejuruan, di 
mana jangka pendek fokus pada dukungan kepada para pendidik untuk memberikan 
pembelajaran jarak jauh, dan untuk jangka menengah sampai jangka panjang adalah bantuan 
untuk membangun ketahanan dan memberi pendidikan melalui EdTech (Education Technology - 
gabungan penggunaan perangkat keras komputer, perangkat lunak, dan teori serta praktik 
pendidikan untuk memfasilitasi pembelajaran – pent.). 

 

 
127 Bank Dunia (2020f). 
128 Bank Dunia (2020g).  
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Kebijakan untuk 
mendukung para 
pekerja muda yang 
akan memasuki 
pasar tenaga kerja – 
dan untuk 
memperlengkapi 
mereka yang sudah 
bekerja – akan 
sangat penting 
untuk membantu 
para pekerja 
beradaptasi dengan 
pasar tenaga kerja 
pasca-COVID-19 

 Kartu Prakerja, yang telah dirancang ulang untuk memberikan dukungan yang cepat kepada 
pengangguran baru melalui pelatihan daring selama COVID-19, diselenggarakan dengan baik 
untuk memberikan insentif keterampilan melalui pelatihan jangka pendek. Secara lebih luas, 
sistem Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Kejuruan (Technical and Vocational Education and 
Training, TVET) Indonesia dapat disesuaikan dengan memfasilitasi pengembangan keterampilan 
yang dibutuhkan untuk penyesuaian terhadap perubahan struktural yang diakibatkan oleh 
COVID-19 serta mega-tren yang mendasarinya. 
 
Langkah-langkah lain yang dapat dipertimbangkan termasuk subsidi upah di sektor-sektor 
tertentu yang mendukung perekrutan baru (agar menghindari pembiayaan bagi sektor yang berisi 
perusahaan-perusahaan yang sehat) dan/atau dengan menyediakan pelatihan di tempat kerja (on-
the-job training, OJT), serta upaya untuk memperkuat pencarian pekerjaan yang tepat, dan 
konseling pencarian kerja dalam memfasilitasi transisi lintas pekerjaan, lintas sektor ekonomi, 
lintas pekerjaan, dan lintas daerah. 
 
Yang mendasari semua upaya tersebut adalah peningkatan kualitas informasi pasar tenaga kerja 
yang ada dan, yang terpenting, memastikan bahwa informasi tersebut dapat digunakan dengan 
mudah sehingga memberi informasi yang tepat bagi kebijakan pendidikan dan program 
pelatihan, serta mendukung upaya intermediasi pasar tenaga kerja. Secara kritis, pemerintah 
perlu memanfaatkan big data (istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data 
yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur – pent.) dari lowongan pekerjaan yang ada 
untuk mengetahui kebutuhan pasar tenaga kerja dan pekerjaan serta keterampilan yang sesuai 
dengan permintaan, disertai survei khusus yang mengumpulkan informasi terperinci untuk 
mengisi kesenjangan data. Perangkat lain yang dikembangkan baru-baru ini seperti Daftar 
Pekerjaan Kritis harus diprogram setiap tahunnya. 

6. Memperkuat jaring pengaman dan memastikan tenaga kerja yang sehat dan produktif 

Membangun sistem perlindungan sosial modern yang inklusif dan merata 
 
Perluasan 
perlindungan sosial 
telah menyoroti 
adanya kesenjangan 
dalam kebijakan 
perlindungan sosial 
dan sistem 
penyalurannya 
 

 Tanggapan perlindungan sosial Pemerintah terhadap krisis sangat kuat. Langkah-langkah untuk 
mengurangi dampak buruk di antara masyarakat miskin dan rentan termasuk perluasan dan 
pengulangan beberapa program bantuan sosial yang sudah ada, serta penambahan program-
program yang baru. Tindakan cepat telah memberi dukungan tambahan bagi jutaan rumah 
tangga yang terdaftar di dalam program bantuan sosial, dan simulasi menunjukkan bahwa 
tanggapan tersebut efektif melindungi penghasilan masyarakat yang paling rentan, meskipun 
hilangnya kesejahteraan tetap terjadi. Namun demikian, pandemi dan responsnya juga 
mengungkapkan adanya kelemahan dari sistem perlindungan sosial. Ada tiga hal yang menonjol. 
Yang pertama, dalam menjangkau rumah tangga miskin dan rentan yang belum dimasukkan ke 
dalam sistem. Instrumen utama untuk mengidentifikasi rumah tangga tersebut – Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS) – tidak dirancang untuk mendata rumah tangga yang jatuh ke 
dalam kemiskinan sebagai akibat dari guncangan cepat seperti COVID-19, atau bencana alam 
berskala besar. Tidak ada layanan cepat tanggap yang dapat diakses dengan mudah – dan 
khususnya dalam kasus COVID-19 – yang dapat diakses dari jauh, sehingga sulit untuk 
menargetkan dan menjangkau orang dan rumah tangga yang menghadapi keadaan yang 
mendadak berubah (“miskin baru”). Yang kedua, cakupan bantuan sosial terkonsentrasi di 
antara rumah tangga miskin yang memiliki anak-anak, sehingga meninggalkan kelompok-
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kelompok lain seperti para lansia dan penyandang cacat meskipun kondisi mereka sama.129 Selain 
itu, kelas menengah dan bagian dari calon kelas menengah tidak tercakup. Tingginya insidensi 
tenaga kerja informal berarti cakupan jaminan sosial yang ada masih rendah dan stagnan. 

 
Mempertahankan 
beberapa perluasan 
baru dan 
memberlakukankan 
beberapa reformasi 
tambahan akan 
mencakup 
perlindungan sosial 
yang lebih luas 

 Ke depan, ada kebutuhan untuk membangun, menyebarkan, dan melindungi sumber daya 
manusia dalam jangka panjang. Sistem perlindungan sosial yang kuat akan membantu 
Pemerintah dalam mendukung perencanaan jangka panjang dalam rumah tangga, mengurangi 
kemiskinan dan melindungi kehidupan serta mata pencaharian. Kesenjangan dalam sistem 
perlindungan sosial perlu diatasi dengan membangun sistem perlindungan sosial yang lebih 
komprehensif dan adaptif yang dapat mewujudkan Indonesia lebih inklusif dan makmur 
sebagaimana tercantum di dalam Visi Pemerintah Indonesia 2045. Laporan Utama Perlindungan 
Sosial Indonesia 130 menjelaskan bahwa sistem seperti itu akan semakin dibutuhkan untuk 
melindungi masyarakat Indonesia dari masalah yang diperkirakan akan timbul dari penduduk 
yang menua, perubahan teknologi yang lebih cepat, dan dunia kerja yang berkembang pesat dan 
yang semakin tidak biasa ditemui. Tindakan di tiga bidang harus diprioritaskan: 

 
Peningkatan 
perbaikan terhadap 
bantuan sosial baru-
baru ini harus tetap 
dipertahankan, dan 
diperluas dengan 
mencakup para 
lansia dan 
penyandang cacat 

 i. Mempertahankan unsur-unsur utama dari perluasan bantuan sosial yang terjadi sebagai 
tanggapan terhadap COVID-19 akan membantu mengisi kesenjangan yang sudah ada 
sebelumnya, selain itu diberikan pula pertimbangan lebih lanjut kepada para lansia dan para 
penyandang disabilitas. Memperluas bantuan sosial dengan secara bertahap memperkecil nilai 
manfaat (tapered benefits) kepada kelompok 40 persen termiskin dapat menentukan tingkat 
“jaminan minimum” yang ada di seluruh siklus hidup melalui paket program yang 
komprehensif. Selain itu, program jaminan sosial Indonesia harus dibuat lebih responsif 
terhadap guncangan seperti bencana alam dan epidemi, seperti COVID-19. 

 
Skema jaminan 
sosial yang baru dan 
diperluas akan 
membantu 
melengkapi program 
bantuan sosial 
negara 

 ii. Serangkaian program jaminan sosial wajib dan jaminan sosial yang dibiayai secara 
perorangan untuk pemerataan konsumsi dapat melengkapi perluasan yang diusulkan dalam 
bantuan sosial dan memastikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kejadian 
yang dapat beresiko menyebabkan kesulitan yang signifikan. Sebagai contohnya, kontribusi 
pemerintah untuk membantu meningkatkan cakupan jaminan sosial di kalangan pekerja 
informal; penggabungan sistem pembayaran pesangon saat ini ke dalam rekening tabungan 
pengangguran yang telah didanai sebelumnya yang dapat dikelola bersama dengan program 
tabungan hari tua yang ada; dan dukungan untuk memperluas dan meningkatkan cakupan 
jaminan kesehatan.  

 
Diperlukan 
pangkalan data 
penduduk yang lebih 
komprehensif dan 
dimutakhirkan 
secara berkala untuk 
mendukung sistem 
perlindungan sosial 
yang lebih adaptif 

 iii. Investasi lebih lanjut harus dilakukan dalam sistem pengiriman yang baik seperti DTKS yang 
dinamis yang mencakup lebih banyak penduduk dan dapat digunakan oleh semakin banyak 
program dengan berbagai tujuan daripada bantuan sosial yang ditargetkan untuk 
kemiskinan. Penerima baru yang diidentifikasi melalui permintaan baru Kartu Prakerja dan 
BLT Dana Desa, serta Sembako dalam bentuk barang untuk Jabodetabek, dapat 
diprioritaskan untuk didaftarkan secara penuh ke DTKS sehingga DTKS dapat mencakup 
hampir dua kali lipat dari yang sebelumnya.131 Di masa mendatang, diperlukan investasi 
dalam antarmuka pemerintah daerah yang kuat dengan kapasitas yang memadai untuk 
melakukan pemutakhiran basis data yang teratur dan sesuai permintaan, untuk memastikan 

 
129 Khususnya, perbedaan dalam distribusi kesejahteraan relatif kecil antara kelas menengah miskin, rentan dan calon kelas menengah. Kelompok 
calon kelas menengah ini saat ini tidak menerima bantuan sosial, berdasarkan rancangan, dan kecil kemungkinannya untuk mengakses program-
program jaminan sosial beriuran di bawah SJSN. Melindungi kelompok ini lebih banyak melalui bantuan sosial dan mendorong akses ke jaminan 
sosial akan menjadi hal yang penting untuk membantu mendorong pertumbuhan kelas menengah yang berkelanjutan.  
130 Bank Dunia (2020a). Temuan dari laporan ini dan materi tambahan dapat diakses dari: 
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/investing-in-people-social-protection-for-indonesia-2045-vision 
131 Jika semuanya dimasukkan, ini bisa mewakili sebanyak 27 juta rumah tangga tambahan. 
 

https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/investing-in-people-social-protection-for-indonesia-2045-vision
https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/investing-in-people-social-protection-for-indonesia-2045-vision
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keandalannya yang berkelanjutan dan kesesuaiannya untuk mendukung sistem perlindungan 
sosial yang modern dan adaptif.132 

Menyediakan cakupan kesehatan semesta 133  

Cakupan kesehatan 
semesta akan 
mendukung 
kehidupan yang 
lebih sehat, lebih 
lama, dan lebih 
produktif, dan 
membantu 
masyarakat 
Indonesia mencapai 
potensi penuh 

 Sistem kesehatan yang dapat memastikan akses ke layanan berkualitas yang terjangkau akan 
melengkapi peningkatan perlindungan sosial dan mendukung tenaga kerja yang lebih sehat dan 
produktif. Kemajuan baik telah dicapai dalam cakupan kesehatan semesta (universal health coverage, 
UHC);pengeluaran kesehatan masyarakat meningkat 22 persen setiap tahunnya antara tahun 
2001 dan 2018, sehingga mendukung perluasan penyediaan layanan kesehatan dan peningkatan 
kesehatan penduduk. Skema jaminan kesehatan nasional (JKN)134 Pemerintah telah memainkan 
peranan penting dan berkembang cepat hingga mencakup 83 persen penduduk (224 juta 
penduduk Indonesia)135. Meskipun demikian,  Indonesia tetap tertinggal dalam beberapa metrik 
kesehatan masyarakat utama. Tantangan tersebut perlu diatasi untuk akumulasi modal manusia 
yang berkelanjutan dan agar menjadi lebih siap untuk menghadapi tantangan kesehatan di masa 
depan, termasuk pandemi global berikutnya. 

 
Tantangan 
kesehatan 
masyarakat yang 
sangat beragam 
terus mengikis 
sumber daya 
manusia Indonesia 

 Meskipun kesehatan masyarakat sudah membaik dalam beberapa dekade terakhir ini,136 
tantangan tetap ada, terutama dalam hal kesehatan dan gizi ibu, serta penyakit menular dan 
penyakit tidak menular (PTM). Rasio kematian ibu saat ini tetap relatif tinggi dibanding negara 
dengan tingkat pendapatan dan di dalam kawasan yang sama; tingkat stunting anak di bawah 
usia 5 tahun adalah yang kelima tertinggi di dunia, dan Indonesia adalah penyumbang global 
tertinggi ketiga untuk kasus tuberkulosis (TBC). Beban PTM telah meningkat pesat, dan 
sekarang merupakan 66 persen dari beban penyakit. Ketimpangan terkait daerah dan pendapatan 
dalam kesehatan tetap ada, sebagai contoh, rumah tangga miskin menunjukkan angka kematian 
bayi dan anak yang dua kali lipat lebih tinggi daripada rumah tangga kaya.  

 
Tantangan bagi 
penyediaan layanan 
kesehatan termasuk 
pengeluaran yang 
tidak memadai, 
distribusi layanan 
yang buruk, alokasi 
dana yang tidak 
efisien, orientasi 
kinerja yang terbatas 
dan tata kelola yang 
lemah 

 Yang mendasari hasil kesehatan yang buruk adalah serangkaian tantangan yang beragam. Sumber 
daya publik untuk sektor ini (1,4 persen dari PDB pada tahun 2018) adalah sekitar setengah dari 
negara-negara dengan tingkat pendapatan yang sama. Besarnya sekitar USD 55 per kapita, jauh 
di bawah yang direkomendasikan, yaitu USD 110 per kapita yang diperlukan untuk memberikan 
paket UHC yang penting secara nasional.137 Penyedia layanan garis depan seringkali kekurangan 
obat-obatan, peralatan, dan pelatihan yang diperlukan untuk memberikan layanan yang 
berkualitas baik.138 Pembiayaan kesehatan yang dialokasikan tidak efisien – condong ke arah 
perawatan kuratif, bukannya preventif. Ketersediaan dan distribusi sumber daya manusia secara 
geografis untuk kesehatan masih merupakan tantangan, terutama untuk dokter dan spesialis. 
Kurangnya orientasi kinerja dalam pembiayaan layanan kesehatan Pemda turut berkontribusi 
pada pemberian layanan yang kurang optimal. Dalam JKN, distribusi dana yang tidak efisien,139 

 
132 Bank Dunia (2020a). 
133 Subbagian ini diambil dari Bank Dunia (2020). Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2020 - Pengeluaran untuk Hasil yang Lebih Baik. 
Washington D.C.: Bank Dunia.  
134 JKN menawarkan cakupan jaminan kesehatan yang luas untuk perawatan yang diperlukan secara medis. Skema ini membebankan iuran kepada 
pengguna, tetapi Pemerintah saat ini membayar biaya ini untuk mereka yang paling tidak mampu membayarnya.  
135 Walaupun pengguna aktif terhitung sekitar 75 persen dari jumlah penduduk.   
136 Antara tahun 1960 sampai 2016-2017, usia harapan hidup meningkat dari 45 menjadi 69 tahun, kematian balita menurun dari 222 menjadi 25 
per 1.000 kelahiran hidup, dan kematian bayi menurun enam kali lipat menjadi 21 per 1.000 kelahiran hidup. 
137 Baru-baru ini, edisi ketiga dari inisiatif Prioritas Pengendalian Penyakit internasional (DCP3) memperkirakan total biaya per orang untuk 
mempertahankan paket perlindungan kesehatan universal yang penting (essential universal health coverage package, EUHC) dengan cakupan 80 persen 
adalah sebesar US$ 110 di negara berpenghasilan menengah ke bawah. 
138 Kondisi ini memburuk selama terjadinya krisis COVID-19, dengan sistem yang tidak mampu memenuhi lonjakan permintaan untuk peralatan 
garis depan seperti alat pelindung sehingga petugas kesehatan menghadapi risiko penularan penyakit yang lebih tinggi. 
139 84 persen dana JKN dialokasikan ke rumah sakit meskipun dua pertiga dari pemanfaatan layanan kesehatan terjadi di luar sistem rumah sakit. 
 

https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/investing-in-people-social-protection-for-indonesia-2045-vision
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mekanisme kompensasi yang dirancang dengan buruk untuk penyedia layanan,140 dan manfaat 
yang berlebih yang tidak diimbangi dengan iuran yang dihitung secara aktuaria,141 menjadi 
kendala bagi efektivitas skema ini dan membahayakan kelanjutan keuangannya.142 Akhirnya, tata 
kelola dan akuntabilitas yang lemah, serta sistem informasi yang tidak lengkap mempersulit 
hubungan antara belanja sektor kesehatan dengan kinerja yang ada.  

 
Tindakan harus 
diambil di tiga area 

 Untuk mewujudkan visi Indonesia menuju cakupan kesehatan semesta, tindakan harus diambil 
di tiga area:  

  i. Meningkatkan sumber daya untuk layanan kesehatan. Pendapatan untuk sektor kesehatan perlu 
ditingkatkan agar belanja kesehatan dapat setara dengan tingkat belanja negara di kawasan 
dan negara pendapatan menengah bawah. Ini dapat dimulai dengan meningkatkan 
pendapatan pajak melalui cukai pada konsumsi barang yang tidak sehat dan 
menghubungkan penerimaan yang sesuai dengan pengeluaran kesehatan masyarakat. 
Contoh reformasi cukai termasuk penyederhanaan jenjang pengenaan cukai dan 
meninggikan tarif cukai untuk tembakau serta pemberlakuan cukai pada minuman 
berpemanis (Bagian B.6). Perlu dipertimbangkan perluasan subsidi iuran JKN ke sektor 
informal agar dapat memperluas cakupan skema secara signifikan, sambil mengurangi biaya 
per pengguna skema.143 Iuran JKN juga harus diperbarui berdasarkan analisis aktuaria dan 
kepatuhan pembayaran iuran ditingkatkan, untuk memastikan agar mereka yang mampu 
membayar iuran jaminan tidak diberi subsidi.  

 
  ii. Mengelola peningkatan pengeluaran. Ada kebutuhan penting untuk memastikan agar kenaikan 

biaya yang cepat dari penyediaan layanan kesehatan, khususnya skema JKN, dikelola secara 
efektif melalui rancangan sistem yang baik dan peningkatan efisiensi lainnya. Plafon 
anggaran atau volume dapat mendorong rumah sakit untuk menjadi lebih efisien dan dapat 
mengendalikan pengeluaran rumah sakit. Berbagi biaya (cost-sharing), baik untuk layanan non-
esensial maupun layanan yang rawan pemanfaatan berlebihan juga harus dilakukan,144 yang 
akan mendorong penggunaan rujukan yang lebih hemat biaya, dan mengurangi biaya sistem 
kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, paket manfaat JKN dapat dibuat lebih eksplisit dan 
menyelaraskan manfaat dengan sumber daya yang tersedia.145 Akhir kata, data klaim JKN 
harus dianalisis untuk meningkatkan pengelolaan klaim, mendeteksi perawatan yang tidak 
tepat atau bernilai rendah, dan mengidentifikasi potensi efisiensi biaya yang terkait dengan 
biaya yang tinggi atau layanan dengan frekuensi yang tinggi. 

 
  iii. Memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas di seluruh sektor kesehatan. Mengupayakan jalan menuju 

tata kelola dan akuntabilitas yang lebih baik termasuk penilaian kinerja anggaran tahunan 
untuk seluruh sektor kesehatan, investasi dalam sistem data dan informasi yang lebih 
berkualitas, dan memastikan agar semua lembaga (terutama Kemenkes dan BPJS 

 
140 Di JKN, layanan perawatan kesehatan primer dibayar dengan kapitasi – jumlah tetap per pasien yang dilayani – yang memberi insentif bagi 
rujukan yang berlebihan dan kurangnya pemberian layanan dalam sistem yang diawasi dengan lemah dan memiliki sumber daya yang kurang. Di 
sisi lain, pembayaran untuk layanan rumah sakit pada dasarnya bersifat terbuka, memberi insentif bagi pemborosan dana dan perawatan yang tidak 
perlu. 
141 Rasio biaya terhadap iuran pada klaim JKN secara teratur melebihi 100 persen. 
142 JKN telah menunjukkan defisit yang besar dan terus meningkat sejak awal penyelenggaraannya. 
143 Bagi banyak orang di sektor informal, biaya jaminan kesehatan mahal. Selain itu, mereka yang memiliki risiko terendah adalah yang paling tidak 
mungkin membayar iuran untuk ikut serta dalam skema – kasus seleksi yang merugikan. Jika subsidi diperluas ke sektor informal, orang-orang 
tersebut akan memasuki skema serta mengurangi risiko dan biaya pengguna rata-rata.  
144 Bukti internasional menunjukkan bahwa, meskipun berbagi biaya yang sederhana mungkin sesuai untuk layanan berbiaya tinggi / rendah 
efektivitasnya dan untuk menegakkan sistem penapisan (gatekeeping system), kemungkinan dapat mengurangi pemanfaatan yang perlu dan yang tidak 
perlu, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan. 
145 Pilihanya termasuk membatasi periode pendaftaran hingga 2-3 bulan setiap tahun atau memperpanjang periode aktivasi manfaat; membatasi 
cakupan perawatan untuk kelas kamar rumah sakit yang terendah (kelas 3) sesuai dengan undang-undang aslinya; dan menghitung biaya dari 144 
layanan yang tercakup di dalam kapitasi JKN untuk memberi informasi bagi penetapan tingkat iuran dan penggantian di masa depan.  
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Kesehatan146) berbagi kinerja, kualitas, dan data klaim jaminan kesehatan, dan secara 
bersamaan juga mendorong interoperabilitas sistem yang lebih besar untuk mengurangi 
redundansi dan fragmentasi data. 

7.  Infrastruktur: Menutup kesenjangan untuk meraih potensi pertumbuhan yang lebih tinggi147 

Gambar B.10: Prospek pembangunan Indonesia 
terhambat oleh kesenjangan infrastruktur publik sebesar 
USD 1,6 triliun… 
(stok modal publik per kapita)  

Gambar B.11: …sementara infrastruktur yang ada 
dianggap memiliki kualitas yang lebih rendah 
dibandingkan dengan di negara-negara tetangganya di 
ASEAN   
(skor kualitas infrastruktur, kisaran: 1-7)  

  

Sumber: Data IMF dan perhitungan staf Bank Dunia. 
Catatan: Perkiraan adalah untuk tahun 2017, pada tahun 2011 harga 
konstan USD. Rata-rata tertimbang dihitung untuk 13 negara maju dan 
21 negara pasar berkembang 

Sumber: WEF Global Competitiveness Report (2017–2018) dan 
perhitungan staf Bank Dunia. 
Catatan: Untuk ASEAN adalah rata-rata tertimbang di Malaysia, 
Singapura, Thailand, dan Filipina 

 
Kesenjangan 
infrastruktur yang 
besar menghambat 
prospek 
pertumbuhan 
Indonesia 

 Indonesia membutuhkan infrastruktur yang lebih banyak dan lebih baik untuk mendorong 
inklusi ekonomi, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan menghindari 
perangkap pendapatan menengah (the middle-income trap; istilah ini mengacu pada fenomena 
di mana negara dengan perekonomian yang tumbuh pesat mengalami stagnasi di tingkat 
pendapatan menengah dan gagal untuk beralih ke negara berpendapatan tinggi – pent.). 
Infrastruktur mendukung konektivitas ekonomi yang memungkinkan pertumbuhan dan 
penyediaan layanan dasar seperti air, air limbah, dan listrik. Namun demikian, pada basis per 
kapita, Indonesia menghadapi kesenjangan infrastruktur yang besar dan melebar relatif terhadap 
negara berkembang lainnya (Gambar B.10), dan persepsi kualitas infrastrukturnya lebih rendah 
di hampir semua bidang dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN (Gambar B.11). Untuk 
memenuhi kebutuhan infrastruktur yang sangat besar, urbanisasi yang cepat dan perekonomian 
yang semakin modern, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh negara-negara yang setara 
dengan Indonesia, Pemerintah perlu mengkatalisasi arus besar investasi infrastruktur swasta 
karena pemerintah tidak akan mampu mencukupi, mengingat kesenjangan yang begitu 
besarnya.148 Selain itu, pandemi telah memicu pemotongan yang tajam dalam belanja 
infrastruktur pemerintah dan meningkatkan kemungkinan keterlambatan yang signifikan untuk 
proyek-proyek infrastruktur dalam RPJMN 2020-2024.149 Saat perekonomian mulai membaik, 

 
146 BPJS Kesehatan adalah badan yang bertanggung jawab untuk mengelola skema JKN.   
147 Bagian ini sebagian besar diambil dari Diagnostik Negara secara Sistematis untuk Indonesia (the World Bank’s Indonesia Systematic Country Diagnostic) 
tahun 2020 dari Bank Dunia, Laporan Program Penilaian Sektor Infrastruktur Indonesia tahun 2019, dan Laporan Perkembangan Triwulanan 
Perekonomian Indonesia edisi Oktober 2017.  
148 Bank Dunia (2017). 
149 The Jakarta Post (23 April 2020) 
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penetapan ulang fokus dari prioritas pemerintah ke arah pembangunan infrastruktur dapat 
mendukung pemulihan dan pada saat yang sama meningkatkan produktivitas jangka panjang 
Indonesia dan daya saing internasionalnya.  

 
Investasi pemerintah 
seringkali rendah 
dan berkualitas 
rendah, sementara 
perencanaan dan 
koordinasinya tidak 
memadai 

 Investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur tidak memadai, efektivitas belanjanya 
rendah, dan kesenjangan kapasitasnya mengganggu perencanaan dan pelaksanaan yang 
mencukupi. Meskipun kebutuhan infrastruktur sangat besar dan jauh melebihi sumber daya 
fiskal Pemerintah, alokasi anggaran infrastruktur secara historis, walau meningkat, tetap rendah. 
Belanja pemerintah pusat untuk infrastruktur telah lama terkendala oleh anggaran yang ketat dan 
realisasi penerimaan yang rendah. Di tingkat daerah, pendapatan asli daerah yang terbatas dan 
pembatasan pinjaman daerah memiliki dampak yang sama. Pembangunan infrastruktur berskala 
menengah dan besar oleh pemerintah daerah seringkali terhalang oleh sistem transfer fiskal 
dengan pendanaan yang tidak mencukupi dan tidak dapat diprediksi untuk proyek-proyek tahun 
jamak, yang telah meningkatkan kesulitan untuk bermitra dengan sektor swasta. Kapasitas 
perencanaan dan pelaksanaan terbatas di semua tingkatan – terutama ketika diperlukan 
koordinasi di antara badan-badan pemerintah yang berbeda, secara vertikal maupun horizontal 
– mengurangi efisiensi dan kualitas pembangunan infrastruktur.  

 
Pengaturan regulasi 
yang sangat 
membatasi dan 
rumit menyulitkan 
investor swasta 

 Pembiayaan infrastruktur oleh sektor 
swasta dibatasi oleh peraturan yang 
membatasi, kedangakalan pasar 
keuangan dalam negeri, dan dukungan 
yang buruk untuk kemitraan 
pemerintah-swasta (KPS) di antara 
kementerian-kementerian lini dan 
BUMN. Mengingat pasar keuangan 
dalam negeri yang relatif dangkal, 
mobilisasi investasi swasta asing yang 
signifikan sangatlah penting. Namun 
demikian, peraturan di Indonesia 
mengenai pembatasan investasi asing 
adalah yang paling ketat di antara 
negara-negara berpendapatan 
menengah dan tinggi, yang akan 
membebani investasi asing termasuk 
sektor infrastruktur (Gambar B.12).150  

Gambar B.12: Indonesia menerapkan batasan 
peraturan yang sangat ketat pada investasi asing  
(Indeks Keketatan Pembatasan Regulasi terhadap FDI, 2018) 

 

Sumber: Statistik OECD 

 
BUMN sangat 
diandalkan untuk 
melaksanakan 
program investasi 
infrastruktur 
pemerintah, namun 
hal ini justru 
membatasi peluang 
bagi sektor swasta   

 Selama dekade terakhir ini, BUMN semakin diandalkan untuk menyelesaikan program investasi 
infrastruktur pemerintah. Mereka dianggap mampu melaksanakan proyek infrastruktur dengan 
lebih cepat, memiliki toleransi risiko peraturan dan keuangan yang lebih tinggi, dan mengatasi 
rintangan birokrasi dengan lebih baik. Kemampuan mereka untuk beroperasi sebagai 
perusahaan monopoli atau pemain dominan di sektor-sektor utama, dan dukungan peraturan 
yang mereka terima, seperti hak kontraktual untuk melakukan transaksi bisnis dengan 
pemerintah sebelum perusahaan lain dapat melakukannya (the right of first refusal, ROFR) atas 
segala kegiatan di dalam suatu sektor, telah secara signifikan membatasi peluang bagi sektor 
swasta.151 BUMN juga mendapat manfaat dari suntikan modal pemerintah, pembiayaan yang 
lebih mudah dari bank-bank milik negara, dugaan perlindungan dari insolvensi, dan jaminan 
pemerintah yang jelas menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan dibandingkan 

 
150 Bank Dunia dan International Finance Corporation. Menciptakan Pasar di Indonesia: Membuka Kunci Dinamisme Sektor Swasta Indonesia. 
Diagnostik Sektor Swasta Negara. Kelompok Bank Dunia, 2019. 
151 BUMN yang dominan di pasar infrastruktur antara lain Perusahaan Listrik Negara (listrik), Pelindo II (pelabuhan), dan Angkasa Pura I dan II 
(bandara). 
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dengan peserta sektor swasta. Model pembangunan infrastruktur yang dipimpin oleh BUMN ini 
menjadi tidak berkelanjutan karena batasan fiskal Pemerintah semakin memaksa BUMN untuk 
beralih ke pembiayaan utang, yang mengakibatkan beberapa BUMN menjadi badan usaha yang 
memiliki proporsi utang yang relatif sangat tinggi terhadap modalnya (leveraged) dan menghadapi 
tekanan keuangan yang signifikan.152 Di tengah penurunan ekonomi saat ini, Pemerintah 
telahmeningkatkan dukungan yang signifikan kepada BUMN, mengalokasikan tambahan dana 
sebesar Rp 112,2 triliun untuk keperluan yang mencakup kompensasi subsidi energi tambahan 
untuk PLN dan Pertamina (Rp 76 triliun), suntikan modal,153 dan dana talangan (terutama untuk 
BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur, pembiayaan, dan transportasi).  

 
Pemotongan 
investasi pemerintah 
harus segera 
dihentikan ketika 
situasi sudah 
memungkinkan  

 Ketika pemulihan ekonomi berlangsung, penting bagi Pemerintah untuk mengkalibrasi ulang 
dari fokus pada pengelolaan krisis menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan kembali 
pijakannya pada prioritas jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur. Pemotongan besar 
yang didorong oleh COVID-19 untuk belanja modal pemerintah pusat dan transfer ke Pemda, 
yang sangat berfokus pada infrastruktur, harus dibatalkan segera setelah memungkinkan. Selain 
itu, ada kebutuhan untuk melipatgandakan upaya untuk menarik modal swasta untuk masuk ke 
sektor infrastruktur Indonesia, termasuk melalui beragam reformasi dari BUMN, sambil juga 
memastikan investasi pemerintah yang lebih besar dan lebih baik. Secara khusus, hal-hal berikut 
ini dapat dipertimbangkan:  

 
Perbaikan peraturan, 
kelembagaan, dan 
lingkungan 
keuangan untuk 
investasi 
infrastruktur sangat 
penting untuk 
meningkatkan peran 
serta sektor swasta 

 i. Memperbaiki peraturan, kelembagaan, dan lingkungan keuangan untuk peran serta sektor swasta dalam 
infrastruktur. Pelonggaran pembatasan investasi secara luas, khususnya penyempitan daftar 
investasi negatif yang menetapkan batasan kepemilikan perusahaan, akan membuka peluang 
penting bagi modal global. Kerangka kerja pengambilan keputusan yang jelas harus 
dilaksanakan untuk memprioritaskan pembiayaan swasta untuk peluang-peluang yang layak 
secara komersial dan mempertimbangkan untuk melaksanakan pelelangannya secara terbuka 
dan kompetitif. Peraturan dan pengaturan kelembagaan harus ditingkatkan untuk mendorong 
pemilihan proyek, persiapan, pengadaan, dan proses dukungan pemerintah dalam proyek KPS 
yang lebih baik. Membuat rangkaian infrastruktur yang lebih luas dan yang mengenakan biaya 
kepada pengguna akan mengurangi penggunaan yang bernilai rendah dan kemacetan, 
menguntungkan lingkungan hidup, dan meningkatkan kelayakan secara komersial.154 
Demikian pula, kelayakan peran serta sector swasta akan ditingkatkan bila mendasarkan tarif 
energi, pelabuhan, dan tarif lain pada biaya pasokan dan pertimbangan permintaan. 
Pengenalan solusi pasar modal yang baru, ditambah dengan reformasi regulasi, akan 
membantu meningkatkan mobilisasi modal dari sumber-sumber dalam negeri dan asing, dan 
memperluas ketersediaan pembiayaan infrastruktur jangka panjang.155 

 
Reformasi BUMN 
infrastruktur akan 
menjadi hal yang 
penting untuk 
memfasilitasi 
masuknya sektor 
swasta, 
meningkatkan 
persaingan dan 

 ii. Mengkalibrasi ulang peran dan insentif BUMN untuk mempercepat masuknya sektor swasta, 
meningkatkan persaingan, dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Pemberlakuan indikator kinerja 
utama dan acuan efisiensi dapat meningkatkan nilai infrastruktur yang diselesaikan oleh 
BUMN, semakin meningkatkan kendala anggaran BUMN dan, jika sesuai, meningkatkan 
orientasi komersial. Pedoman yang lebih baik – dan lebih ketat – mengenai subsidi, 
pembiayaan, dan jaminan BUMN harus dikeluarkan untuk memastikan keselarasan dengan 
peran yang lebih berkelanjutan bagi BUMN dalam infrastruktur dan pemberlakuan tekanan 
persaingan dan mekanisme lain yang mendorong efisiensi. BUMN harus didorong dan 
diaktifkan dengan lebih baik untuk mengejar daur ulang aset dalam kerangka kerja yang 

 
152 Bank Dunia dan International Finance Corporation. Menciptakan Pasar di Indonesia: Membuka Kunci Dinamisme Sektor Swasta Indonesia. 
Diagnostik Sektor Swasta Negara. Kelompok Bank Dunia, 2019. 
153 Sebagian besar karena subsidi yang tidak dikompensasi dari tahun-tahun sebelumnya.  
154 Tidak adanya pengenaan biaya bagi pengguna biasanya tidak mendorong akses ke layanan oleh penduduk miskin, melainkan mengurangi 
ketersediaan dan memperburuk ketimpangan (Kessides, 1993). 
155 Bank Dunia (2017). 
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efisiensi, dan 
meningkatkan 
kualitas infrastruktur 

memaksimalkan nilai publik dan memastikan pengambilan keputusan yang berhati-hati 
secara fiskal.156 Daur ulang aset, seperti melalui Skema Hak Pengelolaan Terbatas157, dapat 
menghasilkan efisiensi baru dalam infrastruktur sambil membuka pembiayaan untuk proyek-
proyek baru, tetapi akan membutuhkan transparansi yang lebih banyak dalam data BUMN. 

 
Diperlukan adanya 
reformasi fiskal di 
tingkat pemerintah 
pusat dan daerah 
untuk lebih 
meningkatkan 
belanja infrastruktur 

 iii. Meningkatkan sumber daya publik yang tersedia untuk investasi infrastruktur di beberapa sektor dan di 
semua tingkatan pemerintahan. Diperlukan adanya belanja tambahan di beberapa sektor 
infrastruktur seperti jalan, infrastruktur perkotaan, penyediaan air minum dan sanitasi, 
terutama karena investasi pemerintah ini melambat karena pandemi tetapi tetap penting 
untuk pertumbuhan dalam jangka menengah-panjang. Meskipun beberapa realokasi dalam 
anggaran tetap mungkin, reformasi fiskal diperlukan untuk peningkatan belanja infrastruktur 
publik yang berkelanjutan agar dapat menghasilkan lebih banyak penerimaan (Bagian B.7). 
Lebih lanjut, ruang investasi yang lebih besar dapat diciptakan dengan cara memungkinkan 
pinjaman bagi Pemda, meningkatkan kelayakan kredit Pemda, dan menggunakan instrumen 
yang inovatif untuk meningkatkan pendanaan swasta untuk Pemda. 

 

8. Fiskal: Mengendalikan utang melalui reformasi fiskal158 

 
156 Daur ulang aset melibatkan penjualan atau penyewaan aset BUMN yang menarik dan layak secara komersial ke sektor swasta untuk menggalang 
dana untuk proyek infrastruktur baru. Aset-aset BUMN yang sudah dibangun (brownfield asset) yang ada menarik bagi investor swasta karena aset 
tersebut cenderung melibatkan lebih sedikit risiko dan dapat dengan cepat mendapat manfaat dari keuntungan efisiensi sektor swasta. Peningkatan 
efisiensi tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas layanan yang signifikan dalam stok infrastruktur yang ada.  
157 Skema pengaturan Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme, LCS) diberlakukan melalui Peraturan Presiden baru-baru ini, Perpres 
No. 32/2020. LCS akan memungkinkan perusahaan swasta untuk membayar biaya di muka untuk menerima hak untuk beroperasi, dan 
meningkatkan operasi aset Pemerintah dan BUMN. Dana yang dikumpulkan melalui skema ini akan digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai 
infrastruktur baru.  
159 Meskipun rasio utang Indonesia terhadap PDB relatif rendah menurut standar internasional, kapasitas negara untuk membayar utang (misalnya, 
dinilai berdasarkan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan) juga relatif rendah karena rendahnya penerimaan pemerintah. 
160 Pada bulan April 2020, S&P Global menurunkan pandangannya untuk peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. S&P Global (2020) 
menyatakan bahwa “defisit yang lebih tinggi selama dua hingga tiga tahun ke depan akan menyebabkan utang pemerintah umum bersih di atas 
30% dari PDB untuk periode yang lebih lama” dan bahwa “basis penerimaan yang sempit adalah kendala tambahan pada peringkat”. Selanjutnya, 
 

Meningkatnya 
pembayaran utang 
dan bunga dapat 
menghambat belanja 
untuk prioritas 
pemerintah dan 
membahayakan 
peringkat kredit 
Indonesia sebagai 
peringkat investasi 
(investment-g rade) 

 Penurunan perekonomian dan langkah tindakan yang bertuju untuk mengurangi dampaknya 
telah diterjemahkan ke dalam peningkatan utang pemerintah. Penerimaan pemerintah turun, 
pengeluaran telah meningkat (Gambar B.13), dan keseimbangan fiskal memburuk (Bagian A.5). 
Dengan prospek pertumbuhan penerimaan yang terbatas (Gambar B.14), utang pemerintah 
pusat dapat naik hingga 40 persen dalam jangka menengah.159 Dalam pagu anggaran yang ketat, 
pembayaran bunga yang meningkat akan mulai menggusur belanja untuk prioritas Pemerintah, 
sementara pasar modal mungkin menjadi gugup menyikapi pembiayaan utang pemerintah. 
Lembaga pemeringkat kredit telah menyoroti kekhawatiran mengenai posisi fiskal Indonesia.160 
Kegagalan untuk meningkatkan asas fiskal Indonesia dapat membahayakan peringkat kredit 
negara ini sebagai peringkat investasi yang didambakan, yang berujung pada biaya pinjaman 
sektor publik dan swasta yang lebih tinggi.161,162 Untuk mengendalikan utang tanpa 
membahayakan pertumbuhan ekonomi, Indonesia harus menurunkan defisitnya sambil 
memungkinkan peningkatan yang sangat dibutuhkan dalam belanja publik, yang sebesar 16,8 
persen dari PDB pada tahun 2018 dan relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara setara 
di dunia internasional. Langkah pertama, mengurai langkah tindakan di waktu krisis ketika 
langkah tindakan tersebut diberlakukan lebih lama dari kegunaannya – terutama keringanan 
pajak dan suntikan modal – dapat memberikan keuntungan yang cepat dan menyelesaikan 
konsekuensi yang tidak diinginkan yang mungkin timbul karena rancangan dan pelaksanaannya 
yang cepat.163 Banyak reformasi yang substantif yang harus difokuskan ke reformasi subsidi dan 
memanfaatkan peluang untuk pemungutan pajak yang lebih tinggi. 
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Gambar B.13: Langkah tindakan fiskal telah diterapkan 
di seluruh dunia sebagai tanggapan terhadap penurunan 
perekonomian 
(biaya langkah tindakan tanggapan fiskal, persen dari PDB)  

Gambar B.14: Penerimaan telah menurun selama 
berlangsungnya penurunan perekonomian  
(penerimaan pemerintah pusat, persen dari PDB)  

  
Sumber: Basis Data Tindakan Fiskal Negara dalam Menanggapi 
Pandemi COVID-19 dari IMF (2020) dan perhitungan staf Bank Dunia 

Sumber: Kementerian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia 

Mereformasi subsidi  

Subsidi energi dan 
pupuk merupakan 
bagian yang besar 
dari anggaran tetapi 
tidak ditargetkan 
dengan baik pada 
kelompok 
masyarakat miskin 
dan rentan 

 Meskipun masih banyak reformasi 
yang penting, subsidi energi dan pupuk 
masih merupakan bagian yang besar 
dari pengeluaran Pemerintah, tetapi 
tidak tepat sasaran dan merupakan 
alokasi dana publik yang tidak 
optimal.164 Pada tahun 2018, 
Pemerintah Pusat membelanjakan Rp 
153,5 triliun untuk subsidi bahan bakar 
dan listrik dan Rp 33,6 triliun untuk 
subsidi pupuk. Ini setara dengan 12,9 
persen dari total anggaran, tiga kali 
lipat dari jumlah yang dibelanjakan 
untuk program-program bantuan 
sosial (3,9 persen) (Gambar B.15). 
Subsidi ini merupakan sumber tekanan finansial pada BUMN energi -– yang tidak dapat 

Gambar B.15: Belanja untuk subsidi masih tinggi 
relatif terhadap bantuan sosial  
(pangsa dari belanja pemerintah pusat pada tahun 2018)  

 
Sumber: Kementerian Keuangan dan perhitungan staf Bank Dunia 

 
“peningkatan yang berkelanjutan dalam pembayaran bunga Indonesia… akan menunjukkan adanya tekanan tambahan pada peringkat kredit 
negara.” 
160 Pada bulan April 2020, S&P Global menurunkan pandangannya untuk peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. S&P Global (2020) 
menyatakan bahwa “defisit yang lebih tinggi selama dua hingga tiga tahun ke depan akan menyebabkan utang pemerintah umum bersih di atas 
30% dari PDB untuk periode yang lebih lama” dan bahwa “basis penerimaan yang sempit adalah kendala tambahan pada peringkat”. Selanjutnya, 
“peningkatan yang berkelanjutan dalam pembayaran bunga Indonesia… akan menunjukkan adanya tekanan tambahan pada peringkat kredit 
negara.” 
161 Peringkat kredit pada ‘peringkat investasi (investment grade)’ mengacu pada peringkat di atas BBB- dari Fitch Ratings atau S&P Global, atau di 
atas Baa3 dari Moody's. Peringkat ini sangat membanggakan karena memfasilitasi pinjaman berbiaya lebih rendah dan membuka akses ke investor 
kelembagaan yang jauh lebih luas.  
162 Sudah ada lebih dari 50 penurunan peringkat kredit negara tahun ini untuk negara-negara berkembang, di tiga lembaga pemeringkat utama.  
163 Mengingat langkah cepat yang harus diambil di mana Pemerintah harus menanggapi krisis yang sedang berlangsung, ada kemungkinan bahwa 
beberapa langkah kebijakan akan menciptakan insentif buruk yang mendorong perilaku yang tidak diinginkan oleh perusahaan (misalnya 
menggunakan persyaratan kredit yang lebih longgar untuk meminjam untuk tujuan yang tidak produktif) atau orang perorangan (misalnya 
disinsentif dalam pencarian pekerjaan), atau memiliki serangkaian kekurangan dalam desain dan pelaksanaan lainnya.  
164 Bank Dunia (2020c).  
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menetapkan harga untuk mendapatkan pemulihan biaya penuh dan sering kali dibayar kembali 
oleh Pemerintah dengan menunggak.165 Penetapan sasaran bagi subsidi bahan bakar dan listrik 
tersebut juga tidak baik, dengan perkiraan bahwa masyarakat miskin dan rentan hanya menerima 
sekitar 21 persen dari subsidi minyak tanah dan LPG, 3 persen subsidi solar, dan 15 persen 
subsidi listrik.166 Demikian pula, subsidi pupuk tidak tepat sasaran, regresif, disalahgunakan, dan 
tidak hematbiaya dalam meningkatkan produksi.167 

 
Penghapusan 
subsidi energi dapat 
menghasilkan 0,4 
persen dari PDB 
dalam penghematan 
fiskal setelah 
memberi 
kompensasi kepada 
masyarakat miskin 
dan rentan 

 Reformasi subsidi bahan bakar dan listrik dapat menghasilkan penghematan fiskal sebesar 0,4 
persen dari PDB setelah memberi kompensasi kepada masyarakat miskin dan rentan, sementara 
penghapusan subsidi pupuk dapat membebaskan dana lebih lanjut sebesar 0,2 persen dari 
PDB.168 Menghapus subsidi yang tidak tepat sasaranuntuk bahan bakar solar dan premium, 
LPG, minyak tanah dan listrik, akan menghemat pengeluaran anggaran sebesar 0,7 persen dari 
PDB.169 Pada saat yang sama, rumah tangga yang berada di kelompok 40 persen terbawah harus 
dilindungi dari dampak langsung terkait dengan kenaikan harga energi serta dampak tidak 
langsung berupa kenaikan harga dalam barang dan jasa lain yang menggunakan energi sebagai 
masukan. Memberikan kompensasi seperti itu melalui transfer tunai memungkinkan 
penghematan fiskal bersih sebesar 0,4 persen dari PDB. Pelaksanaan yang cermat diperlukan 
untuk menghindari kesulitan  bagi masyarakat yang berada di kelompok 40 persen terbawah 
selama berlangsungnya masa transisi. Dengan penghapusan subsidi energi, perbaikan yang sesuai 
juga harus dilakukan pada kerangka tata kelola dan kelembagaan dari BUMN energi yang utama, 
Pertamina dan PLN, untuk memastikan keberlanjutan keuangan jangka panjangnya. 
Penghematan fiskal bruto dari penghapusan subsidi pupuk dapat membiayai intervensi 
kebijakan yang lebih efektif di sektor pertanian.170  

Memungut pajak lebih banyak 

Secara historis, 
mobilisasi 
penerimaan pajak 
rendah, sehingga 
diharapkan masih 
ada ruang fiskal baru 
yang signifikan 
melalui reformasi 

 Reformasi perpajakan adalah peluang paling menjanjikan yang dapat mengubah prospek fiskal 
Indonesia. Yang mendasari rendahnya pemungutan penerimaan negara adalah rasio pajak 
terhadap PDB Pemerintah Pusat, contohnya rasio PDB pada tahun 2018 hanya 10,2 persen, dan 
angka ini adalah salah satu rasio yang terendah di antara negara-negara di kawasan dan negara-
negara berkembang yang setara dengan Indonesia.171 Perubahan terbaru terhadap kebijakan 
pajak, yakni penurunan tarif pajak penghasilan badan standar secara permanen menjadi 22 
persen dengan pemotongan lebih lanjut menjadi 20 persen yang dijadwalkan untuk diberlakukan 
di tahun 2022, akan mendorong rasio pajak tersebut menjadi lebih rendah lagi.  

 
Pemerintah telah 
membuatbeberapa 

 Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan penerimaan yang 
rendah, tetapi itu belum cukup. Perubahan undang-undang pajak yang utama telah disusun 

 
165 Misalnya, meskipun harga minyak mentah global naik 60 persen selama tahun 2016-18, harga eceran dalam negeri dari RON 88 dan solar 
hampir tidak berubah sejak bulan April 2016. Ketika BUMN seperti Pertamina dan PLN tidak mengaitkan harga dengan penggerak biaya, beban 
keuangan akhirnya berada di bawah APBN, baik melalui belanja subsidi langsung maupun melalui transfer keuangan lain yang diperlukan untuk 
mempertahankan BUMN ini. 
166 Bank Dunia (2020c). 
167 Tidak ada bukti apapun bahwa subsidi pupuk ditargetkan dan 60 persen subsidi telah terbukti bermanfaat bagi kelompok 40 persen petani 
terbesar. Lusinan distributor telah dituntut oleh penegakan hukum untuk kolusi harga dan menjual pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih 
tinggi. Selain itu, biaya subsidi, baik fiskal maupun ekonomi, lebih besar dibandingkan dengan manfaat dari hasil beras yang lebih tinggi. Lihat 
Bank Dunia (2020c) [PER Kotak 1.6] 
168 Tidak memperhitungkan langkah-langkah kompensasi kepada petani atas hilangnya subsidi pupuk. Perkiraan ini adalah perhitungan staf Bank 
Dunia berdasarkan data fiskal tahun 2017 yang, terutama, mendahului pelaksanaan langkah tindakan tanggapan terhadap COVID-19.  
169 Bank Dunia (2020c). 
170 Dengan hanya sebagian kecil dari penghematan ini, program-program penting dapat didanai untuk memperkuat praktik pengelolaan lahan 
untuk pertanian, masyarakat, dan lanskap, air, dan pengelolaan sumber daya alam lainnya dan meningkatkan investasi dalam pendidikan dan Litbang 
di sektor pertanian.  
171 Sebagai perbandingan, dengan tarif pajak yang serupa dengan Indonesia pada tahun 2018, Filipina, Kamboja dan Malaysia mencapai rasio pajak 
terhadap PDB masing-masing sebesar 14,7 persen, 17,1 persen, dan 12,0 persen. 
 



  J a l a n  P a n j a n g  P e m u l i h a n  E k o n o m i  P r o s p e k  P e r e k o n o m i a n  I n d o n e s i a    

 

 
J u l i  2 0 2 0  T H E  W O R L D  B A N K  |  B A N K  D U N I A  

64 

kemajuan, tetapi 
perlu  reformasi yang 
lebih berani untuk 
mempercepat 
peningkatan 
penerimaa 

selama beberapa waktu, demikian juga strategi reformasi pajak jangka menengah hingga jangka 
panjang untuk sebagai panduan bagi proses reformasi selama beberapa tahun ke depan. Dalam 
upaya yang patut dihargai dalam meningkatkan administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak, 
Pemerintah memodernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui peningkatan sistem TI172, 
restrukturisasi organisasi, dan peningkatan keahlian staf. Perubahan-perubahan ini bisa 
meningkatkan penerimaan secara substansial, tetapi pengalaman internasional menunjukkan 
bahwa transformasi administrasi pajak yang besar semacam ini dapat memakan waktu lebih dari 
lima tahun untuk dapat dilaksanakan sepenuhnya. Akhir-akhir ini pemerintah  berupaya untuk 
meningkatkan penerimaan melalui perubahan kebijakan pajak dengan membuat undang-undang 
untuk memberlakukan cukai pada kantong plastik dan pengenaan PPN pada penjualan melalui 
platform digital. Upaya-upaya ini patut dipuji, tetapi ini hanya sebagian kecil dari koreksi 
penerimaan yang dibutuhkan.173  

 
Landasan untuk 
agenda reformasi 
pajak yang lebih 
ambisius harus 
segera ditetapkan  
agar bisa menuai 
hasil begitu 
pemulihan mulai 

 Tindakan yang lebih fundamental harus segera diambil agar meletakkan dasar untuk bisa 
mendapatkan hasil bagi keberlanjutan fiskal begitu pertumbuhan ekonomi pulih kembali. 
Menaikkan pajak di tengah krisis dapat merugikan negarasecara ekonomi, dan secara politis hal 
ini tidak memungkinkan. Namun demikian, krisis juga dapat membuat lingkungan yang dapat 
menerima dan sadar akan urgensi untuk menyetujui dan mengamankan reformasi yang besar, 
bahkan jika pelaksanaannya harus menunggu sampai pemulihan sudah berlangsung. Reformasi 
yang dapat meningkatkan mobilisasi penerimaan telah diidentifikasi di bawah tiga tema utama: 
ambang batas yang lebih rendah; progresivitas melalui solidaritas; dan pajak cerdas. Tiga tema 
utama ini secara singkat diuraikan di bawah ini174:  

 
Lebih banyak lagi 
perusahaan harus 
yang dikenai pajak 
utama seperti PPN 
dan PPh Badan 

 Ambang batas yang lebih rendah – 
agar menambah jumlah 
perusahaan yang membayar:  

a) Menurunkan ambang batas yang 
menetapkan UMKM dari Rp 4,8 
miliar menjadi Rp 600 juta dalam 
pendapatan usaha  
UMKM telah diklasifikasikan 
sebagai perusahaan yang 
berpendapatan kurang dari Rp 
4,8 miliar. Alih-alih PPh 
Badan, UMKM hanya 
diharuskan membayar pajak 
final yang rendah atas 
penjualan dengan persyaratan 
pelaporan yang terbatas. 
Dengan demikian, sebagian 
besar perusahaan, termasuk 
yang memiliki untung 
signifikan, berada di luar 
lingkup PPh Badan. Beban 
pajak dan beban pelaporan 

Gambar B.16: Ambang batas pemungutan PPN Indonesia 
sebagai bagian dari PDB per kapita adalah yang tertinggi 
di dunia  
(Ambang batas pemungutan PPN sebagai bagian dari PDB per kapita)  

 
Sumber: Informasi mengenai ambang batas PPN dari vatlive.com; data 
PDB dari Bank Dunia 
Catatan: PDB per kapita adalah nilai mata uang setempat (local 
currency unit, LCU) saat ini di tahun 2018; Vietnam tidak memiliki 
ambang batas PPN minimum. Bagan ini direproduksi dari Bank Dunia 
(2018) dan dimutakhirkan dengan data terbaru. 

 
172 Termasuk mekanisme agar kepatuhan pajak menjadi lebih mudah dilaksanakan, seperti faktur PPN elektronik, dan sistem penyampaian SPT 
(Surat Pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik (e-filing system) untuk pajak penghasilan badan dan pemotongan pajak dari gaji 
karyawan. 
173 Penerimaan cukai kantong plastik mungkin secara bertahap tidak terlalu besar karena konsumen berganti menggunakan kantong alternatif 
non-plastik, sementara penjualan digital masih hanya sebagian kecil dari ekonomi dan tidak akan menghasilkan penerimaan PPN yang besar 
dalam waktu dekat. 
174 Opsi reformasi kebijakan pajak berikut ini sebagian besar diambil dari Bank Dunia (2020h). 
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yang lebih rendah dapat menghambat perusahaan bertumbuh lebih besar dan mendorong 
perusahaan besar untuk membagi diri menjadi badan usaha yang lebih kecil di bawah 
ambang batas. Mengembalikannya ke ambang batas sebelum tahun 2014 sebesar Rp 600 
juta akan mengurangi insentif buruk ini dan meningkatkan keterbukaan.  

b) Menghapuskan perlakuan pajak final untuk sektor konstruksi dan real estat  
Sektor konstruksi dan real estat menikmati pembebasan khusus dari sistem PPh Badan dan 
dikenai pajak final yang rendah atas penjualan dengan persyaratan pelaporan yang terbatas. 
Sektor-sektor ini juga memiliki tingkat kepatuhan pajak yang paling rendah. 
Mengembalikannya ke sistem PPh Badan akan meningkatkan keterbukaan dan memastikan 
peningkatan kesetaraan secara horizontal di semua sektor. 

c) Menurunkan ambang batas pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dari Rp 4,8 miliar menjadi Rp 
600 juta 
Ambang batas pemungutan sebesar Rp 4,8 miliar ini menghasilkan dasar pengenaan pajak 
yang sempit. Sebagai rasio terhadap PDB per kapita, angka ini adalah yang tertinggi di dunia 
(Gambar B.16) dan, digabung dengan pengecualian lainnya, mengakibatkan Indonesia hanya 
mengumpulkan sekitar 60 persen dari potensi penerimaan PPN.175 Ambang batas yang lebih 
rendah akan menyederhanakan sistem PPN, meningkatkan kepatuhan, dan memungkinkan 
untuk dapat lebih bergantung pada pajak tidak langsung untuk mobilisasi penerimaan, sesuai 
dengan yang dilakukan oleh negara-negara yang lebih maju.  

 
Menaikkan pajak 
penghasilan pribadi, 
termasuk untuk 
kelas menengah, dan 
juga memastikan 
bahwa rakyat yang 
memiliki lebih 
banyak berkontribusi 
lebih banyak  

 Menaikkan tarif pajak penghasilan pribadi sambil juga meningkatkan progresifitasnya sehingga 
rakyat yang memiliki lebih banyak dapat menanggung bagian yang lebih besar dari biaya untuk 
mengatasi pandemi:  

Merubah golongan pajak marginal dan tingkatkan tarif seturut penghasilan 
Sistem pajak penghasilan bagi pribadi (PPh pribadi) dapat dibuat lebih adil. Golongan pajak 
dapat disesuaikan sehingga tingkat marginal yang tertinggi saat ini berlaku untuk penghasilan 
yang lebih rendah, sedangkan tarif tertinggi yang baru sebesar 35 persen diterapkan pada 
penghasilan yang lebih tinggi. Ini akan mencerminkan tingkat teratas di negara-negara yang 
setara dan membuat Indonesia lebih dekat ke rata-rata OECD tahun 2018 yang sebesar 41,2 
persen. Meningkatkan penerimaan dengan cara progresif ini dapat menurunkan tingkat 
ketimpangan yang ada. 

 
Meningkatkan 
pemanfaatan cukai 
dengan tarif yang 
sesuai, untuk 
meningkatkan 
penerimaan sambil 
menciptakan insentif 
untuk perilaku yang 
diinginkan 

 Pajak cerdas meningkatkan penggunaan cukai untuk mencegah konsumsi barang dan jasa 
tertentu yang menyebabkan kerugian bagi konsumen atau pihak ketiga176:  

a) Menerapkan cukai pada semua plastik sekali pakai 
Cukai ini akan mengatasi limbah plastik yang merusak perikanan dan wisata bahari. 

b) Menerapkan cukai pada minuman berpemanis 
Cukai ini dapat mengurangi konsumsi gula, yang berkontribusi terhadap timbulnya penyakit 
tidak menular seperti obesitas dan diabetes. 

c) Memberlakukan cukai bahan bakar yang dapat disesuaikan 
Cukai yang dapat disesuaikan untuk produk-produk minyak bumi, yang sekarang lebih 
mudah dilaksanakan karena harga minyak bumi telah menurun tajam, akan meningkatkan 
penerimaan dan mengurangi emisi. 

d) Meningkatkan cukai tembakau melalui penyederhanaan jenjang pengenaan cukai 

 
175 Yaitu sebesar 60 persen dari total penerimaan PPN dibandingkan dengan tingkat acuan yang mengenakan pajak pada semua konsumsi pada 
tingkat standar Indonesia sebesar 10 persen. Lihat Jin (2018) untuk rincian lebih lanjut.  
176 Dengan memasukkan biaya tambahan ke dalam harga barang atau jasa, cukai ini dapat membantu konsumen untuk menginternalisasi (proses 
penanaman prilaku, sikap, dan nilai seseorang yang di dapatkannya dalam proses pembelajaran – pent.) dampak negatif dari konsumsi mereka ke 
diri mereka sendiri, pihak lain, dan lingkungan hidup.  
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Berbagai tingkatan pajak tembakau dapat disederhanakan menjadi satu tingkat dengan rasio 
tarif / harga 75 persen lebih tinggi. Ini akan membantu mengurangi prevalensi merokok 
yang tinggi di Indonesia. 

 
Keberhasilan 
reformasi pajak 
membutuhkan 
strategi komunikasi 
yang dipikirkan 
dengan matang 

 Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek hingga menengah perlu diseimbangkan 
dengan tujuan-tujuan lain, seperti dampak terhadap pertumbuhan dan kesetaraan, dan juga akan 
menghadapi tentangan keras dari beberapa kelompok yang berkepentingan.177 Di Indonesia, ada 
potensi untuk penyelarasan yang tinggi antara lebih banyak pemajakan, pertumbuhan yang lebih 
tinggi, dan peningkatan kesetaraan. Oleh karena itu, tantangan utamanya adalah membangun 
koalisi yang lebih kuat untuk mendukung reformasi perpajakan yang diperlukan,178 untuk 
memastikan bahwa keadaan ekonomi politik mendukung perubahan. Salah satu pendekatannya 
adalah mengemas peningkatan penerimaan dengan program-program belanja yang penting 
namun populer, sehingga dukungan untuk reformasi dapat dikuatkan.179 Langkah-langkah 
kebijakan pajak yang dirancang dengan baik juga harus dilaksanakan dengan cara yang 
membatasi dampak negatif yang tidak perlu pada dunia usaha, dan membatasi biaya 
kepatuhan.180 Terakhir, strategi komunikasi yang bertujuan untuk sosialisasi secara luas dari 
reformasi yang diusulkan dan alasannya sangatlah penting untuk keberhasilan.181 

 
  

 
177 Bank Dunia (2018).  
178 Breuer, et al. (2018).  
179 Misalnya, penerimaan dari pajak cukai yang ditargetkan pada kegiatan yang secara sosial tidak diinginkan (mis. tembakau) dapat dikaitkan dengan 
pengeluaran publik tambahan yang diperlukan (mis. defisit pembiayaan dalam skema jaminan kesehatan nasional). 
180 Bank Dunia (2018).  
181 Sarker (2011).  
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KOTAK 
Kotak A.1: Penetapan Ulang Basis dari Indeks Harga Konsumen ke tahun 2018 

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkenalkan revisi Indeks Harga Konsumen (CPI) tahun ini dengan kategori dan bobot konsumsi 
rumah tangga yang baru yang mencerminkan hasil Survei Biaya Hidup 2018 (SBH 2018). Pelaksanaan metode baru ini dimulai 
dengan data harga bulan Januari 2020 dan menetapkan ulang basis IHK ke tahun 2018 dengan kelompok barang yang baru, 
menggantikan IHK berbasis tahun 2012. Sejak tahun 1988, BPS telah mengeluarkan 6 survei biaya hidup, yang berfungsi sebagai 
pemutakhiran berkala lima tahunan untuk pemetaan pola pengeluaran konsumen Indonesia.  
 

SBH 2018, dibandingkan dengan SBH 2012: 
1. Mencerminkan pola pengeluaran konsumen dari sejumlah 

besar kota. SBH 2018 mencakup 90 kota besar dan mengambil 
sampel 141.600 rumah tangga dibandingkan dengan hanya 82 
kota dan 136.080 rumah tangga di SBH sebelumnya; 

2. Menambahkan 98 komoditas baru serta menghilangkan 101 
komoditas. Komoditas baru ditambahkan untuk 
mencerminkan pola pengeluaran konsumen yang lebih baru 
yang telah menjadi lebih erat terkait dengan teknologi, 
sementara 101 komoditas yang dikeluarkan dari kelompok 
barang relatif telah menjadi usang.1 Sebagai contoh, tarif 
transportasi berbagi tumpangan (ride-sharing) dengan 
pengaturan secara daring (online) kini telah ditambahkan, 
sementara tarif bus dan biaya kantor pos dihapus karena 
menjadi pengeluaran yang relatif tidak biasa dilakukan; 

3. Mengelompokkan kembali komoditas dari yang sebelumnya 
terdiri atas 7 kelompok pengeluaran rumah tangga ke dalam 
11 kelompok.2 “Makanan, Minuman, dan Tembakau,” kelompok baru dalam SBH 2018, terdiri dari gabungan atas “Makanan 
Mentah” dan “Kategori Makanan Olahan, Minuman, Rokok, dan Tembakau” yang ada dalam SBH sebelumnya. Demikian 
pula, “Pendidikan” sekarang merupakan kategori independen, terpisah dari “Hiburan dan Olahraga”. Selanjutnya, kategori 
yang dulunya “Pakaian” sekarang dibagi menjadi “Pakaian dan Alas Kaki” dan “Perawatan Pribadi dan Jasa Lain” (Gambar 
A.1.1); 

4. Menetapkan bobot yang lebih tinggi untuk komponen inti dan harga barang-barang yang harganya diatur pemerintah 
(administered), dan bobot yang lebih rendah untuk kelompok barang-barang yang harganya bergejolak (volatile) (terutama 
makanan mentah), menangkap pola pengeluaran yang lebih baru di mana penduduk perkotaan Indonesia membelanjakan lebih 
banyak untuk barang-barang bukan makanan dibandingkan dengan makanan.3 Dengan demikian komponen makanan sekarang 
secara total memiliki bobot 33,7 persen, turun dari 35,0 persen pada tahun 2012 (Tabel A.1.2). 

 
Revisi bobot ini memiliki implikasi untuk inflasi umum di masa depan: 

1. Bobot yang lebih rendah untuk komponen makanan diperkirakan menyebabkan dampak yang lebih lemah dari inflasi makanan 
terhadap inflasi umum pada saat inflasi makanan biasanya lebih tinggi, seperti selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri, dan 
contoh yang kurang umum adalah ketika ada kekurangan sembako; 

2. Dampak yang lebih kuat dari harga non-makanan terhadap inflasi umum karena basis tahun 2018 memberi bobot yang lebih 
tinggi untuk komponen non-makanan, khususnya perumahan dan penyewaan rumah, listrik, BBM, pendidikan tinggi, dan 
pulsa ponsel (Tabel A.1.2). 

 
Tabel A.1.2: Bobot dari kategori dalam kelompok barang dan jasa konsumen 
(persen) 

Kategori barang dan jasa 2012 2018 Perbedaan 
1. Makanan, Minuman dan Tembakau  27,23 25,01 -2,22 
2. Pakaian dan Alas Kaki  5,06 5,41 0,35 
3. Perumahan, Air Bersih, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya 20,12 20,45 0,33 
4. Peralatan Rumah Tangga dan Perawatan Berkala 5,61 5.97 0,36 
5. Kesehatan 2,80 2,62 -0,18 
6. Transportasi 12,36 12,38 0,02 
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 5,81 5,83 0,02 
8. Hiburan, Olahraga, dan Kebudayan 2,04 2,15 0,11 
9. Pendidikan 5,41 5,62 0,21 
10. Penyediaan Makanan dan Minuman /Restoran 7,81 8,67 0,86 
11. Jasa Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 5,75 5,89 0,14 

Sumber: BPS. 

Tabel A.1.1: Bobot dari berbagai komponen IHK 
(persen) 

Komponen 2012 2018 
Umum 100 100 
Inti 65,4 65,5 
Barang-barang yang harganya 
diatur pemerintah (administered) 18,0 18,1 
Barang-barang yang harganya 
bergejolak (volatile) 16,6 16,5 

Komponen 2012 2018 
Makanan  35,0 33,7 
   Makanan mentah 18,9 18,0 
   Makanan olahan 16,2 7,0 
   Penyedia makanan/restoran ** 8,7 
Non-makanan 65,0 66,3 

 

Catatan: **sub-komponen ini tidak ada dalam IHK berbasis tahun 
2012. 
Sumber: BPS. 
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Gambar A.1.1: Reklasifikasi dalam IHK tahun 2018 

 
Sumber: Direproduksi dari bahan sosialisasi BPS untuk Survei Biaya Hidup 2018, BPS. 

 
1 Kepala BPS menyebutkan bahwa IHK tahun 2018 mencakup sejumlah komoditas baru dalam penghitungan inflasi seperti aksesori ponsel, bank daya 
(power bank), jasa pengasuhan anak, dan biaya transportasi yang digunakan untuk perjalanan dengan pengaturan secara daring (online), untuk 
mengetahui pola konsumsi terbaru yang biasanya dilakukan setiap 5 tahun https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4883368/baru-nih-gojek-
grab-hingga-powerbank-masuk-hitungan-inflasi. 
2 Dalam sosialisasi SBH 2018, BPS menjelaskan bahwa klasifikasi ulang dilakukan untuk menyelaraskan Indonesia dengan 13 divisi COICOP 
(Classification of Individual Consumption According to Purpose - Klasifikasi Konsumsi Individual Menurut Tujuan) PBB tahun 2018. Selain itu, BPS membuat 
penyederhanaan lebih lanjut dan memetakan kembali 13 divisi COICOP menjadi hanya 11 divisi atau kelompok.   
3 Pada tahun 2015, 50,0 persen dari pengeluaran penduduk kota-kota Indonesia digunakan untuk mengkonsumsi barang-barang non-makanan, 
peningkatan yang signifikan dari hanya 30,7 persen pada tahun 1980. Pengeluaran untuk beras cenderung menurun, sementara pengeluaran untuk 
makanan olahan cenderung meningkat 
https://www.bappenas.go.id/files/data/Pengembangan_Regional_dan_Otonomi_Daerah/Statistik%2070%20Tahun%20Indonesia%20Merdeka.pdf. 
Pangsa pengeluaran non-makanan di kota-kota Indonesia pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 53,3 persen  (BPS, SUSENAS, Maret 2017). 
 

 

 

 
Kotak A.2: Wawasan hampir terkini (near real-time) mengenai dampak sosial ekonomi COVID-19 pada rumah tangga di 

Indonesia (HiFy) 
 

Pandemi COVID-19 berkembang dengan cepat. Dampak terhadap kesejahteraan dari pandemi ini yang disertai dengan langkah-
langkah pengendaliannya diperkirakan akan parah. Di saat dampaknya tersebar luas, dampaknya akan dirasakan lebih dalam dan lebih 
lama oleh masyarakat miskin dan rentan. Para pembuat kebijakan memerlukan informasi yang tepat waktu dan relevan untuk 
memantau dampak krisis COVID-19 dan efektivitas langkah-langkah kebijakan mereka untuk mengurangi dampak negatif terhadap 
mata pencaharian. 
 
Menanggapi permintaan ini, Bank Dunia melakukan pemantauan berfrekuensi tinggi terhadap dampak sosial-ekonomi dari COVID-
19 pada rumah tangga (HiFy). HiFy ini dirancang dalam bentuk survei wawancara telepon selama 15-20 menit dari sekitar 4.000 rumah 
tangga panel di 40 kabupaten dan 35 kota di 27 provinsi. Survei dilaksanakan dalam lima putaran selama jangka waktu enam bulan. 
Rumah tangga akan dilacak setiap 3-4 minggu selama tiga bulan pertama dan setiap 6-8 minggu untuk tiga bulan berikutnya. Survei 
ini memberikan wawasan hampir terkini (near real-time) mengenai indikator sosial-ekonomi utama, termasuk kesejahteraan sosial, 
pekerjaan dan penghasilan, keamanan pangan, akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan mekanisme yang dimiliki 
rumah tangga untuk mengatasi krisis. Kuisionernya bersifat dinamis, dengan pertanyaan berputar masuk dan keluar untuk lebih 
menangkap situasi yang berubah dengan cepat. 
 
Rumah tangga sampel HiFy tersebut diambil dari tiga upaya pengumpulan data terbaru Bank Dunia, yaitu Survei Persepsi Perkotaan 
(2018), Survei Kemiskinan Pedesaan (2019), dan Survei Ekonomi Digital (2020). Untuk memastikan keterwakilan survei di tingkat 
nasional, cakupan rumah tangga dibuat seimbang di lima wilayah utama di Indonesia: DKI Jakarta, Jawa (di luar Jakarta) Pedesaan, 
Perkotaan di Jawa (di luar Jakarta), Pedesaan di Luar Jawa, dan Perkotaan di Luar Jawa. Rumah tangga sampel juga diseleksi dengan 
mempertimbangkan gender dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Putaran kedua pengumpulan data baru-baru ini diselesaikan 
pada awal Juni 2020, dan proses analisanya saat ini sedang berlangsung. 

 
 

IHK 2012 IHK 2018 

7. Makanan mentah 

6. Makanan olahan, minuman, 
rokok dan tembakau,  

5. Perumahan, air bersih, listrik, gas, 
dan bahan bakar 

4. Pakaian 

3. Kesehatan 

2. Pendidikan, hiburan, dan 
olahraga 

1. Transportasi, komunikasi, dan 
jasa keuangan 

5. Makanan, minuman, dan tembakau 

4. Pakaian dan alas kaki 
2. Perumahan, air bersih, listrik, dan bahan 

bakar lainnya 
3   11.Peralatan rumah tangga dan perawatan 

berkala 
1   
10.Kesehatan 
9. Transportasi 

8. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 

7. Hiburan, olahraga, dan kebudayaan 

6. Pendidikan 
4. Penyediaan makanan dan 

minuman/restoran 
5. Perawatan pribadi dan jasa lainnya 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4883368/baru-nih-gojek-grab-hingga-powerbank-masuk-hitungan-inflasi
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4883368/baru-nih-gojek-grab-hingga-powerbank-masuk-hitungan-inflasi
https://www.bappenas.go.id/files/data/Pengembangan_Regional_dan_Otonomi_Daerah/Statistik%2070%20Tahun%20Indonesia%20Merdeka.pdf
https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MjUwMWY5NzM2ZDQ0NDA4YmI3YWZiZTIy&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMTcvMTIvMjgvMjUwMWY5NzM2ZDQ0NDA4YmI3YWZiZTIyL3BlbmdlbHVhcmFuLXVudHVrLWtvbnN1bXNpLXBlbmR1ZHVrLWluZG9uZXNpYS0tbWFyZXQtMjAxNy5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMC0wNS0wNCAwOToxNzozNA%3D%3D
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Kotak A.3: Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 dilihat dari Sudut Pandang Gender 

Krisis COVID-19 ini unik, terdiri dari beberapa krisis yang berinteraksi dalam cara yang rumit, dan menciptakan 
ketidakpastian yang cukup tinggi mengenai kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.1 Mengingat perbedaan (persepsi 
terhadap) gender yang sudah ada sebelumnya, antara lain dalam kegiatan ekonomi dan norma sosial, krisis ini dapat memberi dampak 
pada perempuan dan laki-laki dengan cara yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini perlu diakui dan diukur sehingga kebijakan 
tanggapan dan intervensinya mampu menanggapi berbagai kebutuhan dan prioritas. Kegagalan untuk melakukannya akan 
memperburuk tantangan yang ada, dengan akibat yang sangat negatif bagi perekonomian. Namun demikian, pemantauan skala 
dampak terkait gender dan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan tanggapan untuk laki-laki dan perempuan, serta anak perempuan 
dan anak laki-laki, membutuhkan upaya sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi yang dipilah 
berdasarkan gender secara terus menerus.  

1. Perempuan secara tidak proporsional dipekerjakan di sektor-sektor yang lebih terkena dampak krisis  

Di seluruh dunia, perempuan menanggung beban PHK karena kemerosotan ekonomi. Di Amerika Serikat, pekerja perempuan 
menyumbang 55 persen dari kehilangan pekerjaan pada bulan April.2 Survei Tenaga Kerja Triwulan di Inggris menunjukkan bahwa 
sepertiga dari perempuan lebih mungkin kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan di Q1 karena mereka bekerja 
secara tidak proporsional di sektor ritel dan perhotelan.3 

 
Per Mei 2020, 1,7 juta karyawan4 telah kehilangan pekerjaan mereka 
di Indonesia karena pandemi ini. Namun demikian, diperkirakan 
total kehilangan pekerjaan bersih akan menjadi sekitar 3,6 juta5. 
Pemodelan Bank Dunia mengenai dampak kemiskinan secara ex-
ante (dilakukan berdasarkan perkiraan bukan dari hasil aktual) dari 
krisis COVID-196 menemukan bahwa tenaga kerja di bidang 
pertanian dan jasa tradisional, seperti perdagangan grosir dan 
eceran, transportasi dan pergudangan, akomodasi dan restoran, 
serta jasa lainnya cenderung paling terpukul oleh krisis ini. Sektor-
sektor ini mencakup 66 persen dari total angkatan kerja perempuan, 
dibandingkan dengan 60 persen dari total angkatan kerja laki-laki 
(Gambar A.3.1). Pemantauan Berfrekuensi Tinggi Bank Dunia 
baru-baru ini mengenai Dampak COVID-19 (HiFy COVID - 
Kotak A.2) menunjukkan bahwa 24 persen pencari nafkah yang 
bekerja sebelum krisis berhenti bekerja pada bulan Mei 2020. 
Pekerja sektor jasa merupakan bagian terbesar (55 persen) di antara 
mereka, diikuti oleh mereka yang bekerja di industri (33 persen). 
Bahkan di antara mereka yang masih bisa bekerja selama krisis ini, 
64 persen menerima pendapatan yang lebih rendah dibandingkan 
dengan sebelum krisis. Secara umum, mereka yang bekerja di sektor 
jasa kemungkinan besar mengalami penurunan pendapatan. 

Meskipun pencari nafkah laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi pengangguran atau mengalami 
penurunan pendapatan selama berlangsungnya pandemi, lebih dari 80 persen pencari nafkah perempuan berada di sektor jasa, 
terutama di bidang perdagangan ritel, hiburan, dan perhotelan, yang merupakan sektor yang mendapat pukulan paling berat. Ini 
menempatkan mayoritas pekerja perempuan pada risiko yang lebih tinggi selama masa krisis. Namun demikian, secara absolut, banyak 
pekerja laki-laki yang terlibat di sektor jasa, selain sektor yang didominasi laki-laki seperti konstruksi dan manufaktur yang juga sangat 
terdampak, membuat mereka juga tidak kebal terhadap goncangan ekonomi. 

Sementara itu, merosotnya kegiatan ekonomi sebagai akibat dari pembatasan mobilitas akan cenderung lebih mempengaruhi pekerja 
di sektor informal dibandingkan dengan yang di sektor formal7. Di Indonesia, proporsi perempuan yang bekerja di sektor informal 
(60 persen dari total pekerjaan perempuan) lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (53 persen dari total pekerjaan laki-laki).  
 
Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga rentan terhadap guncangan ekonomi. Sekitar 60 persen perempuan bekerja di 
UMKM di Indonesia, yang sebagian besar adalah usaha mikro dan banyak di antaranya berada di sektor informal. Survei HiFy 
menemukan bahwa mereka yang terlibat dalam usaha bisnis non-pertanian, yang sebagian besar adalah usaha mikro dan kecil, adalah 
yang paling terkena dampak negatif selama pandemi ini. Dengan lebih dari 60 persen pencari nafkah perempuan bekerja di usaha 
non-pertanian, dibandingkan dengan laki-laki sekitar 24 persen, rasio yang lebih tinggi dari pencari nafkah perempuan, yang menjadi 
rentan dalam krisis ini dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka. Kerentanan mereka meningkat karena jenis pekerjaan tersebut 
cenderung berada di luar jangkauan langkah-langkah perlindungan sosial. Menambah jumlah kelompok rentan ini adalah pekerja 
rumah tangga, yang diwakili oleh perempuan.8   

Gambar A.3.1: Pertanian dan jasa tradisional 
menyumbang 66 persen dari angkatan kerja perempuan, 
lebih tinggi dari laki-laki 
(persen terhadap total angkatan kerja)  

 

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia 
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Secara keseluruhan, dimensi gender dari dampak COVID-19 pada pekerjaan perlu dinilai dalam konteks kondisi yang sudah ada 
sebelumnya. Dengan partisipasi angkatan kerja perempuan (female labor force participation, FLFP) yang sudah relatif rendah ini, 
kemungkinan kehilangan pekerjaan bagi perempuan dari krisis ini berpotensi lebih mengurangi FLFP ini, yang berpotensi membebani 
pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan daya saing.9,10 
 

2. Rumah tangga yang kepala rumah tangganya perempuan lebih 
rentan terhadap guncangan penghasilan dan kerawanan pangan 

Meskipun secara statistik guncangan pekerjaan tidak berbeda antara pencari 
nafkah perempuan dan laki-laki, dan terjadinya kemiskinan serupa di antara 
rumah tangga yang kepala rumah tangganya dan laki-laki, dampak COVID-
19 pada rumah tangga yang kepala rumah tangganya perempuan vs. rumah 
tangga yang kepala rumah tangganya laki-laki bisa tidak proporsional. Salah 
satu mekanisme untuk dampak yang berbeda adalah sumber penghasilan 
rumah tangga, di mana rumah tangga yang kepala rumah tangganya 
perempuan (female-headed household, FHH) lebih rentan. Sebagai contoh, data 
HiFy menunjukkan bahwa rumah tangga yang kepala rumah tangganya 
perempuan lebih mengandalkan kiriman uang/remitansi (31 persen) 
dibandingkan dengan rumah tangga yang kepala rumah tangganya pria (11 
persen). Karena kondisi yang lebih terbatas untuk pekerjaan atau kesulitan 
ekonomi lainnya, 80 persen rumah tangga yang kepala rumah tangganya 
perempuan menerima lebih sedikit atau bahkan tidak menerima kiriman 
uang setelah merebaknya pandemi ini.11 Demikian pula, karena rumah 
tangga yang kepala rumah tangganya perempuan lebih cenderung hanya 
memiliki satu pencari nafkah, mereka lebih rentan secara ekonomi setelah 
satu-satunya pencari nafkah mengalami guncangan pekerjaan. Kerentanan 
ekonomi yang lebih tinggi di antara rumah tangga yang kepala rumah 
tangganya perempuan ini tampaknya mewujud dalam pengurangan 
konsumsi makanan sebagai mekanisme penanggulangan krisis. Rumah 
tangga yang kepala rumah tangganya perempuan lebih mungkin mengalami 
kerawanan pangan, baik karena kekurangan makanan maupun makan lebih 
sedikit dari yang seharusnya. (Gambar A.3.2).  
 

3. Karena mayoritas petugas kesehatan dan perawat adalah perempuan, perempuan memiliki risiko lebih tinggi 
terpapar virus  

Sejalan dengan tren global, perempuan merupakan mayoritas staf sektor kesehatan di Indonesia. Secara total, 74 persen staf sektor 
kesehatan, dan 63 persen staf sektor kesehatan garis depan adalah perempuan. Dengan memiliki interaksi langsung dengan pasien 
yang terinfeksi sebagai bagian dari pekerjaan utama mereka, maka lebih banyak staf kesehatan perempuan akan berisiko jika mereka 
tidak dapat mematuhi protokol pengendalian infeksi, seperti karena kekurangan alat pelindung diri (APD) ketika melakukan pekerjaan 
mereka. Selain itu, norma sosial menentukan bahwa perempuan mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk merawat orang sakit 
dalam keluarga sehingga meningkatkan kemungkinan mereka terpapar virus. Selama berlangsungnya wabah Ebola di Afrika, 
perempuan lebih mungkin terpapar virus, karena mereka memiliki peran sebagai perawat di keluarga.12  

4. Norma sosial dan gender menyatakan bahwa beban tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan keluarga 
adalah bagi perempuan  

Bekerja dari rumah atau pengaturan kerja yang fleksibel telah dipromosikan sebagai cara untuk membantu laki-laki dan perempuan 
untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kebutuhan keluarga dan menjaga agar perempuan yang sudah menikah yang memiliki anak-
anak tetap berada di dalam angkatan kerja. Perusahaan-perusahaan, termasuk di Indonesia, yang mungkin lambat dalam 
memperkenalkan prosedur formal untuk pekerjaan yang fleksibel harus melakukan perubahan ini karena wabah COVID-19. 
Meskipun hal ini dapat membawa perubahan positif untuk mendorong kesetaraan gender dalam angkatan kerja dalam jangka panjang, 
hal ini terjadi pada saat sekolah ditutup dan perempuan memikul beban pekerjaan rumah tangga tambahan, melakukan pengawasan 
untuk sekolah rumah, dan tanggung jawab pengasuhan anak di rumah. Dari seluruh dunia, terdapat bukti distribusi yang tidak merata 
dari pekerjaan tambahan, dan tekanan tambahan yang ditanggung perempuan.13 Pola yang sama teramati di Indonesia. Meskipun 
hanya 18 persen rumah tangga dalam survei HiFy yang memiliki anak usia sekolah yang mengharuskan orang dewasa untuk berhenti 
dari pekerjaan mereka atau mengurangi waktu bekerja untuk mengawasi anak-anak mereka yang melanjutkan belajar di rumah, di 

Gambar A.3.2: Prevalensi kerawanan pangan 
lebih tinggi di antara FHH 
(pangsa terhadap total rumah tangga menurut gender, 
persen)  

 
Sumber: Pemantauan frekuensi tinggi terhadap rumah 
tangga, Ringkasan Hasil dari Putaran 1 Survei. 
Catatan: Kekurangan makanan didefinisikan ketika sebuah 
keluarga tidak memiliki cukup makanan untuk memberi 
makan seluruh anggota rumah tangga. Makanan sedikit 
berkurang didefinisikan ketika keluarga makan lebih sedikit 
dari sebelum pandemi tetapi belum tentu kekurangan 
konsumsi makanan. 
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sebagian besar dari mereka (66 persen), tanggung jawab ini jatuh pada ibu. Hal ini berpotensi membalikkan beberapa kemajuan yang 
dibuat dalam mempersempit kesenjangan upah terkait gender selama beberapa dekade terakhir ini dan mengganggu kemajuan karier 
dan prospek penghasilan para ibu lebih dari para ayah.14  
 
1 Terdapat ketidakpastian yang cukup besar dalam krisis ini yang sangat bergantung pada epidemiologi virus. Lihat IMF IMF (2020). The Great Lockdown: Worst 
Economic Downturn Since the Great Depression oleh Gita Gopinath, IMF Blogs, 13 April 2020 
2 Why the coronavirus crash is hurting women more than men, CBS News (28 Mei 2020)  
3 R. Joyce, X. Xu, 2020, ‘Sector shutdowns during the coronavirus crisis: which workers are most exposed’ 
4 Detik (May 12, 2020) 
5 Kehilangan pekerjaan bersih dihitung sebagai perbedaan antara kehilangan pekerjaan dan perolehan pekerjaan di saat para pekerja beralih antar sektor selama 
berlangsungnya pandemi. Kemiskinan dan Dampak Distribusi Guncangan COVID-19 di Indonesia, pemodelan internal per Juni 2020.  
6 Ibid 
7 Para pekerja berpenghasilan rendah, wiraswastawan, dan para pekerja informal cenderung tidak dapat bekerja dari rumah dan memiliki skema perlindungan 
penghasilan. Hayatama M., Mariana V., dan Hernan W., Jobs’ Amenability to Working From Home: Evidence from Skills Surveys for 53 countries, Kertas Kerja 
Penelitian Kebijakan Bank Dunia 9241, Mei 2020.  
8 Banyak UMKM yang tidak terdaftar dalam sistem perbankan, sistem pajak, dan sistem bantuan sosial karena UMKM tersebut tidak memiliki Nomor Induk 
Kependudukan dan oleh karenanya tidak akan dapat menerima manfaat tertentu dari Pemerintah. 
9 Meningkatkan peran serta perempuan Indonesia dalam pasar tenaga kerja berarti bahwa Indonesia akan memiliki lebih banyak keterampilan dan lebih banyak bakat 
yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kesetaraan dan Pengembangan Gender (Gender Equality and Development), World Development Report, 2012. 
10 Penghasilan yang lebih tinggi dari perempuan pekerja juga cenderung mengarah ke beberapa saluran pertumbuhan produktivitas. Ini termasuk peningkatan 
tabungan rumah tangga dan pengeluaran yang lebih tinggi untuk investasi modal manusia melalui pendidikan dan perawatan kesehatan yang lebih baik. Agenor, 
Pierre-Richard, O. Canuto, Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi di Brasil, Kertas Kerja Penelitian Kebijakan Bank Dunia 6348, 2013  
11 Jumlah rumah tangga yang kepala keluarganya laki-laki yang berhenti menerima kiriman uang (remittance) sedikit lebih rendah dibandingkan dengan rumah tangga 
yang kepala keluarganya perempuan. 
12 Fawole, Olufunmilayo & Nguku, PatrickM & Adewuyi, PeterA & Bamiselu, OlufunmiF. (2015). Dimensi gender terhadap wabah Ebola di Nigeria. Annals of 
African Medicine. 15. 10.4103/1596-3519.172554 
13  Lihat misalnya bukti dari Inggris dalam :  A. Andrew, S. Cattan, M. Costa Dias, C. Frarquharson, L. Kraftman, S. Krutikova, A. Phimister, dan A. Sevilla, 2020, 
‘How are mothers and fathers balancing work and family under lockdown’, The Institute for Fiscal Studies 
14 A. Andrew, S. Cattan, M. Costa Dias, C. Frarquharson, L. Kraftman, S. Krutikova, A. Phimister, dan A. Sevilla, 2020, ‘How are mothers and fathers balancing work and 
family under lockdown’, The Institute for Fiscal Studies. 
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https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5012073/beda-dengan-pengusaha-ini-data-phk-versi-kemnaker
http://documents.worldbank.org/curated/en/673341589224762491/pdf/Jobs-Amenability-to-Working-from-Home-Evidence-from-Skills-Surveys-for-53-Countries.pdf
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Kotak A.4: Dinamika bekerja dari rumah 

Para akademisi sedang mengembangkan klasifikasi untuk mengevaluasi pekerjaan mana yang dapat dilakukan di rumah berdasarkan 
keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dengan berhasil.1 Menurut klasifikasi ini, hampir setengah dari pekerjaan di 
negara-negara berpenghasilan tinggi dapat dilakukan di rumah, tetapi ini berlaku untuk kurang dari seperempat pekerjaan di negara-
negara berpenghasilan rendah dan menengah. Dengan menggunakan metode umum, 37 persen pekerjaan dapat dilakukan di rumah 
di Amerika Serikat, tetapi hanya 21 persen di Indonesia.2 Bagaimana pekerjaan dapat dilakukan dari rumah sangat berbeda-beda di 
seluruh sektor ekonomi dan berdasarkan pada apa yang dianggap layanan esensial. Di Indonesia, saat 88 persen pekerjaan pemerintah 
diperkirakan dapat dilakukan di rumah, angka ini nyatanya berlaku hanya untuk sekitar 40 persen pekerjaan manufaktur utama (tekstil, 
produk kulit dan alas kaki; kayu dan produk kayu), dan hanya 10 persen atau kurang dari pekerjaan di perhotelan dan restoran, 
konstruksi, perdagangan grosir, atau pertanian (Gambar A.4.1). 

 
Gambar A.4.1: Persentase pekerjaan yang diperkirakan dapat dilakukan di rumah (persen)  

A. Menurut kegiatan ekonomi B. Menurut jenis kontrak kerja 

 

 
C. Menurut kuintil upah 

 
Catatan: Perkiraan berdasarkan Sakernas dan metode Dingel dan Neiman (2020) 

 
Tidak mengherankan, pekerja dalam pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah juga lebih cenderung menjadi pekerja upahan. Secara 
keseluruhan, 42 persen dari pekerjaan berupah diperkirakan memungkinkan untuk diselesaikan dari rumah, 17 persen pekerjaan yang 
dilakukan oleh pemberi kerja dengan pekerja tetap akan dapat dilakukan dari rumah, dan hanya 11 persen dari pekerjaan yang 
dilakukan oleh para pekerja mandiri yang dapat dilakukan dari rumah (Gambar A. 4.1B). Setengah dari tenaga kerja dengan upah 
tinggi diperkirakan dapat bekerja dari rumah; sementara, yang menarik adalah terdapat pangsa yang lebih tinggi dari mereka yang 
bekerja dengan upah terendah yang dapat bekerja dari rumah (26 persen) dibandingkan dengan mereka yang upahnya berada di kuintil 
penghasilan ke-2, ke-3, dan ke-4 (Gambar A.4.1C).   
 
Laki-laki, pekerja berketerampilan rendah, dan pekerja yang tinggal di daerah pedesaan lebih mungkin memiliki pekerjaan yang tidak 
dapat dilakukan di rumah (lihat Gambar A.4.2). Perbedaan yang paling mencolok adalah untuk pekerja berketerampilan rendah, di 
mana 85 persen pekerjaan mereka membutuhkan kehadiran fisik. Pendidikan tinggi juga sangat berkorelasi dengan proporsi pekerjaan 
yang lebih tinggi yang dapat dilakukan di rumah, karena hampir 80 persen orang yang berpendidikan universitas memiliki pekerjaan 
yang dapat dilakukan secara jarak jauh di rumah.   
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Gambar A.4.2: Pangsa dari pekerjaan yang bisa dilakukan dari jarak jauh berdasarkan…  

A. Gender B. Kategori usia 

  
C. Tingkat keterampilan D. Perkotaan/pedesaan 

  
Catatan: Perkiraan berdasarkan Sakernas dan metode Dingel dan Neiman (2020) 
 
Meskipun analisa ini menarik, perlu dicatat bahwa analisa yang lebih mendalam harus menjelaskan layanan yang dianggap penting 
(bahkan jika suatu perkerjaan tidak dapat dilakukan dari rumah, pekerjaan tersebut tidak akan berhenti), menjelaskan bahwa pekerjaan 
yang sama mungkin berbeda dalam hal konten keterampilannya di negara-negara berpenghasilan tinggi dan menengah,3 dan menjelaskan 
bahwa para pekerja mungkin dapat menyesuaikan layanan dan fungsi produksi mereka dengan kendala-kendala baru.  
 
 

1 Dingel dan Neiman (2020). “How many jobs can be done at home?” 16 April 2020. Mimeo.  
2 Metode perkiraan untuk pekerjaan yang dapat dilakukan di rumah didasarkan pada Dingel dan Neiman (2020), yang mengklasifikasikan kelayakan bekerja di rumah 
berdasarkan tanggapan terhadap dua survei Jaringan Informasi Pekerjaan (Occupational Information Network, O*NET) yang mencakup “konteks kerja” dan “kegiatan 
kerja yang disama-ratakan” untuk setiap kode klasifikasi pekerjaan standar (standard occupational classification, SOC). Mengingat pemetaan secara banyak-ke-banyak (many-
to-many mapping) dari kode SOC ke KBJI (Klasifikasi Jenis Pekerjaan Standar Indonesia, Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia), ketika SOC memetakan ke beberapa 
KBJI, kami mengalokasikan bobot untuk setiap kode SOC dengan menggunakan proporsi KBJI dalam Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). 

 3 Bank Dunia sedang melakukan uji coba versi yang disesuaikan dari O*NET dari Amerika Serikat di Indonesia yang akan menjelaskan pertanyaan ini.  
 

 

 
  

24% 19%

76% 81%

Female Male

Can be done from home Can't be done from home

21% 21%

79% 79%

Adult Youth

Can be done from home Can't be done from home

84%

13% 15%

16%

87% 85%

High-skilled Semi-skil led Low-skilled

Can be done from home Can't be done from home

12% 29%

88% 71%

Rural Urban

Can be done from home Can't be done from home

Semi terampil 

Dapat dilakukan dari rumah Dapat dilakukan dari rumah Tidak dapat dilakukan dari rumah 

Tidak dapat dilakukan dari rumah Tidak dapat dilakukan dari rumah 

Tidak dapat dilakukan dari rumah 

Dapat dilakukan dari rumah Dapat dilakukan dari rumah 

Keterampilan tinggi Keterampilan rendah 

Perempuan Laki-laki Dewasa Muda 

Perkotaan Pedesaan 



  J a l a n  P a n j a n g  P e m u l i h a n  E k o n o m i  P r o s p e k  P e r e k o n o m i a n  I n d o n e s i a    

 

 
J u l i  2 0 2 0  T H E  W O R L D  B A N K  |  B A N K  D U N I A  

74 

Kotak A.5: Indonesia, Ketegangan Perdagangan, dan Kesepakatan Perdagangan Tahap Satu 

Meskipun ada persetujuan dari Kesepakatan Perdagangan Tahap Satu pada bulan Januari tahun ini, ketegangan perdagangan AS-
Tiongkok dan ancaman tarif, waalau tentu saja berhenti selama beberapa bulan pertama tahun 2020, belum sepenuhnya hilang dan 
bahkan telah mengalami beberapa eskalasi ketegangan kembali pada beberapa minggu terakhir ini.1 Selain itu, mengingat Tiongkok 
semakin lama semakin tidak berperan sebagai pusat produksi karena menuanya tenaga kerja, biaya upah yang lebih tinggi, dan 
gangguan rantai pasokan utama baru-baru ini, maka dari itu semakin penting untuk memahami dampak perdagangan dan investasi 
dan kemungkinan implikasinya untuk jangka panjang bagi Indonesia. 

Sebelum terjadinya Kesepakatan tersebut, ketegangan perdagangan telah meningkat selama dua tahun ke belakang. Ketegangan 
tersebut, diiringi dengan kenaikan tarif dan meningkatnya ketidakpastian kebijakan global, telah membebani perdagangan dan 
investasi dunia. Pertumbuhan perdagangan global melambat menjadi 0,8 persen pada tahun 2019, laju yang terlemah sejauh ini 
sejak terjadinya Krisis Keuangan Global2. Pada saat yang sama, pertumbuhan investasi global juga turun menjadi 2,3 persen pada 
tahun 2019, yang terendah sejak tahun 2016.3 

Menurut kesepakatan Tahap Satu ini, Tiongkok akan meningkatkan impornya dari Amerika Serikat dengan tambahan USD 77 
miliar pada tahun 2020 dan USD 123 miliar pada tahun 2021, dengan jumlah akhir senilai USD 200 miliar relatif terhadap tingkat 
impornya di tahun 2017. Sebagai informasi, Tiongkok mengimpor lebih dari USD 185 miliar dalam total barang dan jasa AS di 
tahun tersebut. Kesepakatan tersebut mencakup tambahan impor di bidang pertanian (USD 32 miliar), manufaktur (USD 77,7 
miliar), jasa (USD 37,9 miliar), dan energi (USD 52,4 miliar) selama periode 14 Februari 2020 hingga 31 Desember 2021.4  
 
Dampak Perdagangan dan Pengalihan Investasi Asing Langsung (FDI) karena Adanya Ketegangan Perdagangan yang 
Tinggi 
 
Perdagangan global yang melambat dan ketidakpastian kebijakan 
yang meningkat berlarut-larut telah berdampak pada kawasan 
Asia Timur dan Pasifik (EAP). Pertumbuhan ekspor regional 
diperkirakan melambat menjadi 1,9 persen pada tahun 2019, 
setelah mencapai 9,4 dan 4,9 persen pada 2017 dan 2018 masing-
masing. Investasi tetap regional juga lemah, tumbuh sebesar 4,3 
persen pada tahun 2019, lebih rendah dari kenaikan 4,7 persen 
dan 5,1 persen pada tahun 2017 dan 2018, masing-masing.5   
 
Dalam menghadapi tarif yang lebih tinggi dan ketidakpastian yang 
meningkat, ketegangan perdagangan AS-Tiongkok tersebut 
kemungkinan telah memberi kontribusi terhadap dampak 
perdagangan dan pengalihan Investasi Asing Langsung (FDI), di 
mana perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Tiongkok 
memindahkan operasinya keluar dari Tiongkok, terutama ke 
negara-negara tetangga di Asia Tenggara.6 Sebuah survei 
bersama yang dilakukan oleh AmCham Shanghai dan AmCham 
China pada bulan Mei 2019 menunjukkan bahwa 40,7 persen responden mempertimbangkan untuk merelokasi fasilitas 
manufaktur ke luar Tiongkok dan bahwa Asia Tenggara adalah tujuan yang lebih disukai (24,7 persen), diikuti oleh Meksiko 
(10,5 persen) ( Tabel A.5.1).7 Oleh karena itu, impor manufaktur AS senilai US$ 31 miliar dialihkan dari Tiongkok ke negara-
negara Asia lainnya pada tahun 2019, di mana 46 persennya diserap oleh Vietnam.8 Pengalihan ini berkontribusi pada Vietnam 
yang melakukan ekspor tambahan senilai US$ 14 miliar dari barang-barang manufaktur ke Amerika Serikat pada 2019 
dibandingkan dengan tahun 2018.9 
 
Selain Vietnam, terdapat pula beberapa bukti dampak pengalihan perdagangan dari Tiongkok ke Thailand dan Indonesia. Kategori 
barang spesifik yang impornya dari Tiongkok menurun tetapi impor AS dari Indonesia, Thailand, dan Vietnam meningkat antara 
lain bahan mentah yang tidak dapat dimakan (tidak termasuk bahan bakar), mesin dan peralatan transportasi, dan barang-barang 
manufaktur lainnya (Gambar A.5.1). Pada saat yang sama, Vietnam mengalami peningkatan yang besar dalam investasi langsung 
dari Tiongkok, meningkat sebesar 64,8 persen menjadi USD 4,1 miliar dari arus masuk FDI pada tahun 2019, naik dari USD 2,4 
miliar pada tahun 2018. Vietnam menerima investasi bernilai besar dari Tiongkok sebagian karena upaya liberalisasi 
perdagangannya dan iklim investasi yang menguntungkan, yang telah mendukung integrasi Vietnam yang relatif tinggi ke dalam 
rantai nilai global (global value chain, GVC).10  Integrasi GVC Vietnam di-diversifikasi di seluruh sektor manufaktur, termasuk logam 
dasar dan logam pabrikasi, bahan kimia dan produk-produk kimia, peralatan listrik dan optik, peralatan transportasi, mesin, serta 
karet dan plastik.11 
 

Tabel A.5.1: Daerah tujuan relokasi yang lebih 
disukai oleh perusahaan-perusahaan di Tiongkok 

Lokasi Tanggapan Persentase 
Asia Tenggara 59 24,7 
Meksiko 25 10,5 
Anak benua India (India, 
Bangladesh, Pakistan, Sri 
Lanka) 

20 8,4 

Di Tempat Lain 15 6,3 
Amerika Serikat 14 5,9 
Asia Timur 10 4,2 
Eropa 9 3,8 
Tidak ada rencana untuk 
merelokasi fasilitas 
manufaktur 

144 60,3 
 

Sumber: Survei Bersama antara AmCham Shanghai dan AmCham 
China megenai Tarif (American Chamber of Shanghai and China 
Joint Survey on Tariffs) 
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Selain dari integrasi GVC, Vietnam juga menawarkan biaya yang kompetitif dan kedekatan geografis dengan Tiongkok, yang 
membantu negara ini menjadi pilihan utama bagi perusahaan-perusahaan di Tiongkok untuk merelokasi basis produksi mereka.12 
Faktor-faktor ini semuanya berkontribusi mendukung peningkatan investasi langsung dari Tiongkok ke Vietnam (Gambar A.5.2). 
Demikian pula, Thailand mengalami lonjakan FDI yang serupa dari Tiongkok pada tahun 2019 dengan, khususnya, paket kebijakan 
relokasi Thailand Plus yang memberi kontribusi untuk memikat perusahaan-perusahaan dari Tiongkok untuk merelokasi produksi 
mereka ke Thailand.13 Demikian pula, realisasi FDI Tiongkok ke Indonesia pada tahun 2019 hampir dua kali lipat menjadi USD 
4,7 miliar atau 16,8 persen dari total investasi yang terealisasi, dari tahun 2018.14 
 
 
Gambar A.5.1: Beberapa kategori impor barang AS dari 
Vietnam, Thailand, dan Indonesia meningkat pada 
tahun 2019  
(Pertumbuhan impor barang AS berdasarkan negara asal dan kategori 
barang, tahun 2019, persen, yoy)  

Gambar A.5.2: Investasi langsung dari Tiongkok 
melonjak pada tahun 2019 
(Realisasi investasi langsung dari Tiongkok ke negara tujuan, USD 
miliar) 

  
Sumber: CEIC, perhitungan staf Bank Dunia Sumber: CEIC, perhitungan staf Bank Dunia 

 
Dampak Perdagangan dan Pengalihan Investasi karena Kesepakatan Tahap Satu 

Kesepakatan Tahap Satu mengharuskan Tiongkok mengimpor lebih banyak produk manufaktur, pertanian, jasa, dan energi dari 
Amerika Serikat. Sebagai negara pengekspor komoditas, dan dengan Tiongkok sebagai importir utama, ekspor Indonesia ke 
Tiongkok kemungkinan akan terpengaruh oleh perjanjian ini. Batubara dan LNG adalah ekspor komoditas utama, yang masing-
masing mencapai 53,7 persen dan 15 persen dari total ekspor pertambangan, untuk tahun 2014-2018. Selama periode yang sama, 
Tiongkok mengimpor 15,3 persen dari total impor batubara dari Indonesia, sementara impor batubara dari Amerika Serikat hanya 
mencapai 1,6 persen dari total impor batubara Tiongkok. Demikian pula, Tiongkok mengimpor 9,2 persen dari total impor gas 
alam cair (LNG) dari Indonesia, sementara impor LNG dari Amerika Serikat hanya sebesar 2,6 persen. Oleh karena itu, masuk 
akal jika Tiongkok akan mengalihkan sebagian impor energinya dari Indonesia ke Amerika Serikat, khususnya batubara dan gas 
alam, untuk memenuhi komitmen kesepakatan perdagangan, terutama dalam menghadapi penurunan permintaan dalam negeri 
untuk batubara dan gas alam di Tiongkok terkait dengan COVID.15   
 
Tiongkok adalah tujuan terbesar kedua untuk ekspor batubara Indonesia setelah India, dan merupakan 15,6 persen dari total 
ekspor batubara Indonesia selama tahun 2015–2019 (Gambar A.5.3). Demikian pula, Tiongkok adalah negara tujuan ketiga 
terbesar untuk ekspor gas alam Indonesia, setelah Singapura dan Jepang. Dengan kesepakatan perdagangan Tahap Satu ini, 
perkiraan terbaru menunjukkan bahwa ekspor Indonesia ke Tiongkok diperkirakan turun USD 1,4 miliar pada tahun 2020–21 
sebagai hasil langsung dari perjanjian tersebut, dan gas alam dan batubara berkontribusi hampir setengah dari perkiraan penurunan 
ekspor ini (Gambar 1). A.5.4).16 
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Gambar A.5.3: Tiongkok adalah importir utama 
batubara Indonesia 
(Ekspor batubara Indonesia menurut negara tujuan, 2015–
2019, persen) 

Gambar A.5.4: Indonesia menghadapi peningkatan 
kerugian ekspor dari kesepakatan perdagangan 
(Perkiraan penurunan ekspor Indonesia ke Tiongkok dari adanya 
kesepakatan perdagangan, USD juta) 

  
Sumber: CEIC, perhitungan staf Bank Dunia Sumber: Direproduksi dari Cali dan Nabil (2020). 

 
Terlepas dari adanya dampak pengalihan perdagangan dari 
Indonesia ke Amerika Serikat, kesepakatan perdagangan ini juga 
dapat memicu dampak pengalihan investasi. Jika Tiongkok 
mematuhi keharusan untuk mengimpor dari Amerika Serikat yang 
ditetapkan dalam kesepakatan perdagangan untuk jangka waktu 
yang lebih panjang dari tahun 2021, investasi langsung di Indonesia 
dapat terganggu, terutama untuk industri batubara dan LNG. 
Investasi ke industri batubara merupakan 26 persen dari realisasi 
investasi sektor pertambangan dari tahun 2015 hingga 2019 
(Gambar A.5.5).17 Demikian pula, investasi ke industri batubara 
menyumbang seperempat dari investasi Tiongkok di Indonesia 
selama periode yang sama.18 Dalam menghadapi potensi 
permintaan Tiongkok yang lebih rendah untuk produk batubara 
dan LNG Indonesia dalam jangka menengah, investor dapat 
memutuskan untuk mengurangi investasi di industri batubara dan 
LNG karena masalah profitabilitas, yang berujung pada prospek 
yang tidak menggairahkan untuk industri batubara dan LNG 
Indonesia, sambil menunggu tujuan ekspor pengganti yang baru. 
 
 
1  Aljazeera (29 Juni 2020). 
 2 Bank Dunia (2020a). 
3 Lihat Bank Dunia (2020b) dan Wall Street Journal (2020).  
4 Sebagai gantinya, Amerika Serikat sepakat untuk mengurangi tarif produk-produk Tiongkok senilai USD 120 miliar dari 15 persen menjadi 7,5 persen, termasuk televisi layar datar, 
headphone Bluetooth, dan alas kaki. Namun demikian, tarif sebesar 25 persen yang diberlakukan AS sebelumnya atas barang-barang produksi Tiongkok senilai USD 250 miliar akan tetap 
tidak berubah dan dapat dibatalkan sebagai bagian dari negosiasi perdagangan Tahap 2. 
5 Bank Dunia (2020a). 
6 Nikkei Asian Review (2019), South China Morning Post (2020a). 
7 Survei ini menerima hampir 250 tanggapan, dengan komposisi industri sebagai berikut: 61,6 persen dari industri terkait manufaktur, 25,5 persen dari jasa, 3,8 persen dari ritel dan 
distribusi, dan 9,6 persen dari industri lain. Lihat Amcham Shanghai (2019).   
8 Amcham Shanghai (2020). 
9 Forbes (2020). 
10 Bank Pembangunan Asia (2017), Bank Dunia (2020c). 
11 Anukoonwattaka, W dan Lobo, R.S. (2019).   
12 Lihat ASEAN Briefing (2019). 
13 Paket kebijakan ini mencakup penurunan tarif pajak penghasilan badan 50 persen untuk tambahan lima tahun bagi perusahaan dengan investasi setidaknya THB 500 juta pada tahun 
2020 atau tidak kurang dari THB 1 miliar pada tahun 2021. Lihat South China Morning Post (2020b) dan Badan Penanaman Modal Thailand (2019).  
14 Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (2020). 
15 Dengan perlambatan ekonomi tahun ini, Tiongkok akan berjuang untuk memenuhi kesepakatan energi tanpa menggusur impor energi dari eksportir lain di luar AS. Lihat Amcham 
Shanghai (2020), Badan Energi Internasional (2020), Straits Times (2020), Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (2020).  

Gambar A.5.5: Realisasi investasi sektor 
pertambangan di Indonesia, 2015–2019 
(persen)  

 
Sumber: CEIC, perhitungan staf Bank Dunia 
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https://www.aljazeera.com/ajimpact/cold-war-china-trade-dispute-deepening-200629020234625.html
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16 Ekspor LNG Indonesia ke Tiongkok berpotensi dapat menurun sebesar USD 434,8 juta (sekitar 12,3 persen dari ekspor gas alam cair Indonesia tahun 2019 ke Tiongkok), sementara 
ekspor batubara dapat turun sebesar USD 233,2 juta (sekitar 7,4 persen dari ekspor batubara Indonesia tahun 2019 ke Tiongkok) pada tahun 2020 –2021. Perhitungan staf Bank Dunia 
berdasarkan USTR, WITS, dan IMF WEO. Lihat Cali dan Ryandiansyah (2020, segera terbit)). 
17 Menggunakan data KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia) tahun 2015 
18 Menurut data China Global Investment Tracker dari American Enterprise Institute, sekitar seperempat dari investasi Tiongkok ke Indonesia dialokasikan untuk industri batubara, 
dengan total sebesar USD 3,7 miliar dari tahun 2015 hingga 2019. 
 
 

 
 
Kotak B.1: Meminimalkan eksternalitas dari kebijakan pemulihan ekonomi pasca krisis 
 
Walaupun dukungan secara penuh sangat penting untuk pemulihan ekonomi, penting untuk memastikan bahwa dukungan tersebut 
tidak diberikan dengan mengorbankan kekayaan sumber daya alam dan mata pencaharian lokal Indonesia yang sudah terlalu banyak 
dimanfaatkan. Sebaliknya, kebijakan industri hijau menawarkan peluang untuk meningkatkan permintaan konsumen yang berubah 
yang berfokus pada keberlanjutan dan memberi bobot lebih pada kesadaran terhadap kesehatan. 
 
Revisi yang baru-baru ini disetujui untuk UU Minerba tahun 2009 dapat menggambarkan kekhawatiran ini. Revisi tersebut 
memberlakukan kewajiban bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan lebih banyak kegiatan eksplorasi dan menghilangkan 
batasan untuk kegiatan yang bertujuan melindungi lingkungan alam.1 Walaupun strategi ini dapat menghasilkan keuntungan jangka 
pendek dalam kegiatan ekonomi secara nasional, strategi ini berisiko memperburuk pencemaran sumber daya tanah dan air, 
penggundulan hutan secara besar-besaran dan kerusakan hutan2, serta sengketa atas akses ke lahan dengan masyarakat setempat.3 
Selain itu, perluasan produksi batubara – produk pertambangan utama di Indonesia – tidak akan begitu menjanjikan dengan adanya 
tren permintaan global untuk energi bersih dan, jika terus digunakan untuk produksi energi dalam negeri, selanjutnya akan 
berkontribusi pada masalah pencemaran di Indonesia.4 

 

Tekanan terhadap lahan pertanian juga meningkat. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengakomodasi meningkatnya 
pergeseran pekerja ke pertanian dalam menanggapi guncangan COVID-19, dan dengan tujuan untuk mencapai swasembada 
pangan, terutama dalam beras, sebagai respon terhadap kemungkinan kekurangan pangan global di masa depan. Target ini 
mendorong rencana untuk melakukan alih fungsi lahan tambahan untuk pertanian, seperti daerah Eks-Proyek Lahan Gambut (Ex 
Mega Rice Project, EMRP) di Kalimantan Tengah, yang mencakup keluasan lahan antara 250.000 sampai 300.000 hektar lahan 
gambut. Karena lahan gambut tidak cocok untuk penanaman padi, manfaatnya mungkin terbatas. Di sisi lain, lahan gambut dalam 
(deep peat area) merupakan tempat penimbunan karbon yang penting dan alih fungsi lahan gambut untuk pertanian menghasilkan 
dampak negatif yang besar di Indonesia melalui kebakaran hutan dan lahan, pencemaran udara, kerusakan lahan gambut, dan 
rusaknya keanekaragaman hayati.5  
 
Perkiraan awal Bank Dunia menunjukkan bahwa pemulihan lahan gambut akan memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang 
besar terkait dengan peningkatan produksi pertanian dan juga akan sangat mengurangi risiko kebakaran lahan dan biaya terkait 
dengan perekonomian. Analisis ini memperkirakan pengembalian ekonomi yang tinggi dari investasi tersebut: investasi awal sebesar 
USD 1 dalam restorasi dapat menghasilkan pengembalian sebesar: (i)peningkatan nilai tambah USD 1,61, (ii) peningkatan nilai 
tambah berkelanjutan USD 2 yang dihasilkan dari produksi tambahan di lahan gambut yang dipulihkan, dan (iii) penurunan USD 
0,85 dalam biaya sosial kerusakan lahan gambut, karena risiko kebakaran lahan yang lebih rendah akan menghasilkan emisi karbon 
yang lebih rendah, kehilangan kekayaan alam yang lebih rendah, dan mengurangi dampak pada kesehatan. 
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Strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan produksi pertanian 
baik untuk tujuan komersial maupun ketahanan pangan adalah 
dengan meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang ada. Ada 
potensi besar untuk meningkatkan hasil pertanian, baik dalam bentuk 
dana tunai maupun tanaman pangan (Gambar B.1.1). Untuk itu, 
realokasi subsidi pupuk yang sangat boros ke arah investasi dalam 
layanan penyuluhan dapat memastikan kesesuaian pilihan tanaman 
dengan jenis lahannya, meningkatkan mutu benih, dan mengurangi 
kerugian pascapanen. Hal ini juga akan membangun modal manusia 
di bidang pertanian, dan membantu memodernisasi sektor utama ini. 
 
Demikian pula, meningkatnya permintaan terhadap sumber energi 
bersih yang diikuti dengan potensi besar energi terbarukan yang 
belum dimanfaatkan menjadikan sektor ini target ideal lain untuk 
perluasan investasi di Indonesia bahkan dalam jangka pendek. 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan 
potensi energi terbarukan di Indonesia (dari matahari, panas bumi, 
angin, hidro, dan lainnya) sebesar 168,6 GW, dimana hanya sekitar 
6,4 persennya telah terpasang sejauh ini. Energi surya adalah contoh 
sederhananya. Kemajuan teknologi dalam sel fotovoltaik (PVC) telah 
membuat tenaga surya lebih kompetitif dibandingkan dengan energi 
yang berasal dari bahan bakar fosil secara global6 dan generasi baru 
dari baterai menjadikan PLTS sebagai sumber pasokan energi yang semakin stabil. Perkiraan menunjukkan bahwa Indonesia 
mungkin memiliki hampir 50 GW potensi kapasitas PLTS, yang sebagian besar belum dimanfaatkan, dengan potensi untuk 
menghasilkan 325.000-515.000 pekerjaan.7 Dengan mempertimbangkan potensi pengembalian investasi yang sehat, ada banyak 
dorongan bagi swasta untuk berinvestasi di sektor ini, yang pada akhirnya dapat membantu perekonomian dalam waktu dekat. 
Agar hal ini dapat terwujud, Pemerintah perlu mengatasi sejumlah hambatan, termasuk merevisi skema perhitungan harga listrik 
berdasarkan biaya produksi energi baru terbarukan (feed-in tariff), yang saat ini membuat investasi pada energi terbarukan termasuk 
energi surya tidak memiliki kelayakan yang mencukupi. Selain itu, persyaratan kandungan dalam negeri untuk PVC, serta peraturan 
yang ada telah menetapkan bahwa pembangkit listrik tenaga surya swasta harus dialihkan ke PLN pada akhir perjanjian jual-beli 
tenaga listrik adalah hambatan-hambatan lain yang perlu ditindaklanjuti. Dalam konteks ini, pengembangan energi biomassa, yang 
sedang diupayakan Pemerintah melalui subsidi untuk biodiesel B30, mungkin bukan solusi yang sama menariknya mengingat 
kemungkinan kerusakan lingkungan yang terkait dengan alih fungsi hutan untuk meningkatkan produksi minyak kelapa sawit. 
 

1 Ini termasuk penghapusan bataswilayah  eksplorasi mineral lepas pantai dan penghapusan batasan wilayah untuk wilayah izin usaha pertambangan khusus 
(“WIUPK”) untuk kegiatan operasi produksi mineral logam dan operasi produksi batubara. 
2 Salah satu pendorong utama deforestasi / degradasi hutan di Kalimantan Timur adalah pertambangan, yang disoroti dalam Dokumen Program Pengurangan Emisi 
Pemerintah (https://www.forestcarbonpartnership.org/system/files/documents/Revised%20ERPD.pdf). 
3 Terdapat semakin banyak bukti mengenai dampak merugikan dari kegiatan pertambangan di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Mengenai dampak 
kesehatan dari pertambangan di Indonesia, lihat Bose-O’Reilly et al. (2010). Health assessment of artisanal gold miners in Indonesia. Science of the Total Environment, 408:713-
725. Mengenai sengketa pertanahan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan di Indonesia, lihat Bank Dunia (2014). Towards Indonesian Land Reforms: Challenges 
and Opportunities. A Review of the Land Sector (Forest and Non-forest) in Indonesia. DOI: 10.13140/RG.2.2.16062.02883. Mengenai polusi negatif dan dampak ekonomi dari 
kegiatan pertambangan pada masyarakat setempat secara global, lihat Aragon, F. dan J.-P. Rud (2016). Polluting Industries and Agricultural Productivity: Evidence from Mining 
in Ghana, The Economic Journal, 126 (597): 1980 – 2011; dan von der Goltz, Jan & Barnwal, Prabhat, 2019. Mines: The local wealth and health effects of mineral mining in 
developing countries, Journal of Development Economics, 139(C): 1-16. 
4 Eksploitasi batu bara besar-besaran untuk energi dan ekspor telah berkontribusi terhadap pencemaran udara dan penyakit pernapasan akibat pencemaran udara, 
yang dapat menyebabkan 238 kematian dini / juta orang per tahun dan menelan biaya hingga USD 805 miliar antara tahun 2012 dan 2030 (Bloom et al. (2015). The 
economics of non-communicable diseases in Indonesia. Jenewa: Forum Rkonomi Dunia (World Economic Forum, WEF). 
5 Analisa pendahuluan Bank Dunia menunjukkan bahwa nilai tambah dari konversi satu hektar tambahan lahan gambut menjadi lahan pertanian bisa 50 persen 
lebih rendah dibandingkan dengan biaya sosial dalam hal hilangnya kekayaan sumber daya alam (hutan, daerah pertanian), emisi karbon, dan dampak kesehatan. 
6 Berbagai hambatan membuat produksi sel PV untuk pembangkit listrik tenaga surya relatif lebih mahal dibandingkan dengan standar global, tetapi tetap hemat 
biaya begitu dampak positif seperti pengurangan emisi karbon dan dampak kesehatan yang lebih rendah dari pencemaran udara diperhitungkan (IISD, 2019). 
7 Bank Dunia (2018). Indonesia: Menciptakan Pasar Iklim, Memelihara Industri Hijau. Mimeo. 
 

Gambar B.1.1: Indonesia memiliki rasio hasil 
potensial-aktual yang tinggi, menggarisbawahi 
peluang untuk meningkatkan produksi di basis 
lahan yang ada saat ini 
(Potensi tanaman pangan Indonesia vs hasil aktual, (ton/ha))  

 
Sumber: Yield Gap Atlas; perhitungan staf Bank Dunia 
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LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA 
 
Lampiran Tabel 1: Realisasi anggaran belanja Pemerintah 
(IDR triliun) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  Aktual Aktual Aktual Aktual Aktual Aktual Aktual Aktual 

A. Penerimaan dan hibah 1,338 1,439 1,550 1,508 1,556 1,666 1,944 1,961 
1. Penerimaan pajak 981 1,077 1,147 1,240 1,285 1,344 1,519 1,546 
2. Penerimaan non-pajak 352 355 399 256 262 311 409 409 

B. Pengeluraran 1,491 1,651 1,777 1,807 1,864 2,007 2,213 2,309 
1. Pemerintah pusat 1,011 1,137 1,204 1,183 1,154 1,265 1,455 1,496 
2. Transfer ke pemerintah 

daerah 481 513 574 623 710 742 758 813 

C. Neraca utama -53 -99 -93 -142 -126 -124 -11 -72 
D. Surplus/defisit -153 -212 -227 -298 -308 -341 -269 -349 
   (persen dari PDB) -1.9 -2.3 -2.1 -2.6 -2.5 -2.5 0.0 -2.2 

 

Sumber: Kementerian Keuangan; Perhitungan staf Bank Dunia 
Catatan: Neraca keseluruhan sebagai terhadap PDB menggunakan PDB yang telah direvisi dengan tahun dasar yang disesuaikan 

 
Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran 
(USD miliar) 

  
2017 2018 2018 2019 2020 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
Neraca Pembayaran 11.6 -7.1 -4.4 5.4 2.4 -2.0 0.0 4.3 -8.5 

Persen dari PDB 1.1 -0.7 -1.7 2.1 0.9 -0.7 0.0 1.5 -3.1 
Neraca berjalan -16.2 -30.6 -8.4 -9.5 -6.6 -8.2 -7.5 -8.1 -3.9 

Persen dari PDB -1.6 -2.9 -3.2 -3.7 -2.5 -2.9 -2.6 -2.8 -1.4 
Neraca perdagangan 11.4 -6.7 -2.2 -4.1 -0.3 -1.3 -0.9 -1.7 2.5 
Pendapatan bersih & transfer berjalan -27.6 -23.9 -6.2 -5.4 -6.3 -6.9 -6.6 -6.4 -6.4 
Neraca modal & keuangan 28.7 25.2 4.0 15.9 9.9 6.8 7.5 12.6 -2.9 

Persen dari PDB 2.8 2.4 1.5 6.2 3.7 2.4 2.6 4.4 -1.1 
Investasi langsung 18.5 12.5 4.5 0.9 6.0 5.8 5.2 3.2 3.5 
Investasi porfolio 21.1 9.3 -0.1 10.5 5.2 4.6 4.9 7.1 -5.8 
Investasi lain -10.7 3.3 -0.5 4.7 -1.4 -3.6 -2.7 2.4 -0.5 
Kesalahan & pembulatan -0.9 -1.7 0.0 -1.0 -0.8 -0.5 0.0 -0.3 -1.7 
Cadangan devisa* 130.2 120.7 114.8 120.7 124.5 123.8 124.3 129.2 121.0 

 

Sumber: BI; BPS; Perhitungan staf Bank Dunia 
Catatan: * Cadangan pada akhir periode. 
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Lampiran Tabel 3: Indikator ekonomi makro Indonesia 
  2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Neraca Nasional (% perubahan)1                     
PDB riil   4.9 6.2 6.0 5.6 5.0 4.9 5.0 5.1 5.2 5.0 

Investasi riil 11.4 8.9 9.1 5.0 4.4 5.0 4.5 6.2 6.6 4.4 
Konsumsi riil 4.6 5.1 5.4 5.7 4.7 4.9 4.3 4.6 5.1 4.9 

Swasta 3.7 5.1 5.5 5.5 5.3 4.8 5.0 5.0 5.1 5.2 
Pemerintah 14.2 5.5 4.5 6.7 1.2 5.3 -0.1 2.1 4.8 3.2 

Ekspor rill, barang dan jasa 30.6 14.8 1.6 4.2 1.1 -2.1 -1.7 8.9 6.5 -0.9 
Impor riil, barang dan jasa 26.6 15.0 8.0 1.9 2.1 -6.2 -2.4 8.1 11.9 -7.7 
Investasi (% PDB) 19.9 31.3 32.7 32.5 32.4 32.4 32.2 32.6 33.0 32.8 

Nominal PDB (milyar dolar AS) 165 893 918 915 891 861 932 1,016 1,042 1,119 

PDB per kapita (dolar AS) 857 3,68
8 

3,74
1 3,668 3,532 3,368 3,605 3,886 3,945 4,193 

Anggaran Pemerintah Pusat (% 
GDP)2                     

Penerimaan dan hibah 13.9 15.5 15.5 15.1 14.7 13.1 12.5 12.3 13.1 12.4 
Penerimaan bukan pajak 7.8 11.2 11.4 11.3 10.9 10.8 10.4 9.9 10.2 9.8 
Penerimaan pajak 6.0 4.2 4.1 3.7 3.8 2.2 2.1 2.3 2.8 2.6 

Pengeluaran 15.0 16.5 17.3 17.3 16.8 15.7 15.0 14.8 14.9 14.6 
Konsumsi   2.7 3.8 3.9 4.1 4.0 4.5 4.6 4.4 4.7 4.5 
Modal 1.7 1.5 1.7 1.9 1.4 1.9 1.4 1.5 1.2 1.1 
Bunga pinjaman 3.4 1.2 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 
Subsidi 4.2 3.8 4.0 3.7 3.7 1.6 1.4 1.2 1.5 1.3 

Surplus/defisit -1.1 -1.1 -1.8 -2.2 -2.1 -2.6 -2.5 -2.5 -1.8 -2.2 
Utang Pemerintah 97.9 23.1 23.0 24.9 24.7 27.5 28.3 29.4 29.8 30.2 

Utang luar negeri pemerintah 51.4 11.7 11.9 11.8 13.3 16.0 16.6 17.5 17.6 17.9 
Total utang luar negeri (juga utang 
swasta) 87.1 25.2 27.5 29.2 32.9 36.1 34.3 34.7 36.0 35.9 

Neraca Pembayaran (% PDB)3                     
Neraca pembayaran keseluruhan  .. 1.3 0.0 -0.8 1.7 -0.1 1.3 1.1 -0.7 0.4 
Neraca transaksi berjalan 4.8 0.2 -2.7 -3.2 -3.1 -2.0 -1.8 -1.6 -2.9 -2.7 

Ekspor, barang dan jasa 42.8 23.8 23.0 22.5 22.3 19.9 18.0 19.1 20.3 17.9 
Impor, barang dan jasa 33.9 21.2 23.2 23.2 22.7 19.3 17.1 18.0 21.0 18.3 
Transaksi berjalan 8.9 2.7 -0.2 -0.7 -0.3 0.6 0.9 1.1 -0.6 -0.4 

Neraca transaksi keuangan .. 1.5 2.7 2.4 5.0 2.0 3.1 2.8 2.4 3.3 
Penanaman modal langsung, neto -2.8 1.3 1.5 1.3 1.7 1.2 1.7 1.8 1.2 1.8 
Cadangan devisa bruto (USD billion) 29 110 113 99 112 106 116 130 121 129 
Moneter (% change)3                     
Deflator PDB1  20.4 7.5 3.8 5.0 5.4 4.0 2.4 4.3 3.8 1.6 
Suku bunga Bank Indonesia (%) .. .. .. .. .. 6.3 4.8 4.3 6.0 5.0 
Kredit domestik .. 24.6 23.1 21.6 11.6 10.4 7.9 8.2 11.8 6.1 

Nilai tukar Rupiah/Dolar AS (rata-rata) 8,39
2 

8,77
6 

9,38
4 

10,46
0 

11,86
9 

13,38
9 

13,30
9 

13,38
1 

14,23
8 13,403 

Harga-harga (% perubahan)1                     
Indeks harga konsumen (akhir periode) 9.4 3.8 3.7 8.1 8.4 3.4 3.0 3.6 3.1 2.6 
Indeks harga konsumen (rata-rata) 3.7 5.3 4.0 6.4 6.4 6.4 3.5 3.8 3.2 4.8 
Harga minyak mentah Indonesia (US$ 
per barel)4 28 112 113 107 60 36 51 61 55 67 

 

Sumber: 1 BPS dan Perhitungan staf Bank Dunia, menggunakan angka yang direvisi dengan tahun dasar 2010. 2 Kementerian Keuangan dan 
Perhitungan staf Bank Dunia, 3 BI, 4 CEIC 
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Lampiran Tabel 4: Indikator pembangunan Indonesia (USD miliar) 
  200

0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kependudukan1                     
Penduduk (juta) 212 245 248 252 255 258 262 265 268 .. 
Tingkat pertumbuhan penduduk (%) 1.38 1.35 1.35 1.34 1.31 1.27 1.22 1.18 1.13 .. 
Penduduk perkotaan (% terhadap total) 42 51 51 52 53 53 54 55 55 .. 
Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja) 55 51 50 50 49 49 49 48 48 .. 
Angkatan Kerja2                     
Angkatan kerja, total (juta) 98 117 120 120 122 122 125 128 131 134 

Laki-laki 60 73 75 75 76 77 77 79 80 82 
Perempuan 38 44 46 45 46 46 48 49 51 51 

Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%) 45 36 35 35 34 33 32 30 29 27 
Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%) 17 21 22 20 21 22 21 22 23 23 
Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%) 37 43 43 45 45 45 47 48 48 49 
Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja) 8.1 7.4 6.1 6.2 5.9 6.2 5.6 5.5 5.4 5.3 
Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan3                     
Konsumsi rumah tangga, median (Rp 000 per 
bulan) 

104 421 446 487 548 623 697 765 835 765 

Garis kemiskinan nasional (Rp 000 per bulan) 73 234 249 272 303 331 354 375 402 375 
Jumlah penduduk miskin (juta) 38 30 29 28 28 29 28 28 26 28 
Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis 
kemiskinan) 

19.1 12.5 12.0 11.4 11.3 11.2 10.9 10.6 9.8 10.6 

Di perkotaan  14.6 9.2 8.8 8.4 8.3 8.3 7.8 7.7 7.0 7.7 
Di perdesaan 22.4 15.7 15.1 14.3 14.2 14.2 14.1 13.9 13.2 13.9 

Laki-laki sebagai kepala rumah tangga  15.5 10.2 9.5 9.2 9.0 9.3 9.0 8.7 6.4 8.7 
Perempuan sebagai kepala rumah tangga  12.6 9.7 8.8 8.6 8.6 11.1 9.8 9.3 6.6 9.3 
GINI indeks 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok 
termiskin (%) 

9.6 7.4 7.5 7.4 7.5 7.2 7.1 7.0 7.0 7.0 

Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya 
(%) 

38.6 46.5 46.7 47.3 46.8 47.3 46.2 45.7 45.4 45.7 

Pengeluaran pemerintah untuk bantuan sosial (% 
PDB) 

.. 0.5 0.5 0.7 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 

Kesehatan dan Gizi1                     
Tenaga kesehatan (per 1,000 people) 0.2 .. 0.2 .. .. .. .. 0.4 0.4 .. 
Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia 
dibawah 5 tahun) 

52 32 30 29 28 27 27 26 25 .. 

Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran 
hidup) 

22 16 15 14 14 13 14 13 13 .. 

Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) 41 26 25 25 24 23 23 22 21 .. 
Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 
100,000 kelahiran hidup) 

265 156 148 140 133 126 184 177 .. .. 

Imunisasi campak (% anak usia dibawah 2 tahun) 76 80 82 81 75 75 76 75 75 .. 
Total pengeluaran untuk kesehatan (% GDP) 2.0 3.3 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 .. .. 0.0 
Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% 
GDP) 

0.7 0.9 1.0 1.0 1.1 1.2 1.4 1.4 1.4 .. 

Pendidikan3                     
Angka partisipasi murni (APM) SD, (%) .. 92 93 92 93 97 97 97 98 97 

APM perempuan (% dari total partisipasi) .. 49 49 50 48 49 49 49 49 49 
Angka partisipasi murni pendidikan tingkat 
menengah, (%) 

.. 60 60 61 65 66 66 79 79 79 

APM perempuan (% dari total partisipasi) .. 50 49 50 50 51 51 49 49 49 
Angka partisipasi murni universitas/pendidikan 
tinggi, (%) 

.. 14 15 16 18 20 21 19 19 19 

APM perempuan (% dari total partisipasi) .. 50 54 54 55 56 55 53 53 53 
Angka melek huruf Dewasa (%) .. 91 92 93 93 95 95 96 96 96 
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% 
terhadap PDB)5 

.. 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5 3.4 3.1 3.0 3.1 

Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% 
terhadap APBN)5 

.. 18.9 17.9 17.3 17.4 19.3 20.0 20.0 20.0 20.0 

Air Bersih dan Kesehatan lingkungan1                     
Penduduk dengan akses air bersih 
disempurnakan (% tot penduduk) 

76 85 86 87 87 88 89 89 .. .. 

Di perkotaan (% penduduk perkotaan) 90 93 94 94 94 95 95 95 .. .. 
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Di perdesaan (% penduduk perdesaan) 66 76 77 78 79 80 81 82 .. .. 
Penduduk dengani akses kesehatan lingkungan 
(% tot penduduk) 

41 62 64 66 67 69 71 73 .. .. 

Di perkotaan (% penduduk perkotaan) 63 74 75 76 77 78 79 80 .. .. 
Di perdesaan (% penduduk perdesaan) 25 50 52 54 57 59 62 65 .. .. 

Lainnya1                     
Pengurangan resiko bencana (skala 1-5; 
5=terbaik) 

.. 3.3 .. .. .. .. .. .. .. .. 

Proporsi  perempuan yang duduk di parlemen 
(%)6 

8.0 18.2 18.6 18.6 16.9 17.1 17.1 19.8 19.8 17.4 
 

Sumber: 1 World Development Indicators (WDI); 2 BPS (Sakernas); 3 BPS (Susenas) dan Perhitungan staf Bank Dunia; 4 Kementerian Keuangan, 
dan Perhitungan staf Bank Dunia, bantuan sosial pemerintah termasuk pengeluaran untuk Raskin, asuransi kesehatan dan beasiswa pendidikan 
untuk warga miskin, Program Padat Karya Tunai (PKT, 2018), dan Program Keluarga Harapan (PKH), Belanja Kemensos dan fungsi perlindungan 
sosial lainnya, serta angka realisasi; 5 Kementerian Keuangan; 6 Inter-Parliamentary Union 
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